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Riadi. NIM. 09.251.027. “Peran Ganda Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-
Najah Sesela Lombok Barat (Perspektif Sosioedukatif)”. Tesis PGMI. Yogyakarta 
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2011.

Guru dalam pemahaman masyarakat luas diterima sebagai profesi yang harus 
digugu dan ditiru. Pemahaman semacam itu pada gilirannya akan menempatkan 
profesi guru sebagai profesi yang mulia dibanding dengan profesi lainnya. Oleh 
karena itu, sewajarnya bila dengan pemahaman yang melekat pada masyarakat luas
tersebut seakan guru tidak boleh cacat dan cela. Pada saat bersamaan pula, seorang 
guru dituntut memainkan peran ganda tidak hanya peran profesi di madrasah, 
melainkan juga dituntut memainkan peran posisi di masyarakat. Sejalan dengan tugas 
keguruan yakni tugas dalam bidang profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. 

Penelitian ini mengambil setting di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah 
Sesela untuk mengetahui secara deskriptif peran ganda guru PAI, relevansi peran 
ganda dan kendala-kendala yang dihadapi guru PAI dengan menggunakan perspektif
sosioedukatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori 
peran dengan pendekatan sosioedukatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, dengan pendekatan ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan 
segala realitas yang ditemukan di lapangan terkait dengan peran ganda guru PAI. 
Sedangkan metode pengumpulan data digunakan metode khas kualitatif yaitu 
observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Metode menganalisa data 
digunakan secara berturut-turut yakni reduksi data, display data dan conclusion 
drawing.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan beberapa temuan, yaitu (1) peran 
GPAI di madrasah sebagai tenaga pendidik (educator) dan tenaga kependidikan. 
Dalam menjalankan peran yang pertama masih sederhana, monoton dan terkesan 
formalitas, demikian juga dengan peran periodik masih belum otonom dalam artian 
masih dibantu dengan rekan guru yang lain. Sedangkan peran GPAI di masyarakat 
diwujudkan dalam bentuk perannya dalam bidang pendidikan, kegiatan remaja.
Ketiga peran yang dijalankan di masyarakat lebih bersifat pasif (diminta) oleh 
masyarakat setempat. (2) Peran yang dijalankan GPAI di madrasah memiliki 
relevansi dengan perannya di masyarakat yaitu sama-sama menjadi tenaga pendidik 
dan memiliki peran yang terkait dengan pendidikan meraka. (3) Kendala yang 
dihadapi di madrasah adalah pola rekrutment, pembagian peran yang kurang cermat, 
distribusi mata pelajaran dan mismatch mata pelajaran, kurangnya sarana dan 
prasarana. Sedangkan kendala di masyarakat adalah faktor sosiokultural dan bias 
gender. Tesis ini menegaskan bahwa sejatinya profesi guru pada umumnya dan guru 
PAI pada khususnya tidak boleh tidak menjalankan peran ganda (peran profesi dan 
peran posisi) di madrasah dan masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Guru dalam pemahaman masyarakat luas diterima sebagai profesi yang 

harus digugu dan ditiru.1 Guru dalam berbagai locus tetap diyakini sebagai orang 

yang harus digugu dan ditiru baik di madrasah maupun di masyarakat. Madrasah dan 

masyarakat sebagai locus terjadinya interaksi edukatif dan interaksi sosial antara guru 

dengan murid, guru dengan anggota masyarakat tentunya guru akan menjadi uswatun 

hasanah (modeling) bagi para muridnya dan anggota masyarakat setempat. 

Disadari demikian tetapi fakta di lapangan terlihat bahwa masih ada guru 

madrasah sekali pun, yang masih belum bisa digugu dan ditiru.2 Oleh karena itu, 

nomenklatur gugu dan tiru sebagai parameter seorang guru walaupun terdengar 

                                                     
1 Dengan meminjam bahasa Jawa, Imam Suprayogo menjelaskan bahwa guru kependekan 

dari digugu dan ditiru. Digugu artinya dianggap atau dibenarkan atau diyakini kebenarannya. Ditiru
artinya dijadikan contoh. Persoalannya adalah siapa yang menjadi para peniru guru tersebut? Lebih 
lanjut Imam Suprayogo menjelaskan bahwa yang menjadi peniru guru tersebut setidaknya adalah para 
murid. Bahkan, secara sosiologis guru biasanya memiliki pengaruh yang lebih luas; meliputi 
masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, guru juga sekaligus menjadi panutan masyarakat. Peran 
strategis seperti itu menjadikan sementara orang berpendapat bahwa tingkat budaya masyarakat dapat 
dibaca dari perilaku para guru. Jika guru yang tinggal di suatu kampung itu hebat, maka kampung itu 
akan hebat pula dan sebaliknya. Lebih lengkapnya baca: Imam Suprayogo, Memelihara “Sangkar” 
Ilmu Refleksi Pemikiran dan Pengembangan UIN Malang, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 
42-44.

2 Contoh kecil kasus kekerasan guru terhadap siswa di Klaten pada 23 Juli 2002 tepatnya pada 
minggu pertama TA baru 2002/2003, seorang guru olahraga salah satu SLTPN menghukum murid 
kelas tiga (III B) dengan push up sebanyak 100 kali dan rol depan sepanjang lapangan. Hanya karena 
alasan murid tidak memperhatikan latihan baris berbaris mengakibatkan 15 murid pingsan, tiga (3)
diantaranya dirawat di Rumah sakit dan ada pula yang lecet dan terkilir. Ada juga kasus guru yang 
memukul muridnya ini terjadi di Bantul. Bahkan ada pula kasus guru selingkuh, melakukan tindakan 
asusila dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya baca Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa 
Kekerasan, Tipologi, Kasus dan Konsep, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2004).
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sangat sederhana akan tetapi sangat sukar dalam pengejawantahannya. Dalam hal ini, 

tidak berlebihan bila mengutip pendapat Tobroni yang mengatakan bahwa di dunia 

ini banyak orang yang bekerja sebagai guru, akan tetapi mungkin hanya sedikit yang 

bisa menjadi guru yaitu yang bisa digugu dan ditiru.3 Belum lagi bila dilihat dari segi 

Yuridis, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga 

profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi 

akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan 

dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran.4 Tentunya bila dibandingkan dengan apa yang tercantum di dalam 

Undang-Undang dengan fakta di lapangan akan ditemukan apa yang dimaksud oleh 

Tobroni di atas.

Sekali pun demikian, tidak membuat surut umat Islam khususnya umat 

Islam Indonesia dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Dalam sebuah 

pengantar tulisannya, Tobroni mengungkapkan:

Semangat umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia 
sangat kuat terbukti dengan banyaknya lembaga yang berbasis keagamaan 
dengan berbagai jenis dan jenjang. Namun, semangat itu pada umumnya 
kurang disertai dengan kapasitas (kemampuan) dan kapabilitas (kecakapan) 

                                                     
3 Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spritualis, (Malang: UMM, 

2008), hlm. 107.
4 Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm. 5. 
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dalam penyelenggaraannya, terutama tentang konsep pendidikan yang ideal
itu sendiri, kemampuan manajerial dan finansial. Akibatnya banyak 
lembaga pendidikan Islam yang belum mampu memenuhi harapan.5

Secara kuantitas, berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2003/2004 

terdapat madrasah dari semua jenjang pendidikan sebanyak 40. 260 unit, terdiri dari 

23. 519 unit madrasah ibtidaiyah dan 12. 054 unit madrasah tsanawiyah (MTs) pada 

jenjang pendidikan dasar dan 4. 687 madrasah aliyah pada jenjang pendidikan 

menengah.6

Lebih ironisnya lagi, jumlah madrasah tidak sebanding dengan jumlah guru 

yang memenuhi kualifikasi minimal, ini dapat dibuktikan dari hasil pendataan 

Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 

menunjukkan kurang lebih 991.243 (45,96%) atau 915.222 (229,9%) guru SD, SMP, 

SMA dan yang sederajat yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Dua 

tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006 guru SD/MI yang kualifikasi S1 (strata 

satu) sekitar 15, 2% saja.7

Dari jumlah madrasah khususnya madrasah ibtidaiyah (MI) sekarang ini 

sangat fantastis secara kuantitas tetapi masih kurang secara kualitas, parahnya bila

                                                     
5 Tobroni, Pendidikan Islam, hlm. xiii. Lihat juga Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul 

Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam, 
(Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 5.

6 Nizar Ali dan Ibn Syatibi, Manajemen Pendidikan Islam Ikhtiar Menata Kelembagaan 
Pendidikan Islam, (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), hlm. 46. Bandingkan dengan temuan Abdurrahman 
Shaleh yang menyebut jumlah madrasah ibtidaiyah (MI) sebanyak 24. 733 buah dengan status negeri 
sebanyak 6,1 %. Lihat: Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi 
dan Aksi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 87.

7 Lebih rincinya lihat, Riadi “Kebijakan Guru dan Dosen Pertautan antara Misi Kualitas 
Pengajaran dengan Misi Kuantitas Kesejahteraan” dalam Didik Supriyanto dan Ahwy Oktradiksa (Ed), 
Bunga Rampai Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,
(Surabaya: Taruna Media Pustaka, 2011), hlm. 201-202.
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madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut tidak dikelola dengan baik maka jumlah murid 

yang cukup besar ini bukannya akan memberikan nilai positif melainkan akan 

berdampak negatif pada masa depan putera-putera bangsa.

Membincangkan peran guru dengan perspektif sosioedukatif dapat dilacak 

dari tugas yang diemban. Tugas yang diemban tidak sebatas tugasnya menjadi 

seorang guru di madrasah melainkan juga ada tugas pengabdian di tengah 

masyarakat. Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. Dari tangan para gurulah 

tunas-tunas bangsa ini terbentuk sikap dan moralitasnya sehingga mampu 

memberikan yang terbaik untuk anak negeri ini di masa datang. 

Secara garis besar, terdapat tiga (3) jenis tugas guru, yakni tugas dalam 

bidang profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi 

meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang 

kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. 

Karena masyarakat menempatkan guru pada tempat terhormat maka guru 

berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.8

                                                     
8 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 6.
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Beranjak dari tiga (3) tugas yang disebutkan di atas, dapat dipahami 

seorang guru menjalankan peran lebih dari satu tetapi tidak berarti dua yang harus 

dijalankan. Baik perannya dalam tugas profesi, perannya dalam tugas kemanusiaan 

bahkan perannya dalam tugas kemasyarakatan. Tugas-tugas tersebut sesungguhnya 

tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pendidikan itu sendiri. 

Misalnya saja bila mengutip pendapat Noeng Muhadjir yang memberikan definisi 

pendidikan sebagai upaya terprogram mengantisipasi perubahan sosial oleh pendidik 

dalam membantu subjek didik dan satuan sosial berkembang ke tingkat yang normatif 

lebih baik dengan cara atau jalan yang normatif juga baik, yang normatif bukan hanya 

tujuannya tetapi juga cara atau jalannya.9

Dari definisi yang diajukan di atas, sarat akan nilai sosiologis yakni dengan 

memahami makna pendidikan tidak sebatas empat dinding madrasah saja melainkan 

jauh lebih luas dari itu. Menurut E. H. Wild sebagaimana dikutip Abu Ahmadi, tujuan 

pendidikan menurut sosiologi pendidikan ialah memelihara kehidupan dan 

mendorong kemajuan masyarakat. Pada umumnya kaum pendidik dewasa ini 

memandang tujuan akhir pendidikan lebih bersifat sosialistik daripada 

individualistik.10 Dari definisi dan tujuan pendidikan secara sosiologis di atas, 

                                                     
9 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 7. Tidak jauh beda dengan definisi yang diberikan 
oleh Abuddin Nata, pendidikan dengan pendekatan sosiologis dapat diartikan sebagai sebuah studi 
yang memanfaatkan sosiologi untuk menjelaskan konsep pendidikan dan memecahkan berbagai 
problema yang dihadapinya. Lihat: Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan 
Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 203. Alasan pentingnya pendidikan dikaji dengan 
pendekatan sosiologi dapat dilihat dalam buku yang sama pada halaman 203-208.

10 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur 
Sosial Masyarakat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 11.
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pendidikan berupaya mencerdaskan kehidupan manusia baik secara individu, 

kelompok atau masyarakat dan bangsa sedangkan pelaku media itu mereka yang 

mempunyai kualifikasi akademik dan kompeten dalam bidangnya.

Peran ganda guru di madrasah dan masyarakat dapat diidentifikasi dengan 

beberapa alasan diantaranya peran guru di madrasah terjadi karena pertama guru 

menjadi tokoh yang dihormati oleh para siswanya dan kedua tidak terlepas dari 

keadaan madrasah yang memprihatinkan. Sedangkan peran guru di masyarakat terjadi 

karena pertama guru dianggap profesi yang mulia dan kedua, tingkat apresiasi 

masyarakat terhadap profesi guru serta ketiga didukung dengan keadaan masyarakat 

yang memiliki berbagai institusi yang terkait dengan pendidikan.

Peran guru di madrasah, pertama guru sebagai orang yang sangat dihormati 

oleh para muridnya dan dihargai oleh sesama gurunya. Dengan penghormatan yang 

diberikan oleh para murid dan sesama guru secara tidak langsung mereka memiliki 

harapan-harapan akan peran yang bersifat dedikatif setidaknya dalam menjalankan 

tugasnya menjadi seorang guru. Tetapi terkadang karena keadaan madrasah yang 

tidak mendukung, optimalisasi peran dilakukan bukan untuk satu peran saja 

melainkan harus siap menjalankan peran-peran tambahan. Oleh karena itu, kedua

yang penulis maksud dengan tidak terlepas dari keadaan madrasah yang 

memprihatinkan karena bila mengingat sejarah berdirinya madrasah pertama kali di 

Indonesia yang sudah cukup lama, akan tetapi tidak banyak yang bisa 

dipersembahkan dalam bentuk prestasi.
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Sejarah madrasah di Indonesia diawali dari berdirinya Mambaul Ulum 

pada tahun 190511 dan selanjutnya disusul dengan berdirinya Madrasah ‘Adabiyah

pada tahun 1909 yang dalam perkembangan berubah menjadi HIS ‘Adabiyah,12 jelas 

sangat tidak berimbang melihat usia yang ditapaki dengan prestasi yang dicapai saat 

ini.13 Bentuk keprihatinan juga dapat ditunjukkan dengan masih adanya guru 

madrasah yang mengajar tidak sesuai dengan spesialisasinya.14 Keadaan yang 

demikian semakin memberi ruang kepada seorang guru untuk menjalankan peran 

ganda di madrasah. Demikian yang dijalani oleh para guru PAI di Madrasah 

                                                     
11 Lihat Kata Pengantar Agus Nuryatno dalam Bunga Rampai Pendidikan Islam, hlm. xv.
12 Ismail SM (Ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Semarang:Pustaka Pelajar, 2002), 

hlm. 218. Mahmud Yunus sebagaimana dikutip Ainurrofiq menjelaskan bahwa Madrasah Adabiyah, 
meski pada awalnya merupakan sekolah Belanda, merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di 
Indonesia yang memakai sistem klasikal, lengkap dengan bangku, meja, dan papan tulisnya. sebuah 
ciri dan semangat pembaharuan yang cukup revolusioner pada zamannya, dan hal itu menurut 
Muhaimin setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Pertama, terjadinya dialektika antara 
pemikiran Abdullah Ahmad dengan corak pemikiran kaum pembaharu Timur Tengah (Abduh). Kedua, 
terjadinya kontak intensif antara Abdullah Ahmad dengan Syeikh Thahir Jalaluddin, muslim Singapura 
yang dianggap sebagai pembaharu di Indonesia disebabkan banyak memperkenalkan faham Abduh di 
Indonesia dan mempublikasikan rancangan pendirian Madrasah modern melalui majalah Al-Iman yang 
diterbitkan di Singapura sekitar tahun 1906 M. Ketiga, tumbuhnya semangat untuk mengikuti jejak 
langkah penyelenggaraan pendidikan di sekolah gubernemen Padang yang sangat tertib dan baik.
Ainurrofiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Listafariska 
Putra, 2005), hlm. 39.

13 Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap prestasi pendidikan Islam yang 
masih menempati posisi marginal. Azra menyatakan bahwa, dikarenakan pengelolaan yang secara 
umum tidak atau kurang professional, pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi 
dengan sub sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat 
lain. Baca: Ismail SM (Ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah, hlm. 261.

14 Menurut Fasli Jalal sebagaimana dikutip Abd. Rachman Assegaf “Sinergi Madrasah dengan 
Masyarakat Akar Kebijakan dan Upaya Pembenahan dari Dalam” mengemukakan bahwa rata-rata 
sekitar 65% guru madrasah memiliki kualitas akademik D III (diploma tiga) atau di atasnya, sementara 
sekitar 40% guru madrasah masih mengajar bidang studi yang bukan termasuk keahliannya. Selain itu, 
sekitar 46% guru madrasah swasta berstatus tidak tetap (GTT). Rasio guru tetap (GT) madrasah adalah 
1:81 siswa, atau hanya 10% saja guru yang  berstatus guru tetap (GT) dimana kebanyakan dari mereka 
itu adalah lulusan dari IAIN, UIN atau PTAI yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam 
mengajar Sains, Matematika atau bahasa Inggris. Selain itu, lebih dari 60% guru madrasah mengajar 
bidang studi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Lebih lengkapnya baca Didik Supriyanto 
dan Ahwy Oktradiksa (Ed), Bunga Rampai Pendidikan Islam, hlm. xi.
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Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, selain mengajar ke-PAI-an, banyak dari para guru 

PAI juga mengajar mata pelajaran yang lain.15

Sedangkan PAI menunjukkan mata pelajaran yang diajarkan baik di 

madrasah atau pun di sekolah umum. Hanya  saja, PAI di madrasah yang dimaksud 

adalah mata pelajaran Fiqih, Qur’an Hadits dan Aqidah Akhlak. Sedangkan PAI di 

sekolah umum menunjukkan pada satu mata pelajaran saja yaitu sesuai dengan 

namanya PAI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Standar Isi (SI) dan SKL Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 

Madrasah dijelaskan bahwa PAI di MI terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran yaitu 

Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI. Keempat mata pelajaran tersebut 

sebenarnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Qur’an Hadits merupakan sumber 

utama ajaran Islam. Aqidah terkait dengan keimanan dan akhlak bertitik tolak dari 

aqidah yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari aqidah. Fiqih (syari’ah) 

merupakan sistem norma yang mengatur kehidupan manusia baik dalam 

hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun sesama makhluk lainnya. 

Sedangkan SKI merupakan sejarah perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim 

dari masa ke masa dalam usaha beraqidah, beribadah dan bermuamalah serta 

berakhlak mengembangkan sistem kehidupannya yang didasari dengan aqidah 

(keimanan). Pada konteks ini, guru PAI adalah guru yang mengajarkan mata 

                                                     
15 Lebih jelasnya lihat Jadwal Pelajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, 

Dokumentasi, tanggal 16 Februari 2011.
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pelajaran PAI, sedangkan madrasah sebagai tempat atau lembaga tempat guru 

mengajar ke-PAI-an tersebut. 

Peran guru di masyarakat, pertama guru masih dianggap sebagai profesi 

mulia dan sosok yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan profesi 

yang lain, dari anggapan atau penilaian masyarakat ini dapat dijadikan modal dasar 

bagi guru mengambil peran di tengah masyarakat. Sehingga konotasi guru yang harus 

digugu dan ditiru semakin menguat dan diterima secara luas di tengah masyarakat. 

Sewajarnya, apabila S. Nasution sampai mengemukakan bahwa karena kedudukan 

yang istimewa itu masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi tentang 

peranan guru. Harapan-harapan itu tak dapat diabaikan oleh guru, bahkan dapat 

menjadi norma yang turut menentukan kelakuan guru.16 Menurut Imam Suprayogo, 

bentuk-bentuk harapan masyarakat tersebut dapat dibaca dari logika masyarakat 

sendiri dalam memandang sarjana agama yang semestinya bisa dan mampu 

melakukan peran-peran yang terkait dengan kehidupan keagamaan. Bahkan lebih dari 

itu, masyarakat juga akan berharap dari orang yang telah meraih sarjana menjadi 

penolong orang yang bukan sarjana.17

Dari point pertama di atas tidak jauh berbeda dengan point kedua ini karena 

masih bertalian yaitu tingkat apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Bila dalam

suatu masyarakat sudah bahkan masih menganggap guru sebagai profesi mulia, 

biasanya dapat dipahami bahwa tingkat apresiasi masyarakat masih tinggi. 

                                                     
16 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 96.
17 Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul, hlm. 216.
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Belakangan ini memang harus diakui terjadinya pergeseran corak kehidupan ke arah 

yang lebih modern yakni dari corak agraris ke arah industrialis, tetapi ini tidak 

menjadi alasan bagi masyarakat kota (apalagi desa) se Indonesia sekali pun, terhadap 

apresiasi tinggi mereka terhadap profesi guru.

Bahkan, di tengah masyarakat guru diharapkan menjadi uswatun hasanah

bagi anggota masyarakat lainnya dan menjadi barometer bagi segala bentuk perilaku 

anggota masyarakat. Baik buruknya perilaku guru di tengah masyarakat akan tetap 

menjadi sorotan dan ukuran. Biasanya ukuran yang dipakai oleh masyarakat tentu 

berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh kampus atau lembaga pendidikan lainnya. 

Hal ini dijelaskan pula oleh Imam Suprayogo sebagai berikut:

Masyarakat memiliki ukuran-ukuran tersendiri dalam menentukan kualitas 
produk pendidikan, yang kadangkala berbeda dengan ukuran-ukuran 
kampus. Jika dikampus seorang mahasiswa dianggap pintar manakala 
berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen atau 
berhasil menyusun karya ilmiah seperti paper, laporan penelitian, skripsi 
atau sejenisnya, maka tidak demikian masyarakat melihat kualitas lulusan 
itu. Sebaik apapun indeks prestasi (IP) yang diraih oleh lulusan Perguruan 
Tinggi Islam, jika tidak berani melakukan peran-peran kepemimpinan 
kegiatan ritual keagamaan misalnya khutbah Jum’at/hari raya Idul Fitri, 
menjadi imam shalat berjamaah, merawat jenazah, ceramah agama dan 
semacamnya, kualitas lulusan itu dianggap masih rendah.18

Selanjutnya, peran ganda guru bisa terbentuk karena didukung dengan 

keadaan masyarakat yang memiliki berbagai institusi yang terkait dengan pendidikan. 

Alasan ketiga ini tidak semua masyarakat memilikinya walaupun faktanya di suatu 

masyarakat menganggap guru sebagai profesi yang mulia dan memiliki tingkat 

                                                     
18 Imam Suprayogo dan Rasmianto, Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Refleksi Perubahan 

IAIN/STAIN Menjadi UIN, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 146.
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apresiasi tinggi. Banyaknya ragam madrasah yang dijumpai di lapangan dari yang 

berstatus swasta sampai yang berstatus negeri, madrasah tanpa yayasan dan madrasah 

dengan yayasan.19 Ragam madrasah di atas tentu akan memberikan nilai berbeda 

terhadap masyarakat sebagai stakeholder,20 begitu juga dengan peran guru pastinya 

akan berbeda dengan guru yang mengajar di madrasah swasta dengan madrasah 

negeri, akan berbeda pula peran guru yang mengajar di bawah yayasan dengan guru 

yang mengajar di madrasah tanpa yayasan.

Gambaran inilah yang membedakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah 

Sesela dengan madrasah ibtidaiyah (MI) lainnya di Kecamatan Gunungsari. Letak 

perbedaannya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini berada di bawah 

yayasan Al-Halimy yang bersamanya berdiri panti asuhan (PA) Al-Halimy, pondok 

khusus Al-Halimy, asrama putera dan puteri dan banyak yang lainnya.21 Tentunya ini 

tidak penting bagi pihak lain tetapi berbeda dengan para guru yang mengajar di Al

Al-Halimy. Wadah-wadah yang ada di sekitar wilayah yayasan Al-Halimy ini 

memberikan dampak positif bagi para guru karena mereka bisa mengambil peran 

setelah diminta oleh institusi-institusi tersebut dan itu tidak dilakukan oleh guru-guru 

yang mengajar di madrasah tanpa yayasan.

                                                     
19 Dalam hal ini meminjam istilah Imam Suprayogo memetakan madrasah ke dalam tiga

macam tife madrasah yaitu madrasah yang tertinggal, madrasah yang sedang tumbuh dan madrasah 
yang sudah maju. Penjelasan lebih lengkapnya lihat: Imam Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, 
Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah, (Yogyakarta: Hikayat, 2007), hlm. 70-75.

20 Istilah stakeholder ini penulis sarikan dari Edward Sallis, Total Quality Management in 
Education Manajemen Mutu Pendidikan, terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, cet. X, (Jogjakarta:
IRCiSoD, 2008), hlm. 6.

21 Observasi daerah sekitar yayasan Al-Halimy Sesela, 16 Februari 2011.
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Aktifitas para guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela 

sepulangnya dari madrasah mereka ditunggu oleh jadwal di lembaga-lembaga 

tersebut, hal ini yang membedakan dengan para guru yang mengajar di madrasah 

yang tidak memiliki wadah seperti itu, mereka pulang ke rumah tanpa ada aktifitas 

yang relevan dengan aktifitasnya di madrasah.

Pada konteks sosial inilah kesetiaan profesi guru sedang diuji, oleh karena 

itu penting dalam diri guru memiliki capability dan loyality. Capability yakni guru itu 

harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki 

kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, 

implementasi sampai evaluasi. Loyality maksudnya adalah memiliki loyalitas

keguruan yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam dan 

di luar kelas, juga sebelum dan sesudahnya.22 Demikianlah begitu uniknya pekerjaan 

seorang guru dan betapa luasnya tugas kewajibannya yang harus dijalankannya, 

betapa banyaknya hubungan-hubungan yang perlu dibina dan dipupuknya, serta 

betapa ia harus menghadapi masalah-masalah baik pribadi maupun sosial. Namun 

demikian, masyarakat mengakui bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan mulia dan 

telah merangsang banyak pemuda yang berminat terjun ke dalamnya.23 Dengan 

memilih guru PAI menjadi subjek penelitian secara tersirat akan membantu 

mengembalikan citra baik para guru agama di tengah masyarakat menyusul 

                                                     
22 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 112.
23 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.117.
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banyaknya kritikan terhadap pembelajaran pendidikan agama di sekolah dan 

madrasah.

Persoalan guru yang terkait dengan perannya di madrasah dan masyarakat 

tentunya tidak jauh beda dengan persoalan yang ada di Yogyakarta dengan daerah-

daerah lainnya semisal di Lombok Barat. Madrasah yang menjadi locus penelitian 

adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dengan pertimbangan bahwa 

madrasah ini sebagai salah satu madrasah yang berada di bawah yayasan pondok 

pesantren besar yang memiliki lembaga sosial panti asuhan (PA) Al-Halimy, lembaga 

pendidikan pondok khusus Al-Halimy, beberapa asrama putera dan puteri, dan

didukung dengan berbagai kegiatan keagamaan di Masjid.24

Guru-guru madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut banyak yang direkrut sebagai 

tenaga pengajar di berbagai lembaga tersebut di samping ada peran-peran lainnya di 

tengah masyarakat. Alasan lainnya, penulis mengambil locus penelitian di Lombok 

Barat dengan pertimbangan agar lebih mudah mengakses lokasi madrasah yang ada di 

daerah tersebut.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang peran ganda guru PAI madrasah dilihat dari kacamata edukasi dan sosialnya 

(baca: sosioedukatif) dengan judul Peran Ganda Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI)

An-Najah Sesela Lombok Barat (Perspektif Sosioedukatif).

                                                     
24 Wawancara, TGH. Munajib Khalid, Ketua Yayasan Al-Halimy, tanggal 18 Februari 2011.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

pokok yang menjadi fokus kajian adalah:

1. Bagaimana peran ganda guru PAI MI An-Najah Sesela di madrasah dan 

masyarakat?

2. Apakah ada relevansi peran guru PAI MI An-Najah Sesela di madrasah 

dengan perannya di masyarakat?

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi guru PAI MI An-Najah Sesela dalam 

menjalankan perannya di madrasah dan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penyusunan tesis adalah:

1. Penelitian yang mengkaji tentang peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) An-Najah Sesela dalam perspektif sosioedukatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI)

An-Najah Sesela di madrasah dan masyarakat.

2. Adanya hubungan yang erat antara madrasah dengan masyarakat, maka 

penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri relevansi peran ganda guru PAI 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di madrasah dengan perannya di 

tengah masyarakat.

3. Adanya perbedaan antara dimensi madrasah dengan masyarakat tentunya ada

kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI. Maka dalam penelitian ini juga 
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digali kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) An-Najah Sesela dalam perannya di madrasah dan masyarakat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua)

yaitu:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih 

keilmuan seputar peran ganda guru madrasah khususnya peran ganda guru 

PAI di madrasah dan masyarakat.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi guru 

madrasah khususnya guru PAI madrasah dalam peranannya di madrasah dan 

masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Secara umum, harus diakui mengkaji masalah peranan guru bukan sesuatu 

yang asing lagi tetapi jelas tetap menarik dalam dunia pendidikan. Penelitian-

penelitian tentang keguruan itu akan menjadi lebih menarik bila dikaji dari berbagai 

perspektif termasuk perspektif sosioedukatif dan perspektif ini sesungguhnya masih 

jarang dilakukan karena Sosiologi Pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu, 

dikuliahkan untuk pertama kali pada tahun 1967 di IKIP Negeri  Yogyakarta (UNY 

sekarang) pada jurusan Didaktik Kurikulum.

Salah satu penelitian berupa disertasi yang mengkaji pemikir timur tengah

(Negara Islam) yang hijrah ke negara barat yaitu Fazlur Rahman dan Mohammaed 

Arkoun. Pemikir Pakistan dan Aljazair yang menjadi frame of reference ini dikaji 
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dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan dengan judul Studi Islam 

Kontemporer dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan (Telaah Pemikiran Fazlur 

Rahman dan Mohammed Arkoun) oleh Zuhri pada tahun 2007. Disertasi ini berangkat 

dari adanya “kekhawatiran” yang disebabkan adanya pertentangan pengkajian studi 

Islam yang berujung pada makna normativitas versus historisitas, persoalan 

metodologi dan epistimologi. Oleh karena itu, pengkajian ini sebenarnya ditujukan 

kepada para tokoh/intelektual berpendidikan barat disatu pihak dan intelektual 

berpendidikan Timur Tengah dipihak lain, yang memunculkan persoalan keterpisahan 

epistimologis dan kesenjangan metodologis.

Pada konteks metodologi dan epistimologi studi Islam, yang menarik dari 

kajian ini adalah mengkaji 2 (dua) pemikir Islam yang hijrah ke negara barat yang 

terkenal sekuler. Secara kultural, Amerika dan Perancis di kategorikan sebagai negara 

Barat. Keduanya merupakan bangsa yang secara relatif memiliki kesamaan dalam hal 

kemajuan-kemajuan dibidang keilmuan dan teknologi. Relasi kemajuan dalam bidang 

keilmuan sejarah, filsafat, sosial dan humaniora, pada umumnya berjalan secara 

positif. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam apa yang terjadi di Eropa, pada 

umumnya dan Francis pada khususnya, dalam konteks kajian pengetahuan sosial dan 

kefilsafatan, ternyata memiliki berbagai perbedaan yang cukup mendasar dan itu 

tidak terlepas dari sosiokultural dari para pemikir tersebut. Lebih jauh lagi bahwa 

disertasi ini menurut penulis, memiliki signifikansi tersendiri. Pentingnya penelitian 

ini, pertama untuk menghadirkan suatu alternatif pemikiran bahwa makna suatu 

pemikiran tidak lepas dari ranah sosialnya dan tidak sekedar dimunculkan dalam 
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suatu ruang kecil yang bernama biografi. Artinya selama ini korelasi antara pemikiran 

dan ranah sosialnya hanya dimaknai sebagai latar belakang kehidupan sosial sang 

pemikir. Padahal, jika mengikuti kaidah-kaidah yang dikembangkan dalam sosiologi 

pengetahuan, makna latar belakang pemikiran tentu tidak sebatas itu. Sementara itu 

sumbangan pemikiran keislaman tidak sekedar persoalan apa yang telah diberikan 

kepada masyarakat Islam. Hal ini yang lebih penting justru terletak pada apa 

sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sekurang-kurangnya, bagaimana 

kemudian dipahami bahwa masyarakat memang membutuhkan hasil-hasil pemikiran 

dari studi Islam tersebut. Persoalan yang demikian tersebut hanya bisa diawali dengan 

menelaah secara mendalam bagaimana gagasan-gagasan itu lahir dalam proses 

dialektikanya dengan masyarakat. Untuk itu, dari penelitian ini diharapkan bisa 

menghadirkan suatu rumusan penalaran yang dapat menjadi landasan pijak dari suatu 

dalil tentang makna bahwa sebuah gagasan selalu dirumuskan dalam konteks dan 

kepentingan sosialnya.

Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Zuhri menyarankan perlunya visi

back to society atas wacana studi Islam di perguruan tinggi (PT) dari tingkat strata 

satu (S1) sampai strata tiga (S3). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan sekarang 

adalah  bagaimana mengembangkan keilmuan yang berbasis masyarakat sehingga 

menjadikan mereka sebagai pemikir-pemikir terkemuka dalam bidang keagamaan 

dan wilayah kemanusiaan. Hal inilah sekaligus sebagai legitimasi penulis dalam 

menggunakan perspektif sosioedukatif itu penting dilakukan dalam dunia pendidikan.
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Penelitian selanjutnya adalah tesis yang mengangkat judul Peranan Guru 

dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004) Pendidikan 

Agama Islam di SMKN 1 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta oleh Dra. Ernawati 

tahun 2005. Tesis ini mengkhususkan pada pembahasan peranan guru yang terkait 

dengan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama  Islam (PAI). Tesis ini mengungkap Peranan guru sebagai 

edukator, organisator, mediator, fasilitator, evaluator, administrator, uswatun hasanah 

dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Berbeda dengan judul 

yang penulis angkat yaitu tidak hanya melihat peran guru di madrasah saja melainkan 

juga peran guru di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka menjawab persoalan pendidikan Islam 

melalui prodi PGMI yang hajat awalnya untuk mengisi kuota-kuota pada madrasah

ibtidaiyah yang secara SDM masih kurang dibanding dengan sekolah pada umumnya, 

disamping itu ke-PGMI-an tidak hanya sebatas penelitian tentang model-model 

pembelajaran dan sejenisnya justru penting juga untuk diteliti masalah gurunya, yaitu 

peranan guru yang tidak hanya sebatas peranannya di madrasah melainkan juga 

peranannya di tengah masyarakat sekaligus meningkatkan nilai jual madrasah di 

tengah masyarakat. Akhirnya dengan pertimbangan demikian dan menjaga 

keorisinalan penelitian sekaligus membedakan penelitian dengan penelitian 

sebelumnya maka penulis mengangkat permasalahan peran ganda guru PAI Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Lombok Barat (perspektif sosioedukatif), yang

memetakan peranan guru PAI di madrasah dan masyarakat.



19

E. Kerangka Teoritik

Fokus tesis ini diarahkan untuk menelaah dan mengkaji secara kritis peran-

peran (baca: peran ganda) guru PAI madrasah di madrasah dan masyarakat dengan 

perspektif sosiologi pendidikan yang oleh penulis istilahkan dengan sosioedukatif. 

Kerangka konseptual yang penulis pakai dalam memahami peran ganda ini adalah

teori peran dengan pendekatan perspektif sosioedukatif. Dengan menggunakan teori 

peran diharapkan dapat mengetahhui peran-peran yang dijalankan dan sifat peran itu 

sendiri. Sedangkan, pendekatan perspektif sosioedukatif merupakan cangkang besar 

dari peran yang dijalankan yaitu untuk mengetahui relevansi peran guru PAI di 

madrasah dan masyarakat. 

1. Peran Ganda

Peran ganda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan peran itu 

adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat.25 Sedangkan  ganda berarti berlipat atau berpasangan.26 Pada 

konteks keguruan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru itu diharapkan 

memiliki tugas yang multi. Ganda tentunya berarti lebih dari satu tetapi tidak berarti 

dua.

Robinson menyatakan adanya 2 (dua) aliran dalam memandang peran guru. 

Pertama adalah aliran preskriptif dan kedua adalah aliran deskriptif. Untuk aliran 

                                                     
25 Tim Penyusun Pusat Bahasa RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), hlm. 667.
26   Ibid, hlm. 251.
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preskriptif, Robinson menjelaskan bahwa konsep peran guru dalam suatu masyarakat 

yang secara ekonomi sudah mapan, yakni bagaimana seorang guru menunjukkan 

beberapa diantara nilai-nilai dan harapan-harapan, kerangka ideologis, dimana di sini 

konsep perannya dapat dinilai. Sementara untuk aliran deskriptif dijelaskan bahwa 

peran guru ditekankan pada keadaan dimana para guru bekerja. Pada konteks ini 

banyak konflik yang timbul dari sekian banyak harapan dan nilai masyarakat yang 

digenggam oleh guru.27 Namun, penting dicatat bahwa peranan guru dalam 

masyarakat antara lain bergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan 

guru, karena tidak semua masyarakat menempatkan posisi guru sebagai posisi yang 

terhormat.

Dalam pengertian yang paling luas diterima di kalangan teoritikusnya, 

peran dipahami sebagai perangkat preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya 

dilakukan oleh individu pada posisi tertentu.28 Setiap individu dalam masyarakat 

diasumsikan memiliki posisi sosial. Peran yang dijalankan individu ditentukan oleh 

posisi sosial ini. Posisi sosial seseorang, pada gilirannya ditentukan oleh sejumlah 

aspek sosial termasuk norma-norma sosial, tuntutan dan tata aturan, peran yang 

dijalankan orang lain pada posisi serupa, dan kapasitas dan kepribadian tertentu 

individu bersangkutan. Peran kemudian difahami sebagai hasil dari berbagai 

preskripsi sosial, perilaku individu lain terhadap pelaku tindakan, dan variasi yang 

                                                     
27 Philip Robinson, Beberapa Perspektif Sosoiologi Pendidikan, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: 

Rajawali, 1986), hlm. 190-191.
28 Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomes, Role Theory: Concept And  Research, (New York: 

Jhon Wiley & Sons, Ic, 1966), hlm. 29.
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ditampilkan individu-individu lain dalam memainkan peran serupa yang dimunculkan 

dalam kerangka kerja yang diciptakan oleh faktor-faktor tersebut di atas.29

Namun demikian ide tentang peran sendiri diterapkan secara berbeda-beda 

dalam memahami tindakan dan perilaku individu. Selain sebagai preskripsi, 

perspektif peran juga digunakan sebagai deskripsi dan evaluasi terhadap tindakan 

individu. Sementara tindakan secara specific mengacu pada proses, yang nampak dan 

tidak nampak dan perilaku individu yang dapat timbul sebagai inisiatif bebas individu 

berhadapan dengan perilaku yang diarahkan terhadapnya. Kerangka kerja teori peran 

tidak menolak adanya perbedaan diantara individu-individu dalam memainkan 

perannya dalam posisi sosial yang sama. Namun, yang ditekankan adalah determinasi 

sosial yang mempengaruhi munculnya perbedaan semacam itu.

Dalam menganalisis peran ganda guru, maka penulis menelaah dengan 

memakai teori harapan-harapan normatif (normative expectations). Untuk peran guru 

PAI tersebut maka pertama sekali perlu dibuat suatu perbedaan yang mendasar antara 

harapan factual atau “harapan prediktif” dan harapan yang dapat memberi 

pengarahan atau harapan-harapan moral (preskriptif). Pertama, berhubungan dengan 

apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang, dan kedua berhubungan dengan apa 

yang seharusnya dilakukan orang. Berbicara tentang harapan-harapan factual yaitu 

keikutsertaan kita dalam kehidupan sosial tergantung pada kemampuan kita 

meramalkan bagaimana orang akan menanggapi tindakan kita, terlepas dari 

pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana mereka seharusnya menanggapinya. 
                                                     

29 Ibid, hlm. 4.
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Sedangkan harapan-harapan yang memberi pengarahan (preskriptif) atau harapan-

harapan moral dapat dinilai sebagai pasangan yang bersifat subjektif dari norma-

norma sosial. Bila kita ingin menerima norma-norma sosial tertentu maka kita akan 

berharap bahwa tingkah laku orang lain yang berhubungan dengan kita juga akan 

sesuai dengan norma-norma itu dan kita juga menyadari bahwa orang-orang itu pun 

mengharapkan kita memenuhi norma-norma sosial.30

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu 1) harapan-harapan dari 

masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran 

dan 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” 

atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajiban-kewajibannya.31

Peran ganda yang penulis maksud secara khususnya dalam tesis ini adalah 

peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat sesuai dengan perspektif yang 

penulis gunakan yaitu perspektif sosioedukatif. Dalam perspektif sosial, profesi guru 

merupakan profesi yang mulia dalam pandangan masyarakat sehingga asumsi 

masyarakat guru harus berperan di tengah masyarakat tersebut. Menurut penulis, 

secara ilmu keguruan dan kompetensi yang dipersyaratkan mendukung untuk itu.

Sedangkan dalam perspektif edukasi, karena guru memang lazimnya 

ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan semisal madrasah, bukan lembaga-

                                                     
30 David Berry, Pokok-Pokok Fikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 

hlm. 66. Bandingkan dengan Philip Robinson, Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan, hlm. 190-
191.

31 Ibid, hlm.107.
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lembaga lain sehingga menjadi guru itu tidak sembarangan, harus ada keahlian 

khusus dan syarat-syarat khusus dalam bidang keguruan. Karena pekerjaan guru 

merupakan pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi 

persyaratan yang berat. Beberapa diantaranya harus memiliki bakat sebagai guru, 

harus memiliki keahlian sebagai guru, memiliki kepribadian yang baik dan 

terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan guru adalah 

seorang warga negara yang baik.

Peran guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela selain di 

madrasah sebagai tuntutan profesi keguruannya, mereka juga mengambil andil di 

tengah masyarakat. Adams dan Dickey seperti dikutip Oemar Hamalik 

mengemukakan sesungguhnya peranan guru meliputi: guru sebagai pengajar (teacher

as instructor), guru sebagai pembimbing (teacher as counsellor), guru sebagai 

ilmuwan (teacher as scientist) dan guru sebagai pribadi (teacher as person). Oemar 

Hamalik menambah menjadi guru sebagai penghubung (teacher as communicator), 

Guru sebagai pembaharu (teacher as modernisator dan sebagai agent modernization

guru sebagai modernisator dan guru sebagai pembangun (teacher as contructor).32

Penjelasan dari pakar di atas, sesungguhnya peran guru bersifat dinamis sesuai 

dengan situasi dan kondisi, walaupun terkonsep dalam bahasa madrasah akan tetapi 

bisa juga di terapkan di tengah masyarakat.

                                                     
32 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , hlm. 124.
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2. Perspektif Sosioedukatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif sosioedukatif dalam 

memahami persoalan pendidikan yang fundamental. Penggunaan jasa sosiologi ini 

setidaknya dapat diperoleh gambaran bahwa realitas pendidikan itu tidak akan lepas 

dari realitas kehidupan luas masyarakat, madrasah tidak akan pernah lepas dari 

realitas “ibu kandung” nya yaitu masyarakat yang “melahirkan dan mendewasakan” 

madrasah terlebih madrasah yang berstatus swasta seperti madrasah yang menjadi 

locus penelitian ini. 

Dalam tesis ini, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan penulis menggunakan term

sosioedukatif yaitu pertama, struktur penulisan atau struktur per-istilah-an. Dalam 

rangka mengimbangi istilah-istilah kekinian. Kedua, adanya hubungan yang sangat 

erat (interrelasi) antara madrasah dengan masyarakat. Ketiga, adanya sebuah 

keyakinan seiring bergulirnya era globalisasi saat ini, berbagai persoalan termasuk 

pendidikan sangat membutuhkan jasa para sosiolog atau setidaknya ilmu sosiologi 

dalam mengkaji perubahan baik perubahan dalam dunia pendidikan dan sosial yang 

terjadi selama ini. 

Pertama, secara struktur penulisan atau struktur per-istilah-an, dewasa ini 

banyak kajian menggunakan satu istilah untuk dua realitas (dalam hal ini penulis 

belum tahu pasti apakah kajian seperti ini implikasi dari dihidupkannya kembali 

wacana (discourse) tidak ada dikotomi dalam ilmu khususnya dari kacamata Islam) 

misalnya psikolinguistik, sosiolinguistik, sosiokultural dan lain sebagainya. Dari 

beberapa istilah tersebut penulis tertarik menggunakan istilah sosioedukatif (sosio 
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kembali pada makna masyarakat dan istilah edukasi atau edukatif kembali pada 

pemaknaan pendidikan dengan segala prosesnya) untuk menyebut sociology of 

education atau dalam bahasa sekarang adalah sosiologi pendidikan.33 Bahkan Abu 

Ahmadi dalam bukunya Sosiologi Pendidikan dengan alasan sederhana menyebut 

Sosiologi Pendidikan dengan istilah yang lebih simple dengan istilah 

sosiopaedagogika. Tidak bermaksud untuk mengatakan tidak setuju dengan istilah 

yang digunakan oleh Abu Ahmadi dan tidak bermaksud untuk mengungguli istilah 

yang penulis gunakan tetapi istilah sosiopaedagogika34 tidak representatif untuk 

mewakili istilah pendidikan karena disamping paedagogic dikenal juga istilah 

andragogic.35 Disamping itu gambaran gejala sosial yang melekat dalam pendidikan 

itu tidak terlepas dari interaksi yang terbangun, dimana dalam madrasah itu terjadi 

interaksi edukatif dan di masyarakat dikenal dengan istilah interaksi sosial.

                                                     
33 Ditinjau dari segi etimologinya istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan yaitu 

sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang 
menjadi masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Mengapa di dalam 
pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis? Karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan 
pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidikan dan anak didik, pendidik 
dengan pendidik, anak dengan anak, pegawai dengan pendidik, pegawai dengan anak. Di dalam 
sosiologi pendidikan itu bukan saja terdapat sosiologi atau pendidikan, tetapi sosiologi dan pendidikan, 
yang merupakan suatu ilmu yang baru ialah kerjasama antara keduanya dengan menggunakan prinsip-
prinsip sosiologi di dalam seluruh proses pendidikan meliputi metode, organisasi sekolah, evaluasi 
pelajaran dan kegiatan-kegiatannya. Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 
hlm. 15.

34 Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani 
“paedos”, yang berarti anak laki-laki dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Singkatnya 
pedagogic adalah ilmu mendidik anak. Lebih lengkapnya baca: Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik Ilmu 
Mendidik, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.1-4.

35 Menurut Knowles sebagaimana dikutip Hisyam Zaini dkk bahwa andragogi adalah the art 
and science of helping adult learn, yaitu seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara-cara membantu 
orang dewasa belajar. Hal itu berbeda dengan pedagogi (sebagaimana disebutkan di atas), yaitu 
sebagai the art and science of teaching children atau seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara 
mengajar anak. Lebih lengkapnya baca Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, 
(Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 6. Lihat juga, Bermawy Munthe dan Roni 
Ismail (Ed), Sukses di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD UIN Sunan Kalijaga, tt), hlm. 21.
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Bila merujuk pada sejarah memang ada dua bahkan tiga istilah yang 

digunakan oleh para ahli untuk menyebut sosiologi pendidikan yang kita kenal 

sekarang ini, yakni educational sociology, sociology of education dan R. J. Stalcup di

dalam bukunya “Sociology and education” menambah dengan istilah “the social 

foundations of education”. Tetapi Prof. W. Taylor menyarankan untuk tetap 

menggunakan kedua istilah (educational sociology, sociology of education) tersebut, 

tapi dengan pengertian yang sedikit berbeda diantara satu dengan lainnya. Menurut 

Taylor, “educational sociology” tekanannya terletak pada pertanyaan-pertanyaan 

kependidikan dan sosial. Sedangkan “sociology of educational” tekanannya pada 

permasalahan-permasalahan sosiologis. Pembedanya mirip dengan apa yang 

dinyatakan oleh R. J. Stalcup di dalam bukunya “Sociology and education” dimana 

ia juga menggunakan istilah “the social foundations of education”. Definisi dari 

Stalcup mengenai ke tiga istilah dimaksud sebagaimana berikut: Educational 

sociology: merupakan aplikasi prinsip-prinsip umum dan penemuan-penemuan

sosiologi bagi pengadministrasian dan atau proses pendidikan. Pendekatan ini 

berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada lembaga pendidikan 

sebagai suatu unit sosial tersendiri. Sedangkan Sociology of education merupakan 

suatu analisis terhadap proses-proses sosiologi yang berlangsung dalam lembaga 

pendidikan, tekanan dan wilayah telaahnya pada lembaga pendidikan itu sendiri. 

Social Foundation of Education merupakan suatu bidang telahan yang lazimnya 

mencakup sejarah, filsafat, sosiologi pendidikan dan pendidikan komparasi. Jelas 
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bidang ini lebih luas baik dari sociology of education” maupun “educational 

sociology”.36

Dari ikhtisar gambaran kontribusi dari apa yang disebut educational 

sociology dan sociology of education, kiranya sociology of education lah yang lebih 

cocok digunakan. Dengan beberapa alasan. Pertama, Sosiologi Pendidikan tidaklah 

mencakup semua sosiologi artinya semua bahan sajian sosiologi yang diperuntukkan 

bagi calon-calon guru termasuk juga yang diberi nama educational sociology, 

tidaklah otomatis bisa disebut Sosiologi Pendidikan. Kedua, Sosiologi Pendidikan 

bukanlah suatu teknologi pendidikan. Ketiga, bila dinyatakan dalam formulasi yang 

positif, Sosiologi Pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses-proses  sosial 

yang berlangsung dalam sistem pendidikan. Asumsinya ialah pendidikan merupakan 

suatu kombinasi tindakan-tindakan sosial (social act) dan sosiologi melakukan 

analisis terhadap interaksi sosial. Analisis terhadap interaksi manusia dalam 

pendidikan, bisa mencakup keduanya, baik yang terjadi dalam pendidikan formal, 

maupun yang berlangsung dalam berbagai proses komunikasi informal yang 

memberikan fungsi pendidikan, juga diasumsikan, bahwa analisis-analisis yang 

dimaksudkan akan menuntun kepada pengembangan generalisasi ilmiah mengenai 

hubungan-hubungan antar manusia di dalam sistem pendidikan. Akhirnya sosiologi 

                                                     
36 Sanafiah Faisal dan Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,tt), hlm. 

39.
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pendidikan yang memadai, haruslah menampilkan hipotesis-hipotesis yang nantinya 

akan menjadi bangunan teori guna diuji dalam penelitian.37

Kedua, hal ini menarik bagi penulis karena sekolah merupakan lembaga 

sosial, dalam kedudukan seperti itu sekolah tidak sekedar merupakan lembaga yang 

berperan untuk mempersiapkan anak-anak mampu memasuki masyarakat dikemudian 

hari. Sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat, yang berhadapan juga 

dengan kondisi nyata yang terdapat di dalam masyarakat pada masa sekarang. Anak-

anak yang bersekolah harus dibantu juga untuk mengenal masyarakat disekitarnya 

dengan berbagai perkembangannya yang akan menjadi dasar bagi terbentuknya 

masyarakat di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu setiap sekolah harus 

peka terhadap perubahan perkembangan dan kemajuan masyarakat, agar dapat 

menjalankan peranannya sebagai lembaga yang bermanfaat dalam mengantarkan 

anak-anak untuk memasuki masyarakatnya.38 Adanya hubungan erat madrasah 

dengan masyarakat dimaksudkan untuk: (1) mengembangkan pemahaman masyarakat 

terhadap madrasah, (2) menilai program madrasah, (3) mempersatukan orangtua 

murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, (4) 

mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era 

globalisasi, (5) membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 

madrasah, (6) memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, (7) 

                                                     
37 Ibid, hlm. 58.
38 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan, 

(Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 35.
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mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program 

madrasah.39

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaatnya dan 

artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan 

masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui 

berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan 

kebutuhan berpartisifasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap 

madrasah.

Ketiga, berangkat dari sebuah keyakinan di atas bahwa adanya kebutuhan 

yang serius terhadap sosiolog atau setidaknya ilmu sosiologi dalam mengkaji 

perubahan baik perubahan dalam dunia pendidikan dan sosial yang terjadi selama ini. 

Hal ini sangat beralasan bila mengutip pendapat Horton dan Hunt, dewasa ini 

beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiolog (dua dari lima) adalah:

1. Sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar

2. Sebagai pekerjaan sosial (social work).

Seiring dengan proses perubahan sosial yang terjadi, bisa dipastikan bahwa 

peran dan keterlibatan para sosiolog dalam berbagai sektor akan makin penting dan 

diperlukan. Karir dan pekerjaan apapun yang dimasuki oleh sosiolog niscaya akan 

bisa dilalui dan dikerjakan dengan sukses karena ilmu yang dipelajari akan sangat 

membantu mereka untuk memahami peran yang bermacam-macam itu dengan 

                                                     
39 Departemen Agama Islam, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 66.
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wawasan yang lebih luas. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana para sosiolog 

terus berusaha meningkatkan kualitasnya dan berusaha memenuhi tuntutan 

perkembangan masyarakat dengan sebaik-baiknya.40

Oleh karena itu, perspektif sosioedukatif ini penting dalam rangka 

mencermati peranan guru di madrasah dan aktifitas mereka di tengah-tengah 

masyarakat.41 Guru menjadi ujung tombak dalam pendidikan (pembelajaran) di 

madrasah dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Untuk melakukan 

perubahan sosial (amar ma’ruf nahi munkar), maka guru PAI harus memposisikan 

diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau 

tokoh yang berperan sebagai “shaper of a new society, transformation leader, change 

agent, architect of the new sosial order” yakni membentuk masyarakat baru, 

pemimpin dan pembimbing serta pengarah transformasi, agen perubahan, serta arsitek 

                                                     
40 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (Ed), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm.12. Contoh kecil yang penulis bisa paparkan adalah persoalan 
kurikulum yang menuntut pembacaan kita (orang-orang pendidikan) terhadap kebutuhan masyarakat, 
dan hal ini akan bisa efektif bila melibatkan sosiolog atau setidaknya menerapkan disiplin ilmu 
sosiologi.

41 Hal ini sangat beralasan karena sosiologi pendidikan atau sosioedukatif  itu sendiri 
bertujuan, yakni: a) sebagai analisis proses sosialisasi yang berarti sosiologi pendidikan 
memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat atau cara individu 
memperoleh pengalamannya. b) sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, dimana 
yang menjadi focus penelitian adalah fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat, serta analisis 
hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek dalam masyarakat. c) sebagai analisis interaksi 
sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat yang mengusahakan sebuah analisis pola-pola 
interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang dalam dengan luar 
sekolah. d) sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, dengan meletakkan pendidikan itu sendiri 
sebagai parameter sekaligus motor kemajuan masyarakat sosial. e) sebagai dasar untuk menentukan 
tujuan pendidikan dengan melibatkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia dalam upaya 
mencapai suatu filsafat pendidikan. f) sebagai sosiologi terapan dengan menggabungkan unsur-unsur 
dalam bidang sosiologi dan ilmu pendidikan ke dalam sebuah disiplin ilmu baru dengan menerapkan 
prinsip-prinsip sosiologi pada seluruh proses pendidikan. g) sebagai latihan bagi petugas pendidikan 
untuk memahami hubungan antar manusia dalam sekolah dan struktur masyarakat tempat sekolah 
tersebut berada. Lihat: S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, hlm. 2-4.
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dari tatanan sosial yang baru selaras dengan nilai-nilai Ilahi. Agar perannya itu 

menjadi lebih efektif, maka ia harus menjadi aktifis sosial atau Da’i yang senantiasa 

mengajak orang lain tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan atau petunjuk-petunjuk 

Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf dan mencegah meraka dari yang 

munkar.42

Akhirnya, menurut hemat penulis, dengan menggunakan perspektif 

sosioedukatif ini setidaknya dipahami kembali, guru itu merupakan manusia yang 

memiliki dimensi individualistik-sosialistik yang tidak lepas dari corak kehidupannya 

sehari-hari di tengah masyarakat, guru merupakan anggota masyarakat intelek yang 

mempunyai kemampuan merespon perubahan sosial yang terjadi di tengah 

masyarakat, madrasah terbangun dari “tulang rusuk” masyarakat, dan merupakan sub

sistem masyarakat serta madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang 

dibutuhkan masyarakat. 

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian analisis deskriptif kualitatif, seperti 

yang diungkapkan oleh Lexy Moleong bahwa penelitian jenis kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

                                                     
42 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 53.
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holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.43

Dari jenis penelitian yang digunakan diharapkan dapat mendeskripsikan rumusan 

masalah yang diangkat oleh penulis, yang mengambil locus penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan dan 

menggambarkan secara deskriptif bagaimana peran ganda guru PAI Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di madrasah dan masyarakat. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini  mengambil locus di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah 

Sesela Lombok Barat. MI An-Najah Sesela menjadi locus penelitian dengan 

pertimbangan bahwa madrasah tersebut bernaung di bawah yayasan pondok 

pesantren Al-Halimy yang memiliki berbagai lembaga pendidikan. Disamping itu, 

karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka lebih mudah bagi 

penulis melakukan interview dengan para informan (interviewee). 

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan penulis

dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data 

                                                     
43 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm. 6.
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yang sesuai dengan metode pengumpulan data jenis penelitian kualitatif yaitu 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan triangulasi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.44 Atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhan Bungin 

wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang lain yang diwawancarai (interviewee).45

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara 

semiterstruktur (semistructure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Informan ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa orang yang 

dijadikan informan tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau 

                                                     
44 Ibid, hlm. 186.
45 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 

Variam Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.
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dengan pertimbangan memiliki jabatan atau wewenang sehingga memudahkan 

penulis menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan pertimbangan 

tersebut, maka informan yang ditentukan oleh penulis adalah guru PAI, kepala 

madrasah, tenaga kependidikan dan para murid, sedangkan informan di masyarakat 

adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk di dalamnya adalah ketua 

yayasan, pendiri asrama dan pengurusnya, ketua panti asuhan, ketua remaja dan 

remaja setempat.

b. Pengamatan (observation)

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.46 Pendapat lain menyebutkan bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. 

Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Observasi secara langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa 

alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan 

dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung 

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan 

perantara sebuah alat. Pelaksanaanya dapat berlangsung di dalam situasi yang 

sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.47

                                                     
46   Supardi, Metodologi Penelitian, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), hlm. 88.
47 Yatim Priyatno, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2001), hlm. 96.
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Dengan menggunakan metode observasi ini, penulis mengadakan 

peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang peran 

ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat. Hal-hal yang diobservasi terkait dengan 

tempat (place) atau tempat berlangsungnya peran ganda guru PAI yaitu di madrasah 

dan masyarakat, berikutnya terkait dengan pelaku (actor) yang menjalankan peran 

ganda dalam hal ini adalah guru PAI itu sendiri, terakhir terkait dengan aktifitas 

(activity) atau kegiatan dalam hal ini adalah peran apa yang dilakukan oleh guru PAI 

di madrasah dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu. Tehnik dokumentasi ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan atau data berupa sumber 

informasi tertulis penting lainnya yang dapat memberikan kelengkapan dalam 

laporan penelitian. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah struktur 

organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, struktur organisasi panti 

asuhan (PA), asrama Anwarul Halimy dan Ahmad Sanusi, jumlah guru dan siswa, 

sarana prasarana, proses pembelajaran dan data-data lainnya yang terkait dengan 

data-data tertulis.

d. Triangulasi

Dalam metode pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Melihat kenyataan yang ada 
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di lapangan, penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi 

sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama.48 Dengan metode triangulasi ini, penulis sering melakukan cek 

ulang (re-cek) atas informasi yang diberikan oleh guru PAI ke lapangan.  

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.49

Dari definisi di atas, metode analisis data dapat dikatakan sebagai suatu 

cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis, 

sehingga diperoleh penjelasan yang valid dan komprehensif (mencakup semua tanpa 

ada yang tertinggal). Metode analisa yang digunakan adalah analisis induktif yaitu 

suatu proses pemahaman yang didasarkan pada informasi atau data dan fakta dari 

lapangan dan kemudian mencoba mensintesiskannya ke dalam beberapa kategori atau 

                                                     
48 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 330.
49 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 248.
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mencocokkannya dengan teori yang ada.50 Dengan demikian, data yang terhimpun 

dibahas, ditafsirkan dan terkumpul secara induktif sehingga memberikan gambaran 

yang jelas mengenai hal-hal yang terjadi.

Penulis menggunakan metode tersebut dengan tujuan untuk mengelola 

data-data empiris dari observasi, interview dan dokumentasi kemudian 

dikombinasikan dengan landasan teori yang ada sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. Sedangkan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa 

data adalah sebagai berikut:

a. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data display

Mendisplai data adalah menyajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian penulis dapat 

menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Conclusion drawing

Setelah mendapatkan data yang sudah direduksi dan didisplai maka penulis

mencoba mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
                                                     

50 M. Toha Anggoro dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 6.18.
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dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka berikut 

disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab satu sebagai bab pendahuluan (awal) yang berisi latar belakang 

masalah yang diangkat dengan mengungkap alasan-alasan akademis-ilmiah, rumusan 

masalah yang harus dijawab berikut dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang 

ingin dicapai setelah dilakukan penelitian, kajian pustaka untuk menjaga ke-orisinil-

an, kerangka teori yakni teori-teori yang dipakai sekaligus yang diuji dalam 

penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika 

pembahasan sebagai acuan dalam mendeskripsikan alur penulisan.

Bab dua merupakan bab kajian teori yakni yang memuat teori-teori seputar 

peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat. Kajian teori diawali dari peran 

ganda guru PAI madrasah yang dirinci (break down) dari pengertian peran ganda itu 

sendiri dan selanjutnya  mengungkap apa saja peran guru PAI di madrasah dan 

masyarakat berikut dengan interaksi yang dibangun, ditambah dengan problematika 

PAI yang menjadi alasan dasar yang menjadikan guru PAI sebagai subjek penelitian. 
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Kajian teori berikutnya adalah makna peran ganda dalam perspektif sosioedukatif 

yakni dilihat dari rekatnya interelasi madrasah dengan masyarakat, dimensi 

individualistik-sosialistik guru madrasah dan profesi guru adalah calling profesio 

untuk madrasah dan masyarakat.

Bab tiga memuat seputar setting penelitian yang mendeskripsikan secara 

holistic letak geografis, sejarah madrasah, visi misi dan tujuan madrasah, keadaan 

guru, karyawan dan murid, sarana dan prasarana, struktur organisasi madrasah dan 

terakhir adalah gambaran keadaan masyarakat sekitar madrasah. 

Bab empat pembahasan dan analisis yang memuat hasil temuan di lapangan 

kemudian di analisis. Dalam hal ini data-data yang terkumpul di analisis dengan tiga 

kategori yakni kategori senioritas-yunioritas, kategori keluarga tuan guru dengan 

bukan keluarga tuan guru dan kategori jenis kelamin (gender) baik di madrasah 

maupun di masyarakat.

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil temuan di 

lapangan dan saran-saran yang memuat rekomendasi terkait dengan kendala-kendala 

di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian tentang peran ganda guru 

PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Lombok Barat (perspektif 

sosioedukatif), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela memiliki peran ganda di 

madrasah dan masyarakat. Peran ganda guru PAI di madrasah diwujudkan selain 

sebagai tenaga pendidik (educator), guru PAI juga merangkap sebagai tenaga 

kependidikan. Untuk peran yang pertama penulis sebut dengan istilah peran 

reguler sedangkan peran yang kedua, penulis sebut dengan istilah peran periodik. 

Peran regular dijalani dengan sederhana, monoton dan terkesan formalitas, 

demikian juga dengan peran periodik masih belum otonom dalam artian masih 

dibantu dengan rekan guru yang lain. Sedangkan peran ganda guru PAI di 

masyarakat diwujudkan dalam bentuk perannya dalam bidang pendidikan, dalam 

bidang keagamaan dan dalam bidang ke-remaja-an (kegiatan remaja). Bentuk 

peran yang pertama diwujudkan sebagai tenaga pendidik (educator) di berbagai

lembaga seperti asrama, panti asuhan (PA) bahkan di rumah-rumah. Sedangkan 

bentuk peran yang kedua diwujudkan sebagai petugas Jum’at di masjid-masjid. 

Terakhir, yakni bentuk peran yang ketiga sebagai pembina kegiatan-kegiatan 
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remaja. Ketiga peran yang dijalankan di masyarakat lebih bersifat pasif (diminta) 

oleh masyarakat setempat. 

2. Untuk lebih mudah memahami relevansi peran ganda guru PAI di madrasah 

dengan perannya di masyarakat, maka dapat dikategorisasikan menjadi guru PAI 

senior dan yunior, guru PAI keluarga tuan guru dengan bukan keluarga tuan guru

dan guru PAI berdasarkan jenis kelamin (gender). Kategorisasi pertama adalah 

melihat peran ganda dari (usia) atau lama mengajar sehingga jelas perbedaan 

senioritas dengan yunioritas. Peran guru PAI senior memiliki peran yang lebih 

banyak dan lebih strategis dengan tingkat resiko lebih tinggi. Berbanding terbalik 

dengan peran guru PAI yunior yang memiliki peran yang lebih minimalis dan 

tidak beresiko tinggi. Kategorisasi kedua adalah peran guru PAI keluarga tuan 

guru memiliki kesempatan lebih luas menjadi guru di madrasah. Sedangkan 

kategorisasi tersebut di masyarakat terlihat bahwa keluarga tuan guru yang 

terdekat lebih mudah mengakses peran dalam bidang pendidikan sebagai tenaga 

pendidik (educator) di lembaga “miliki keluarga” (kepemilikan secara pribadi) 

sedangkan sorohan tuan guru lainnya menjalankan peran dalam bidang 

pendidikan sebagai tenaga pendidik (educator) pada lembaga “milik warga”

(kepemilikan secara publik). Kategorisasi ketiga adalah melihat peran dari jenis 

kelamin (gender) guru PAI di madrasah dan masyarakat. Peran berdasarkan jenis 

kelamin (gender) di madrasah masih terlihat seimbang antara peran guru PAI 

perempuan dan laki-laki, atau dengan bahasa lain sudah terjadi 

keadilan/kesederajatan gender. Akan tetapi peran perempuan dengan laki-laki di 
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masyarakat masih terjadi bias gender, terlihat dari berbagai lembaga di masyarakat 

sangat kurang menggunakan jasa peran perempuan. 

Kategorisasi senior-yunior lebih kuat terlihat di madrasah. Mengingat 

terjadinya gap peran yang cukup jauh antara peran guru PAI senior dengan yunior. 

Kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru, memiliki pengaruh tersendiri 

di madrasah dan masyarakat. Kategorisasi ini sangat mempengaruhi kuantitas guru 

di madrasah, sehingga terlihat madrasah “diramaikan“ oleh keluarga tuan guru. 

Demikian juga di masyarakat, letak bedanya adalah lebih memprioritaskan 

keluarga terdekat. Sedangkan kategorisasi jenis kelamin (gender) lebih kental 

terlihat pada lingkup masyarakat, mengingat belum seimbangnya peran guru PAI 

perempuan dengan guru PAI laki-laki. Terbatasinya peran guru PAI perempuan 

terbentur dengan sistem patriarki yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga 

sebagian besar guru PAI perempuan (khususnya yang berstatus isteri) lebih 

banyak mengurusi kebutuhan keluarga (suami dan anak-anak).

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam menjalankan perannya 

terbagi menjadi dua locus yaitu kendala di madrasah dan kendala di masyarakat. 

Kendala yang dihadapi di madrasah adalah faktor rekrutment tenaga edukatif 

dengan prioritas keluarga tuan guru, faktor polarisasi pembagian peran yang 

kurang cermat, faktor distribusi mata pelajaran dan mismatch mata pelajaran, 

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan kendala yang 

dihadapi guru PAI di masyarakat adalah kendala sosiokultural dan bias gender.
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B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa 

saran atau rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai bahan 

pertimbangan khususnya bagi guru PAI madrasah dalam menjalankan peran ganda di 

madrasah dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembenahan terkait dengan pola rekrutment tenaga edukatif 

dengan lebih menekankan pada kebutuhan madrasah dan ekspektasi guru 

yang akan direkrut. Serta harus adanya sikap inklusif terhadap pihak luar 

guna menghindari penggunaan jasa pihak (orang) dalam yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan madrasah. 

2. Merekonstruksi kembali pola pembagian peran yang berdasarkan kompetensi 

yang dimiliki dan tidak semata berdasarkan pada ukuran pengalaman. Bila 

perlu diintegrasikan antara kompetensi dan pengalaman tersebut. Selanjutnya 

pola pembagian peran harus lebih bersifat proporsional dan sebisa mungkin 

menghindari peran yang dimonopoli oleh satu orang sedangkan orang lain

terkesan memiliki peran yang sangat kurang.

3. Peran guru di madrasah tidak terlepas dari produk kebijakan (policy) kepala 

madrasah, dengan melihat kenyataan peran yang dijalankan oleh guru PAI, 

masih terlihat timpang (tidak seimbang) antara guru satu dengan yang 

lainnya, ditambah lagi dengan bidang yang diajarkan tidak sesuai dengan 

jurusan yang ditekuni. Oleh karena itu harus adanya pembenahan ulang 

terkait dengan distribusi mata pelajaran guna menghindari mismatch, dengan 
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meninjau kembali latar belakang (background) pendidikan dan kemampuan 

guru.

4. Lembaga pendidikan merupakan sistem yang komponen satu dengan yang 

lainnya saling terkait. Oleh karena itu, untuk mendukung peran guru sebagai 

salah satu sistem komponen tersebut maka harus pula didukung oleh sarana 

prasarana yang memadai.

5. Keadaan sosiokultural masyarakat setempat yang belum memberikan ruang 

yang cukup bagi masyarakat yang dianggap yunior. Perlu untuk membuka 

kran peran untuk kesetaraan peran senior atas yunior. selanjutnya, isu gender 

merupakan  isu kontemporer yang belum tersentuh oleh kalangan masyarakat 

desa dan kalangan yayasan seperti tempat penelitian. Oleh karena itu, secara 

khusus harus adanya sosialisasi atas prinsip dasar seputar kesetaraan dan 

keadilan antara laki-laki dengan perempuan guna menghindari bias gender 

yang berujung pada keuntungan dan kerugian salah satu jenis kelamin.
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BAB II

KAJIAN TEORI



Peran Ganda Guru PAI Madrasah Perspektif Sosioedukatif

Hanya guru yang berkualifikasi tetapi tidak kompeten dan professional saja yang memungkiri perannya di masyarakat. Menyoal peran guru di madrasah tidak sama halnya dengan menyoal perannya di tengah masyarakat. Karena idealnya peran guru itu tidak dibatasi dinding kelas saja melainkan lebih luas dari sekedar halaman madrasah. Banyak persoalan yang silih berganti terjadi di tengah-tengah masyarakat dan tidak semua persoalan itu bisa dipecahkan kecuali ada upaya-upaya yang diperankan oleh para intelektual tak terkecuali dari ijtihad nya para guru. Walaupun demikian tuntutan masyarakat terhadap peran para intelektual tersebut bukan bersifat memaksa melainkan peran-peran tersebut merupakan suatu keharusan yang dijalankan oleh para intelektual termasuk para guru karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi sebagai seorang intelektual, guru tidak harus menunggu sampai masyarakat menjadi collaps, sampai masyarakat remuk dan rusak melainkan seorang guru harus mampu membaca kecenderungan-kecenderungan realitas masyarakat.

Menurut Imam Bawani dan Isa Anshari ada tiga peran yang bisa dilakukan oleh intelektual Muslim atau pembaharu pemikiran termasuk juga di dalamnya adalah guru: pertama, melalui kaderisasi; kedua, melalui kerja kemanusiaan; ketiga, melalui konsepsi keilmuan. Ketiga peran tersebut dilandasi dan dinafasi oleh prinsip-prinsip ajaran Islam. 

Lebih lanjut Bawani dan Isa Anshari mengatakan bahwa:

Peran pertama, merupakan upaya cendikiawan Muslim atau pembaharu pemikiran untuk mencetak kader-kader umat yang mampu berbuat bagi kepentingan Islam dalam kehidupan di masa mendatang dan peran ini berkaitan dengan pendidikan. Peran kedua, untuk mendarmabaktikan dirinya dalam proses perjalanan kehidupan, melibatkan diri secara langsung dalam aktifitas bermasyarakat, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Peran ketiga, untuk mengkonter praktik kehidupan yang tidak benar dan meluruskannya ke jalan yang benar, mengemukakan gagasan yang kreatif mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang kebudayaan dan peradaban, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat, menyadarkan untuk mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan menuju kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Taufik dkk, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernime Islam, (Jakarta: Rajawali Persada, 2005), hlm. 62-66.



Sulit untuk membedakan antara peran dan tugas, sebab keduanya saling terkait. Meskipun secara definisi dapat dibedakan tetapi dalam praktiknya sulit untuk dibedakan. Kalau berbicara tentang peran, maka akan disuguhkan dengan suatu pertanyaan “sebagai apa”?. Sedangkan kalau berbicara tentang tugas, maka akan berhadapan dengan pertanyaan “apa yang harus dilakukan atau menjadi apa?. Oleh karena itu, untuk menjembatani maksud di atas termasuk judul tesis yang diangkat, maka penting untuk dibahas apa sebenarnya peran yang dimaksud.







Pengertian Peran Ganda Guru PAI 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Tim Penyusun Pusat Bahasa RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 667. Sedangkan ganda berarti berlipat atau berpasangan. Ibid, hlm. 251. Jadi, yang dimaksud dengan peran ganda adalah seperangkat kedudukan yang terkait dengan fungsinya sebagai guru di madrasah dan sebagai anggota masyarakat yang akademis di tengah masyarakat. Ini berarti bahwa peran itu sangat terkait dengan “fungsinya sebagai” bukan terkait dengan “tugasnya menjadi”. 

Dalam pengertian yang paling luas diterima di kalangan teoritikusnya, peran dipahami sebagai perangkat preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu pada posisi tertentu. Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomes, Role Theory: Concept And  Research, (New York: Jhon Wiley & Sons, Ic, 1966), hlm. 29. Setiap individu dalam masyarakat diasumsikan memiliki posisi sosial. Peran yang dijalankan individu ditentukan oleh posisi sosial ini. Posisi sosial seseorang, pada gilirannya ditentukan oleh sejumlah aspek sosial termasuk norma-norma sosial, tuntutan dan tata aturan, peran yang dijalankan orang lain pada posisi serupa, dan kapasitas dan kepribadian tertentu individu bersangkutan. Peran kemudian dipahami sebagai hasil dari berbagai preskripsi sosial, perilaku individu lain terhadap pelaku tindakan, dan variasi yang ditampilkan individu-individu lain dalam memainkan peran serupa yang dimunculkan dalam kerangka kerja yang diciptakan oleh faktor-faktor tersebut di atas. Ibid,  hlm. 4.

Pada konteks keguruan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru itu diharapkan memiliki peran yang ganda. Ganda tentunya berarti lebih dari satu tetapi tidak berarti dua. Robinson menyatakan adanya 2 (dua) aliran dalam memandang peran guru. Pertama adalah aliran preskriptif dan kedua adalah aliran deskriptif. Untuk aliran preskriptif, Robinson menyatakan bahwa konsep peran guru dalam suatu masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan, yakni bagaimana seorang guru menunjukkan beberapa diantara nilai-nilai dan harapan-harapan, kerangka ideologis, dimana di sini konsep perannya dapat dinilai. Sementara untuk aliran deskriptif dinyatakan bahwa peran guru ditekankan pada keadaan dimana para guru bekerja. Pada konteks ini banyak konflik yang timbul dari sekian banyak harapan dan nilai masyarakat yang digenggam oleh guru. Philip Robinson, Beberapa Perspektif Sosoiologi Pendidikan, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 190-191. Namun, penting dicatat bahwa peranan guru dalam masyarakat bergantung pada corak masyarakat tentang kedudukan guru, karena tidak semua masyarakat menempatkan posisi guru sebagai posisi yang terhormat. 

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan sebagai kerangka preskriptif dan deskriptif terhadap peran guru PAI di madrasah dan masyarakat. Peran  guru PAI dilukiskan dalam konteks profesi dan posisi di madrasah dan masyarakat sebagai guru atau ustaz. Peran ini ditentukan oleh berbagai aspek termasuk di dalamnya aspek sosial, norma, tuntutan dan tata aturan yang beredar di madrasah dan masyarakat. Zainuddin Maliki, mengungkapkan corak yang demikian disebut studi makro objektif dalam sosiologi pendidikan antara lain berkaitan dengan kajian terhadap pendidikannya dan interrelasinya dengan struktur sosial, institusi masyarakat dan hubungannya, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi juga bahasa. Sedangkan secara ranah makro subjektif dalam sosiologi pendidikan berkaitan dengan budaya sekolah dan masyarakat, terutama akibat pengaruh dari faktor-faktor struktural seperti perkembangan teknologi, sistem politik, pemerintahan, ekonomi dan lain-lain. Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan, (Yogyakarta: Gadjah Maja University Press, 2010), hlm. 58.

 Peran ganda yang penulis maksud secara khususnya dalam tesis ini adalah peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat sesuai dengan perspektif yang penulis gunakan yaitu perspektif sosioedukatif. Dari perspektif sosial, profesi guru merupakan profesi yang mulia dalam pandangan masyarakat sehingga asumsi masyarakat guru harus berperan di tengah masyarakat setempat. Menurut hemat penulis, secara ilmu keguruan sangat mendukung untuk itu. Sedangkan dari perspektif edukasi, karena guru memang lazimnya ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan semisal madrasah, bukan lembaga-lembaga lain sehingga menjadi guru itu tidak sembarangan, harus ada keahlian khusus dan syarat-syarat khusus dalam bidang keguruan. Karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat.

Beberapa diantaranya harus memiliki bakat sebagai guru, harus memiliki keahlian sebagai guru, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan guru adalah seorang warga negara yang baik. 



Peran Ganda Guru PAI di Madrasah dan Masyarakat

Peran Guru PAI di Madrasah

Peran guru sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, hanya saja karena ketidakasingan itulah kebanyakan orang juga menilai bahwa dunia guru itu dunia mengajar dan an sich perannya hanya mengajar, mendidik, padahal kita sendiri tidak tahu persis apakah itu tugas guru ataukah peran guru. Oleh karena itu, sub bab ini penting mengupas peran guru PAI di dalam madrasah. Dengan mengutip berbagai macam literature tentang keguruan, bukannya (khususnya bagi penulis) mendapat info fix tentang batasan peran guru yang ideal. Melainkan penulis masih bingung mengenai ujung pangkal peran guru (PAI) itu sendiri.

Pernyataan (statement) penulis di atas tidak bermaksud mengundang pernyataan (statement) selanjutnya melainkan ingin mengklarifikasikan persoalan peran guru PAI dengan berusaha berijtihad kecil-kecilan dengan mengelompokkan peran guru PAI (GPAI) di madrasah itu menjadi 2 (dua) yaitu peran guru di dalam kelas yang terkait langsung dengan pembelajaran dan peran guru PAI di luar kelas. Dengan demikian, dari hasil ijtihad kecil-kecilan ini diharapkan dapat mempermudah mengenal peran guru pada batasan-batasan tertentu.

Untuk memudahkan penulis dalam mengklasifikasikan peran guru tersebut, maka penulis mencoba mengutip pendapat Moh. Uzer yang mengungkapkan bahwa ada sedikitnya empat peran guru yang meliputi: peran guru dalam proses belajar mengajar, peran guru dalam pengadministrasian, peran guru secara pribadi dan peran guru secara psikologis.   Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 9-13. Peran sebagai demonstrator hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ini ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Peran sebagai pengelola kelas guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Peran sebagai mediator dan fasilitator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Bahkan, guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah atau pun surat kabar. Peran sebagai evaluator, Dalam fungsinya, sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diterima melalui evaluasi ini merupakan umpan balik (feedback) terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik (feedback) ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian proses belajar mengajar akan terus menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Peran guru dalam proses belajar mengajar dapat diwujudkan dalam bentuk guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator sekaligus fasilitator dan terakhir sebagai evaluator.

Peran guru dalam pengadministrasian dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

 Pertama guru sebagai pengambil inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Kedua, wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Ketiga, orang yang ahli dalam mata pelajaran. Keempat, penegak disiplin, guru harus menjadi agar tercapai suatu tujuan. Kelima, pelaksana administrasi pendidikan, disamping menjadi pengajar, guru pun bertanggug jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Keenam, pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Ketujuh, sebagai penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan.



Peran guru secara pribadi (self oriented) dapat dilihat dalam bentuk sebagai berikut:

Pertama, peran sosial yaitu seorang yang  harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa merupakan petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya. Kedua, peran sebagai pelajar dan ilmuan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga, peran sebagai orangtua, yaitu mewakili orangtua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya. Keempat, peran sebagai pencari teladan, yaitu yang senantiasa teladan yang baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. Kelima, sebagai pencari keamanan yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. 



Peran guru secara psikologis tercermin dalam bentuk sebagai berikut:

Pertama, peran sebagai ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologis dalam pendidikan, yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologis. Kedua, peran sebagai seniman dalam hubungan antarmanusia (artist in human relation), yaitu orang yang mampu membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu dengan menggunakan tehnik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. Ketiga, Pembentuk kelompok sebagai jalan dan alat dalam pendidikan. Keempat, sebagai catalyc agent, orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Seiring pula peranan ini disebut sebagai innovator (pembaharu). Kelima, peran sebagai petugas kesehatan mental (mental hygiene worker) yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental siswa.



Berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Moh. Uzer di atas, E. Mulyasa mencoba mengakomodasi dari berbagai pakar yakni Pullias dan Young, Manan dan Yelon and Weinstein yang mengidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi dan peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, actor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator. E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 37. Sebagaimana disebutkan di atas tentang peran guru PAI di madrasah, penulis membaginya menjadi 2 (dua) bagian yaitu peran yang dijalankan di dalam kelas dengan di luar kelas. 



Pola Interaksi Edukatif antara Guru dengan Murid 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pola adalah sistem atau cara. TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995), hlm. 778. Berbicara tentang peranan tentunya sangat terkait dengan interaksi yang terjadi antara guru dengan murid pada konteks madrasah. Interaksi yang terjadi antara guru-murid biasa disebut dengan terma interaksi edukatif, yang oleh Roestiyah mendefinisikannya dengan interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Interaksi tersebut juga disebut sebagai interaksi belajar mengajar, karena di dalam interaksi itu terjadi proses belajar dan proses mengajar. Dalam interaksi semacam itu terjadi siswa belajar dan guru mengajar keduanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Roestiyah NK, Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 35. Senada dengan pendapat Roestiyah, Syaiful Bahri Djamarah juga mendefinisikan interaksi edukatif sebagai interaksi yang bernilai pendidikan yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), hlm. 11. Dengan konsep di atas, muncullah istilah guru di satu pihak dan anak didik di pihak lainnya.

Interaksi antara guru dengan murid itu biasanya timbul karena satu diantara keduanya bahkan ada pihak di luar keduanya yang memberi aksi dan reaksi sehingga terjadi timbal balik diantara keduanya. Interaksi ini penting dikemukakan sebagai bangunan dasar untuk melacak sifat peran yang dijalani oleh guru. Karena tidak ada pilihan lain dalam mengidentifikasi peran guru kecuali peran itu atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif orang lain.

Selanjutnya, antara interaksi edukatif dengan interaksi sosial (yang akan dibahas pada bagian selanjutnya) ini sangat jelas terlihat adanya perbedaannya diantara keduanya. Dari pengertian di atas saja dapat ditarik salah satu perbedaannya yaitu interaksi edukatif memiliki tujuan yang jelas dan tujuan akan dicapai sedangkan interaksi sosial  tidak demikian. Dalam hal ini, Sardiman AM merinci ciri-ciri interaksi edukatif sebagai berikut:

		Ada tujuan yang ingin dicapai

		Ada bahan/pesan yang menjadi isi interaksi

		Ada pelajar yang aktif mengalami

		Ada guru yang melaksanakan

		Ada metode untuk mencapai tujuan

		Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik

		Ada penilaian terhadap hasil interaksi. Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.13.





Dengan demikian, dapat dipahami bahwa interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara guru dengan murid dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam setiap proses belajar mengajar seorang guru harus menciptakan proses interaksi yang bersifat edukatif dengan muridnya, harus mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan, membuat perencanaan untuk menunjang tujuan tersebut, menentukan materi yang khusus yang akan diajarkan pada setiap pertemuan, memperhatikan disiplin dan waktu serta seorang guru di setiap akhir proses belajar mengajar seharusnya mengevaluasi murid dan materi yang telah disampaikan.

Dalam proses pendidikan sering kita jumpai kegagalan-kegagalan, hal ini biasanya dikarenakan lemahnya sistem komunikasi. Untuk itu, pendidik perlu mengembangkan pola komunikasi efektif dalam proses belajar mengajar. Komunikasi pendidikan yang penulis maksudkan di sini adalah hubungan atau interaksi antara pendidik dengan peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung, atau dengan istilah lain yaitu hubungan aktif antara pendidik dengan peserta didik.

Ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan muridnya yaitu:

		Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Ceramah pada dasarnya adalah komunikasi satu arah, atau komunikasi sebagai aksi. 

		Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Di sini, sudah terlihat hubungan dua arah, tetapi terbatas antara guru dan pelajar secara individual. 

		Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Pupuh Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Islami, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). hlm. 39.







Dari ketiga jenis komunikasi di atas, tentunya dalam pelaksanaannya tidak semua guru bisa menerapkannya dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan semua siswa, terlebih bila gurunya bukan merupakan alumnus pendidikan.



Peran Guru PAI di Masyarakat

Seperti diungkap di atas bahwa manusia pada umumnya mempunyai dimensi sosial di samping kemutlakannya sebagai makhluk individu. Dimensi ini akan teruji dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat yang akademis di tengah-tengah masyarakat. Walaupun pada ujungnya bahwa paradigma masyarakat akan berbeda dalam melihat fenomena kemasyarakatan dan ini tergantung pada corak masyarakat masing-masing. Sama halnya dengan pandangan masyarakat dalam melihat seorang tenaga akademis (guru) tentunya akan berbeda. Walaupun demikian, sebagai masyarakat akademis tentu merasa risih mendengar opini di tengah masyarakat akan ketidakberdayaan pendidikan Islam demikian pula para gurunya Akhir-akhir ini ada semacam kritik yang  ditujukan kepada para guru agama, bahwa semangat kerja dan juang dari para guru/pendidik agama Islam nampaknya relatif menurun, jika dibandingkan dengan semangat para pendahulu mereka dalam mendidikkan dan mendakwahkan agama Islam. Turunnya semangat itu bisa jadi karena faktor global, yaitu menguatnya faham materialisme yang mendominasi kehidupan umat manusia, yang mengharapkan segala tindakan atau perbuatan atau kerja seseorang harus diperhitungkan dengan nilai materialnya atau untung dan ruginya secara material. Lihat: Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PSAPM bekerjasama dengan Pusataka Pelajar, 2003), hlm. 229. dalam merespon atau setidaknya mengimbangi kemajuan globalisasi, mengantisipasi atau mengulur nilai negatif globalisasi tersebut apalagi sampai menaklukkan tantangan globalisasi. Bahkan yang lebih membuat risih bahwa pendidikan Islam berikut gurunya tidak sanggup memberikan sumbangan bagi pemantapan peradaban umat manusia yang hidup bermasyarakat dalam ke-egaliter-an, ke-demokratis-an dan ke-humanis-an.

Hal ini pernah disentil oleh Musa ‘Asy’arie bahwa pendidikan agama diajarkan antirealitas. Pendidikan agama masih diajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama dengannya. Lanjut Musa ‘Asy’arie, padahal kita menyadari bahwa Tuhan dan kebenaran sesungguhnya tidak pernah dapat dimonopoli seseorang atau sekelompok orang, meski mereka ustaz, kiai atau pendekar sekalipun. Musa ‘Asy’arie, NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan, (Yogyakarta:LESFI, 2005), hlm. 188. Bila itu ada benarnya, tentu opini masyarakat luas juga tidak ada salahnya menilai pendidikan agama Islam termasuk para gurunya tidak mampu merespon, mengantisipasi kebutuhan dan tantangan global, apalagi merekayasa dan memberi sumbangan bagi pemantapan peradaban umat manusia yang egaliter, demokratis dan humanis sebagaimana disebutkan di atas.

Pendapat dan sekaligus pernyataan yang bagi sebagian bisa menimbulkan pertanyaan sebagaimana disebutkan di atas, bahwa corak keilmuan Muslim yang kini dianggap tidak responsif itu setidaknya didukung oleh dua tradisi dan orientasi yang oleh Abd. Rachman Assegaf menyebut dua tradisi dan orientasi itu dengan terma teologis-normatif dan deduktif-legalistik. Abd. Rachman Assegaf “Reorientasi Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadharah al-‘Ilm” dalam Nizar Ali dan Sumedi (Ed), Antologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Kerjasama PPs UIN Suka dengan Idea Press, 2010), hlm. 2-8. Singkatnya, pola fikir teologis-normatif menempatkan Tuhan sebagai segala sesuatu yang terlepas dari dunia realitas. Semua pembicaraan tentang Tuhan terkesan eskatologis. Tuhan Maha Adil, tapi keadilan Tuhan terlaksana di alam akhirat bukan di alam realitas. Keadilan Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat metafisik, tidak actual dalam kehidupan sosial. Timbul anggapan bahwa segala sesuatu hanya akan mendapat balasan berupa pahala atau dosa di akhirat saja, sementara akibat perbuatannya di dunia ini adalah semata-mata karena hukum alam (law of nature). Orientasi berfikir teologis-normatif ini tentu saja memisahkan antara kehidupan di alam nyata dengan di akhirat. Sedangkan pola fikir deduktif-legalistik muncul dari anggapan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits serta hasil ijtihad terdahulu telah bersifat baku, mutlak dan selalu relevan untuk mengansipasi kebutuhan dan tantangan zaman. Kecenderungan berfikir semacam ini paling tidak menimbulkan dua orientasi yang saling terkait, yaitu berfikir texs book oriented dan ulama-oriented. Bila mereka dihadapkan pada suatu problema, tanpa susah-susah, segera mereka akan merujuk pada buku standar yang dianggapnya telah mewakili ajaran Islam sebagai jawabnya. Pada gilirannya, tradisi berfikir semacam ini kalau tidak menimbulkan sikap apologis, tentu dapat membekukan perkembangan keilmuan Muslim. Hal ini dapat  dilihat pada fenomena semakin menguatnya orientasi fiqih (fiqh oriented) dalam menyelesaikan banyak perkara dengan keputusan yang hitam putih atau legalistic. Hal ini akan cenderung memicu perdebatan seputar isu halal-haram, sah-tidak sah, Islam-kafir, sesat atau tidaknya keyakinan seseorang. Hal yang demikian sangat potensial di akhiri dengan perpecahan umat atau menipisnya ukhuwah Islamiyah.

Dari berbagai persoalan di atas, hal inilah pentingnya mengembalikan keadaan dengan meningkatkan peran guru sebagai pelaku dalam madrasah dan masyarakat. Untuk itu, menyegarkan peran guru di tengah masyarakat harus dilestarikan kembali dengan meminjam bahasa Imam Bawani dan Isa Anshari menyebutnya melalui kerja kemanusiaan yaitu dengan mendarmabaktikan dirinya dalam proses perjalanan kehidupan, melibatkan diri secara langsung dalam aktifitas bermasyarakat, dengan segala kemampuan yang dimiliki.



Interaksi Sosial antara Guru dengan Masyarakat di Masyarakat

Ada perbedaan yang mencolok antara interaksi edukatif yang terjadi di madrasah dengan interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Pada bagian ini tentu tidak dibicarakan lagi interaksi edukatif yang sebelumnya sudah dibahas di atas melainkan akan dipaparkan interaksi sosial itu sendiri terkait dengan interaksi guru dengan masyarakat setempat. Karena adanya perbedaan antara interaksi edukatif dengan interaksi sosial, maka sebenarnya interaksi sosial itu menjadi pertanyaan yang wajib dijawab. 

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 61.

Interaksi sosial ini sesungguhnya tidak menafikan individu dan kelompok di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, interaksi itu terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Membangun interaksi sosial ternyata tidak semudah membalik telapak tangan melainkan ada syarat-syaratnya, ternyata ada kemungkinan orang-orang yang tidak cerdas dalam bergaul itu tidak kompeten (sekalipun mereka adalah seorang guru) dalam membangun kontak sosial dan komunikasi.

Setidaknya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu adalah adanya kontak sosial (social contact) dan komunikasi (communication). Kontak sosial  yang oleh Soeryono Soekanto menyebutnya berasal dari bahasa latin con atau cum (bersama-sama) dan tango (menyentuh), jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisikal, sebagai gejala sosial hal itu bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Sedangkan komunikasi (communication) adalah sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang (I) terhadap informasi, sikap dan perilaku orang (II) yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik atau sikap, perilaku atau perasaan-perasaan, sehingga seseorang (I) membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia (I) alami. Fenomena komunikasi dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi (I) dan penafsiran (II). Kontak sosial  dapat berlangsung dalam lima bentuk, yaitu:

		Dalam bentuk proses sosialisasi yang berlangsung antara pribadi orang per orang. Proses sosialisasi memungkinkan seseorang mempelajari norma-norma yang terjadi di dalam masyarakatnya.



Antara orang per orang dengan suatu kelompok masyarakat atau sebaliknya.

Antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam sebuah komunitas.

		Adanya orang per orang dengan masyarakat global di dunia internasional.

Antara orang per orang, kelompok, masyarakat dan dunia global, dimana kontak sosial terjadi secara simultan diantara mereka. Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56.



Secara konseptual kontak sosial dapat dibedakan antara kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung antara seseorang dengan orang atau kelompok masyarakat lainnya secara tatap muka. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara yang sifatnya manusiawi maupun dengan teknologi.

Sedangkan dalam komunikasi (communication) ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi yaitu sumber informasi (receiver), saluran (media) dan penerima informasi (audience). Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan audience adalah per orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi. Ibid, hlm. 57-58. Begitu eratnya syarat-syarat terjadinya sebuah interaksi sosial sehingga perlu didalami bahwa apakah dalam interaksi sosial itu bisa dipisahkan antara kontak sosial dengan komunikasi?. Ternyata dalam membangun interaksi sosial itu antara kontak sosial dengan komunikasi tersebut tidak bisa dipisahkan. Kalau boleh dikatakan bahwa antara kontak sosial dengan komunikasi itu harus mempunyai ruh yang menjiwai dalam komunikasi.

Sama halnya dengan maksud sewaktu penulis memaparkan interaksi edukatif di atas yaitu bagaimana corak interaksi yang terbangun antara guru dengan customer internal di madrasah sehingga dapat mengarus pada peran yang diemban di madrasah. Begitu juga pada bagian ini, berperan tidaknya seorang guru di tengah masyarakat tidak terlepas dari interaksi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat. Tidak mengherankan bila melihat seseorang aktif di tengah masyarakat karena hasil interaksi positif yang dibangun. Sebaliknya, sekalipun seseorang dikenal luas menjadi guru tetapi tidak mempunyai kemampuan membangun interaksi atau komunikasi baik dengan para tokoh agama, masyarakat, pemuda, maka lamban laun akan ditinggal oleh masyarakat sekitar.



Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam tulisan ini, penulis bergantian memakai istilah Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Pendidikan Islam (PI). Karena keduanya tidak berbeda bila dilihat dari sumbernya yaitu Qur’an dan Hadits, hanya saja Pendidikan Agama Islam (PAI) menekankan pada agama Islam sebagaimana penjelasan Tafsir di atas, sedangkan pendidikan Islam ruang lingkupnya lebih luas, termasuk juga pada level pemikiran dan lain sebagainya seperti dikatakan Muhaimin bahwa pendidikan agama Islam bagian dari pendidikan Islam itu sendiri.

Jelasnya pendidikan agama Islam (PAI) adalah mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran umum, sehingga pendidikan agama Islam (PAI) itu memiliki karakteristik yang beda dengan mata pelajaran pada umumnya.

		PAI berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apa pun.



PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan terkandung dalam Qur’an dan hadits serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam.

PAI menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari.

PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu sekaligus kesalehan sosial.

PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ipteks dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya.

Substansi PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan supra rasional.

PAI berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam dan 

Dalam beberapa hal, PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123. Pendidikan Islam bila ditinjau dari sudut pandang sosial-budaya akan menempati pusat dan ruang lingkup wilayah, meliputi: a) Hubungan sekolah dengan masyarakat, b) Peranan guru di masyarakat, c) Peranan sekolah di masyarakat, d) Faktor-faktor sosial-budaya yang mempengaruhi sekolah, e) Pengaruh praktik pendidikan modern terhadap kepribadian, f) Modifikasi kurikulum dalam menjawab tantangan sosial, g) Pengertian tentang trend kebudayaan dan sosial yang berkaitan dengan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, h) Pendekatan proses kelompok sosial terhadap pendidikan, i) Pemanfaatan penelitian dan pemikiran kritis untuk menetapkan tujuan pendidikan. Lihat: Imam Machali dan Musthofa (ed), Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, (Yogyakarta: Presma dan Arruzz Media, 2004), hlm. 84.



Karakteristik pendidikan agama Islam di atas tidak cukup berarti untuk menghindari kritikan dari berbagai pihak. M. Amin Abdullah salah satu intelektual Muslim yang notabene dikenal sebagai orang filsafat (filosof) sekalipun, memahami carut-marut sistem pendidikan agama (Islam). Amin Abdullah mempostulasikan pendidikan Islam, jika dilihat dari kejauhan pendidikan agama Islam merupakan aktifitas rutin sehari-hari yang tidak begitu banyak menimbulkan persoalan yang perlu dicermati dan ditelaah lebih lanjut. Namun demikian, ia sesungguhnya sebuah sistem yang rumit yang melibatkan beragam institusi (pesantren, madrasah, sekolah), pola kepemimpinan (kiyai, kepala sekolah, lurah pondok, direktur, pengasuh, kepemimpinan kolektif-kolegial, kepemimpinan keluarga), materi pengajaran (mata pelajaran agama saja, sebagian agama, sebagian umum, keterampilan (skill), metodologi pengajaran (wetonan, sorogan, klasikal, ceramah, diskusi), staf tenaga pengajar (alumni atau santri senior, guru bantuan, tenaga sukarelawan yang tidak memiliki basis teori pendidikan, alumni pendidikan S1 atau S2 dan begitu seterusnya). M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hlm. 68. Lanjut Amin Abdullah, rupanya yang lebih ditanamkan oleh institusi dan praktisi pendidikan Islam selama ini hanyalah lebih terfokus pada memperkuat “identitas” sosiologis kelompok keagamaan dan bukannya “value” atau nilai-nilai fundamental yang sangat dibutuhkan seseorang agamawan maupun kelompok agamawan supaya dapat pandai berenang dalam gelombang arus kehidupan yang amat kompleks dan penuh kepentingan pada era modernitas dan iptek sekarang ini. M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, Cet II, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 77.

Sedangkan dalam implementasinya, pendidikan agama (Islam) masih mengalami kekurangan setidak-tidaknya dalam 2 (dua) aspek mendasar, yaitu:

		Pendidikan agama masih berpusat pada hal-hal yang bersifat simbolic, ritualistic, serta bersifat legal formalistic (halal-haram) dan kehilangan ruh moralnya.

		Kegiatan pendidikan agama cenderung bertumpu pada penggarapan ranah kognitif dan paling banter hingga ranah emosional, (kadang-kadang terbalik hanya menyentuh ranah emosional tanpa memperhatikan ranah intelektual), tetapi tidak dapat mewujudkannya dalam tindakan nyata akibat tak tergarapnya ranah psikomotorik.



Kritik semacam itu juga berkembang di tengah masyarakat, yaitu bahwa kurikulum PAI dipandang kurang berhasil dalam membentuk sikap, perilaku dan pembiasaan peserta didik. Sebagai indikatornya antara lain adalah:

		Rendahnya minat dan kemampuan siswa untuk melaksanakan ibadah.

		Tidak mampu baca tulis Qur’an.



Berperilaku kurang terpuji, bahkan melakukan tindak kriminal dan aksi kekerasan, anarchisme, premanisme, tindakan brutal, perkelahian pelajar, konsumsi minuman keras, narkoba dan lain-lain. Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, (Bandung: Nuansa Cendikiawan, 2003), hlm. 183. Sebagai perbandingan dalam melihat berbagai problem pola pendidikan agama dan keagamaan madrasah dalam mengatasinya lebih lengkapnya baca Mahmud Arif “Sketsa Sejarah, Geliat dan Dinamika Peran Madrasah dalam Merespon Tantangan Pendidikan Islam Dilema Madrasah dalam Kancah Pendidikan dan Peran Kontributif Madrasah Berbasis Pesantren (MBP)” dalam Nizar Ali dan Sumedi (Ed), Antologi Pendidikan Islam, hlm. 153-157.

Berbagai kekurangan yang dialami pendidikan agama (Islam) di atas, pada tataran aplikasi harus ditanamkan dalam pendidikan agama era sekarang bahwa anak didik memang memerlukan dan membutuhkan pegangan hidup yang kokoh, tetapi orang lain juga memiliki kebutuhan yang sama seperti yang kita rasakan, maka sikap absolute yang berlebihan dapat mengantarkan kepada malapetaka. Selain diperlukan sikap absolute untuk menjalankan kehidupan moral-keagamaan, umat beragama juga perlu belajar memahami dan menghargai sikap relatif, ketika mereka harus berhadapan berbagai model cara hidup, keyakinan dan keimanan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh orang dan kelompok lain. M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, hlm. 89.

Ironisnya pendidikan agama berikut guru agamanya tidak mendapat tempat yang strategis kecuali pada urusan seremonial keagamaan, bahkan dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Keadaan demikian dijelaskan oleh Imam Suprayogo, sebagai berikut:

Guru agama seringkali juga tidak diposisikan secara strategis. Guru agama tidak jarang menempati posisi-posisi pinggiran, sebatas sebagai pelengkap. Mereka baru dipandang penting dan harus hadir tatkala diselenggarakan acara seremonial untuk pembaca doa. Posisi dan peran seperti ini tentu melahirkan kesan dan citra bahwa pendidikan agama bukanlah penting dan tidak terlalu dibutuhkan. Jika posisi dan peran seperti tetap berlanjut, maka cepat atau lambat pendidikan agama akan tetap berada pada posisi pinggir dan suatu saat akan ditinggalkan orang. Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi, hlm. 7.



Guru di madrasah menjadi guru sejatinya guru dengan segala kapasitasnya, sedangkan di tengah masyarakat akan digurui oleh anggota-anggota masyarakat setempat. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa kemampuan dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru, yang sekaligus merupakan profil guru PAI yang diharapkan agar dalam menjalankan tugas-tugas kependidikannya dapat berhasil secara optimal. Profil tersebut pada intinya terkait dengan aspek personal dan profesional dari guru. Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, yang menurut pendapat para ulama tersebut di atas selalu ditempatkan pada posisi utama. Aspek personal ini diharapkan dapat memancar dalam dimensi sosialnya dalam hubungan guru dengan peserta didiknya, teman sejawat dan lingkungan masyarakatnya karena tugas mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan. Dari aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru, dalam arti ia memiliki kualifikasi profesional sebagai seorang guru PAI. Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 97. 



Makna Peran Ganda dalam Perspektif Sosioedukatif

Rekatnya Interrelasi Madrasah dengan Masyarakat 

Sebenarnya tidak ada pernyataan secara langsung atau tersurat di dalam undang-undang pendidikan (salah satunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) yang mengungkap adanya peran ganda guru. Tetapi dari banyak pengembangan-pengembangan (misalnya undang-undang bahwa nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permen nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru) ternyata banyak pasal-pasal yang menyiratkan bahwa peran guru itu tidak hanya sebatas di madrasah saja melainkan juga di tengah masyarakat. Hal ini seharusnya tidak dapat dinafikan melainkan harus ditaati sebagai warga Negara Indonesia yang baik terlebih bagi yang berprofesi sebagai guru. Salah satu pasal yang menyiratkan adanya peran ganda guru terlebih dosen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Memahami konsep dasar dari peran ganda yang penulis coba ungkap dalam tulisan ini, tentunya bukan tanpa alasan melainkan sarat akan alasan akademik. Secara historis, para pecinta pendidikan Islam yang berlembagakan madrasah sebagai tempat belajar dan mengajar tentunya tidak menafikan adanya campur tangan masyarakat dalam pendirian, pertumbuhan dan perkembangan madrasah itu sendiri. Pasca adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sekalipun, Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu cara di masa “pendidikan otoriter” tidak lagi dianut. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2004 dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam  pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lebih lengkapnya lihat Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization Era, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26. Bahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sekaligus menguatkan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1999 mengenai kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga dengan pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). madrasah tidak putus-putusnya memerlukan masyarakat sebagai donatur dalam pelaksanaan pendidikan. Peran pemerintah tidak seutuhnya menutup mata dalam hal ini tetapi peran masyarakat perlu pula diperhitungkan. Banyak bantuan-bantuan financial yang dikucurkan oleh pemerintah contoh kecilnya adalah BOS/BOM (Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah) tetapi tidak sedikit pula masyarakat membantu merealisasikan niat baik dari permerintah.

Dari lintasan sejarah awal sampai sekarang bahkan sampai saat yang akan datang, peran antara pemerintah dengan masyarakat terhadap madrasah sulit untuk dipisahkan. Adanya interrelasi Interrelasi adalah pengalihbahasaan dari bahasa Inggris yaitu interrelationship yang berarti hubungan timbal balik. Lihat: Ebta Setiawan, Kamus 2.03 Inggris  Indonesia-Indonesia Inggris, dalam soft file 2006-2007. Selanjutnya dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah Indonesia dengan istilah interrelasi tanpa maksud untuk mengaburkan makna yang dimaksud yaitu hubungan timbal balik. Sehingga madrasah sebagai lembaga pendidikan sekaligus menjadi lembaga sosial yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, selain mengemban amanat masyarakat itu sendiri juga mengemban amanat pemerintah yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, madrasah harus berkontribusi paling tidak bagi masyarakat setempat dan berkontribusi juga bagi pemerintah. Mata rantai inilah yang tidak boleh putus pada madrasah dan harus bertimbal balik dengan kepentingan masyarakat begitu juga dengan pemerintah. madrasah dengan masyarakat bahkan dengan pemerintah juga menunjukkan pendirian, pertumbuhan dan perkembangan madrasah sangat membutuhkan penopang dari berbagai pihak. Pembagian kerja dan tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan sekolah/madrasah. Pertama, Pemerintah: Fasilitator, motivator, perlindungan hukum, memberi pengakuan, menjadi wasit yang adil, dan funding agency-memberi dana. Kedua, Masyarakat: memberikan dukungan material, moral dan kultural. Pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, benar dan dinamis, apabila hidup dalam masyarakat yang berbudaya akademik tinggi dan peduli dengan pendidikan. Masyarakat juga merupakan kontrol mutu pendidikan dan memberikan akreditasi mengenai kinerja dan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, melalui penilaian oleh stakeholders: murid, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, agamawan, industrialis dan para pengguna jasa pendidikan terkait lainnya. Ketiga, Sekolah/madrasah: bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bermutu, terbuka, demokratis, profesional dan memberi laporan pada pemerintah dan masyarakat luas, terutama dalam masyarakat lingkungannya. Kepala sekolah atau rektor dan para pimpinan sekolah atau perguruan adalah “leader” dan sekaligus manajer yang harus cakap dalam “menjemput” dan “mengelola bola”, yaitu mendorong dan menciptakan suasana kerja akademis yang memungkinkan para sivitas akademika berkompetensi dalam kreasi dan inovasi ilmiah. Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003),  hlm. 168.

Madrasah secara harfiah berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah” yang notabene juga bukan kata asli dari bahasa Indonesia. “Sekolah” dialihkan dari bahasa asing, yakni school atau scola. Madrasah mengandung arti: tempat atau wahana anak mengeyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Secara tehnis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dengan lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Kata madrasah yang secara harfiah identik dengan sekolah agama diakui telah mengalami perubahan, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 87. Istilah madrasah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah kini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam). W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dedikbud Balai Pustaka, 1982), hlm. 618. Madrasah juga digunakan sebagai pemaknaan istilah aliran atau mazhab yaitu sebutan bagi sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau faham yang sama dalam ilmu ke-Islam-an, seperti dibidang fiqih. Dalam kitab kuning juga sering ditemukan kata “madrasah” untuk menunjukkan makna mazhab atau aliran, misalnya madrasah Maliki, madrasah Syafi’i, madrasah Hanafi dan madrasah Hambali yang bersinonim dengan mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, dan mazhab Hanbali. Lihat: Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Intermasa,  2005),  hlm. 205. Akan tetapi menurut Karel A. Steenbrinks istilah madrasah dan sekolah dibedakan, karena keduanya memiliki ciri yang berbeda. Namun demikian pada bahasan kali ini penulis cenderung menyamakan arti madrasah dan sekolah. Bila mengacu pada definisi di atas, madrasah sebagai tempat belajar maka cenderung  tidak ada beda antara madrasah dengan sekolah. Apalagi bila kita mengutip pasal 17 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  antara madrasah dengan sekolah sama-sama merupakan lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,SMK,MAK).

Dari penjelasan singkat tentang madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa madrasah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang tidak hanya sebagai tempat mengajarkan ilmu agama melainkan juga mengajarkan ilmu umum. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berbeda dengan pesantren baik proses pembelajaran bahkan sampai pada managemen yang diterapkan. Sesungguhnya dari mana akar geneologis dari keberadaan madrasah di Indonesia ini yang memiliki daya tahan hidup di tengah persaingan global. Oleh karena itu, penting untuk menggali sejarah madrasah di Indonesia ini sekaligus sebagai “vitamin” tesis yang penulis susun ini.

Selanjutnya, “tulang rusuk” pendirian, pertumbuhan dan perkembangan madrasah sebagaimana disebutkan di atas adalah masyarakat.  Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah society dan community, keduanya berarti masyarakat. Society is the system of social relationship atau masyarakat pergaulan hidup. Sedangkan community is a group occupying a territorial area atau masyarakat setempat, yang jelasnya kelompok yang menduduki daerah seperti: kota, negara dan sebagainya. Sedangkan menurut Ralp Linton mendefinisikan masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Hajjah Bainar dkk, Ilmu Sosial, Budaya dan Kealaman Dasar, (Jakarta: Jenki Satria, 2006), hlm. 67. Bila dirunut istilah masyarakat dari segi kebahasaan (bahasa Arab) maka kata masyarakat berasal dari kata Syirk artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia seorang, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 60. Bandingkan pula dengan J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 872. Masyarakat merupakan suatu entitas yang tidak akan pernah lepas dari keterikatannya akan kepentingan-kepentingan sosial termasuk terhadap pendidikan lebih-lebih pendidikan Islam yang berstatus swasta. Dengan adanya masyarakat inilah maka terlembagakannya aktifitas pendidikan Islam yang disebut madrasah. Dari definisi yang diberikan di atas, tentunya merupakan definisi masyarakat dalam arti yang sangat luas. 

Eksistensi masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab, keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan merupakan sumber makro yang penuh alternatif bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan, keseluruhan unsur yang ada di dalam masyarakat harus senantiasa terpadu, bekerjasama dan sekaligus menjadi kontrol bagi pelaksanaan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan kepentingan yang timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Sebab lewat pendidikanlah nilai-nilai kebudayaan suatu komunitas masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Disisi lain, pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dan efektif untuk menyatukan visi dan tujuan suatu komunitas masyarakat yang demikian heterogen dan kompleks. Untuk itu pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan masyarakat dan sistem pendidikannya. Dengan konsep dan upaya kondusif ini, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan, akan merasa saling memiliki dan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya proses pendidikan, dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan manusia. Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta selatan: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 131.

Dalam tesis ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat dimana madrasah itu berada termasuk juga masyarakat tempat tinggal guru PAI atau yang biasa disebut dengan masyarakat sekolah atau masyarakat madrasah. Masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan madrasah tempat pembelajaran berlangsung. Sebagaimana Syaiful Sagala memberikan definisi masyarakat sekolah adalah warga atau individu yang berada di sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Masyarakat sekolah adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang stakeholder atau pihak yang berkepentingan yang berkenaan untuk melakukan tugas tersebut. Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 234. Tidak berbeda dengan esensi yang disampaikan Syaiful Sagala di atas, Wahyu memberikan definisi masyarakat dalam konteks pendidikan sebagai sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Baik buruknya kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan anggotanya, sehingga semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, hlm. 46. 

Dari definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas madrasah itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dari masyarakat setempat. Bila kualitas masyarakat setempat baik maka baik pula madrasah yang diselenggarakan dan sebaliknya bila masyarakat itu kurang baik atau kurang partisifasinya dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah maka hasilnya pun akan kurang baik. Bila lembaga pendidikan Islam (madrasah) tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat sendiri akan menjadi bumerang bagi madrasah.

Bila ada lembaga pendidikan Islam yang bernasib memprihatinkan, salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat enggan mendukung. Sikap masyarakat ini bisa jadi akibat dari hal lain dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal. Parahnya lagi, ketika masyarakat tidak percaya, mereka bukan hanya tidak mau memasukkan putera-puterinya ke lembaga pendidikan tersebut, tetapi bahkan memprovokasi tetangga atau kawannya. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 183.



Karena bagaimana pun masyarakat itu harus punya peranan dan perhatian terhadap madrasah yang berdiri di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, masyarakat sebagaimana disebutkan Malik Fadjar adalah kesatuan sistem yang saling tergantung dan berhubungan-pendidikan dituntut untuk melakukan penyesuaian terus menerus dengan perkembangan masyarakat. A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, hlm.75. Terkait dengan apa yang disebutkan oleh Malik Fadjar di atas, di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 point 27. Tidak dapat dibayangkan bila masyarakat setempat tidak mempunyai simpati dan empati terhadap madrasah yang ada.

Seiring dengan bergulirnya globalisasi yang melanda dunia saat ini, tentunya banyak terjadi perubahan pada masyarakat. Perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tidak lain disebabkan karena adanya tuntutan-tuntutan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perubahan masyarakat secara berkelindan akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan yang akan dipilihnya sudah barang tentu yang dapat mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, pendidikan yang kurang memberikan janji masadepan tidak akan mengundang minat atau antusiasme masyarakat. 

Karena perubahan yang terjadi masih bermakna ambigu dalam arti bahwa bisa saja perubahan itu terjadi ke arah yang lebih baik dan terus berkembang ke arah masa depan yang baik pula atau sebaliknya malah ke arah yang lebih buruk dan stagnan. Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Watik dalam Malik Fadjar menyebutkan ciri-ciri masyarakat yang akan berkembang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat teknologis ditandai dengan adanya pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktifitas. Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang semakin fungsional. Dalam masyarakat seperti ini hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata. Keberadaan seseorang sangat ditentukan sejauhmana ia fungsional bagi orang lain. Karena itu kemampuan seseorang secara individual sangat dibutuhkan. Ketiga, masyarakat padat informasi. Dalam masyarakat seperti ini, keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh beberapa banyak dan sejauhmana dia menguasai informasi. Keempat, kehidupan yang semakin sistemik dan terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang terbuka (open system). A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, hlm. 76. Lebih lanjut diungkapkan bahwa sesuai dengan ciri masyarakat tersebut, maka pendidikan yang dipilih masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis, fungsional, individual, informatif dan terbuka. Lebih penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama. Ibid, hlm. 78.

Oleh karena itu, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh masyarakat madrasah  guna mengimbangi relevansi keberadaan mereka dengan madrasah, karena antara madrasah dengan masyarakat ini sama-sama mempunyai kepentingan yang menguntungkan. Atas asas “kepentingan” itulah masyarakat dalam perkembangannya dengan potensi yang dimiliki dituntut akan partisipasinya dan perlu adanya wadah partisipasi tersebut dalam bentuk komite madrasah semata-mata untuk memajukan madrasah.

Seperti manusia pada dimensi sosialnya bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan manusia lain dalam aktifitasnya sehari-hari. Analogi deduksi tersebut bukan tanpa alasan yang berkaitan dengan interrelasi sebuah lembaga, justru dengan dipahaminya pelaku dalam sebuah lembaga tersebut sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri maka lembaga yang diselenggarakannya sebagai sebuah wujud pola pikirnya juga harus mempunyai partner dalam mengembangkan dan memajukan sebuah lembaga tersebut. 

Madrasah sebagai sebuah wujud dari pola fikir yang dimaksudkan disamping sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam juga sebagai sebuah lembaga sosial dan dakwah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah berikhtiar terus menerus walaupun dalam keterbatasannya membentuk siswa dan siswi menjadi lebih baik yakni mengembangkan potensi mereka secara konsep Islam. Sedangkan sebagai lembaga sosial, madrasah juga sebagai media dakwah untuk siswa-siswi sebagai bagian masyarakat luas, karena disamping mengajarkan ilmu-ilmu umum madrasah juga mengajarkan ilmu agama. Dalam hal ini, E. Mulyasa mengatakan bahwa: 

Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan segenap masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.  E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm.166.



Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keteladanan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

		Saling pengertian antara sekolah, orangtua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.



Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.

		Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.



Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkrit hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain:

		Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik



Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini.

Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Nur’Aedi dan Elin Rosalin dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 280.



Soetjito dan Raflis Kosasi Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas kerjasama dengan Rineka Cipta, 2004), hlm. 192. menambahkan bahwa madrasah atau sekolah yang berada ditengah-tengah masyarakat itu dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Mata yang pertama adalah menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat agar pewarisan nilai-nilai masyarakat berlangsung dengan baik. Mata yang kedua sebagai lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. 

Apa yang menjadi hajat dari madrasah tersebut secara hukum juga tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Bandingkan dengan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1. Interrelasi yang menggambarkan adanya hubungan yang saling memberi dan menerima harus dibangun sedini mungkin dengan pihak luar termasuk di dalamnya dengan masyarakat dan pemerintah guna membangun kepercayaan stakeholder. Made Pidarta mengungkapkan sekolah yang tidak punya nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati, adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat pendukungnya, dengan berbagai sebab Ada beberapa penyebab mengapa masyarakat enggan atau tidak mau berpartisifasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan. Penyebab-penyebab tersebut adalah: 1) Jika kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 2) Kurang mengikatnya kebijaksanaan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijkasanaan yang sangat mengikat kepada masyarakat dan ada yang tidak begitu mengikat. Kebijaksanaan yang mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas bahkan bisa menjadi penyebab yang menerima sanksi dianggap mempunyai cacat sosial, sedangkan kebijaksanaan yang tidak demikian mengikat umumnya tidak demikian dipatuhi dan tidak menjadikan penyebab cacat sosial bagi pelanggarnya. 3) Adanya ketidakpastian hukum baik bagi mereka yang berpartisifasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisifasi. 4) Jika kebijaksanaan tersebut terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis. Hal demikian bisa menjadikan penyebab masyarakat enggan berpartisifasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil. 5) Adanya anggota masyarakat yang memang tidak berpartisifasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari untung secara cepat. Padahal, keuntungan tersebut baru didapat, jika ia melanggar ketentuan yang berlaku dalam kebijaksanaan. Anggota masyarakat demikian cenderung tidak mau berpartisifasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan. 6) Rumusan kebijaksanaan tidak jelas dan mungkin antara rumusan satunya dengan yang lain kelihatan bertentangan. Ini menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisifasi, lebih-lebih partisifasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran yang dalam. Lebih lengkap baca: Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa Depannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.83. masyarakat tidak mau menyekolahkan putera-putera mereka ke sekolah itu, yang membuat sekolah itu tidak dapat siswa. Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara:1988), hlm.189. Pada konteks ini, pemerintah juga mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal strategis pendidikan pada tatanan nasional yang meliputi (1) Pengembangan kurikulum pendidikan nasional (2) bantuan teknis (3) bantuan dana (4) monitoring (5) pembakuan mutu (6) pendidikan moral dan karakter bangsa serta (7) pendidikan bahasa indonesia. Pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal operasional pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek-aspek (1) kelembagaan, (2) kurikulum (3) sumber daya manusia (4) pembiayaan dan (5) sarana prasarana. Hasbullah, Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 125.

Oleh karena itu, interrelasi antara madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus terjalin harmonis dengan lembaga lainnya yaitu masyarakat dan pemerintah. Karena Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah/madrasah, pemerintah dan masyarakat. Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, hlm. 193. Adanya rasa tanggungjawab yang sama-sama diemban oleh masing-masing instansi tentunya ini memberikan gambaran bahwa mengurusi pendidikan bukan persoalan mudah dan bukan persoalan pribadi yang tidak terkait dengan instansi lainnya melainkan merupakan urusan yang melibatkan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan itu sendiri. Berhubung dengan itu dapatlah diterima suatu ungkapan bahwa pendidikan itu tidaklah berfungsi sui generis atau berfungsi sendiri, melainkan berfungsi dalam kaitan dengan aspek-aspek lain dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Imam Bernadib, Pendidikan Perbandingan Buku Dua Persekolahan dan Perkembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 20. Oleh karena itu, atas dasar tanggungjawab bersama tersebut harus adanya pembagian kerja yang proporsional sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Dari penjelasan di atas, sudah sangat jelas dalam operasionalnya masing-masing instansi mempunyai peran yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu interrelasi atau hubungan timbal balik itu mutlak dibutuhkan guna menjaga keeksitensian dari sebuah lembaga tak terkecuali lembaga pendidikan sekelas madrasah ibtidaiyah.



Dimensi Individualistik-Sosialistik Guru Madrasah

Guru madrasah juga manusia, demikian kalimat yang mungkin sangat tepat untuk menjembatani diantara ego guru yang menjaga gap dengan masyarakat, begitu juga ego masyarakat yang menilai guru sebagai manusia tanpa cela dan mampu melakukan pemecahan masalah terhadap semua persoalan masyarakat. Setiap manusia adalah seorang individu tertentu. Artinya, ia merupakan kesatuan tak terbagi, unik dan otonom. Namun, ia juga makhluk sosial atau yang ada bersama dengan yang lain. Hubungannya dengan yang lain secara struktural dan hakiki terjalin dengan keberadaannya sebagai manusia. 

Sebagai individu setiap manusia dapat berdiri sendiri dan dapat dibedakan dari individu-individu yang lain. Dapat berdiri sendiri berarti tidak melekat dan melebur dalam kaitannya dengan yang lain. Individualisme manusia menampakkan dirinya dalam kejasmaniannya. Hal ini dapat dipisahkan secara spasial dari kejasmanian yang lain. Individualitas itu juga mendasari kesinambungan proses perkembangan dan perubahan dalam waktu. Individualitas manusia perlu dimengerti dalam kaitan dengan sosialitasnya. Sebagai “aku”, semua manusia juga dapat berdiri sendiri dan dibedakan dari “aku-aku” yang lain. Tetapi, keberadaannya selalu bersama dengan yang lain. Selain individualitas, sosialitas juga merupakan sesuatu yang hakiki pada manusia. Manusia baru dapat ada, hidup karena dan dalam hubungannya dengan yang lain. Sejak dini hidupnya sudah ditandai oleh ketergantungannya pada yang lain. Kaitan erat antara individualitas dengan sosialitas manusia tampak dari kenyataan bahwa kesadaran diri sebagai suatu “aku” baru muncul dalam pertemuannya dengan “aku-aku” yang lain. 

Bagaimana mengembangkan individualitas manusia dalam pendidikan tanpa memupuk individualisme menyadarkan kita akan pentingnya memperhatikan pula sosialitas manusia. Peserta didik perlu dibantu untuk menyadari bahwa pengembangan individualitas yang sejati menuntut objektif masyarakat dan negara tempat ia berada dan menjadi anggota atau warga yang diindahkan. Otonomi manusia sebagai individu selalu perlu dikaitkan dengan hubungannya dengan manusia-manusia lain. Antara individualitas dan sosialitas dapat saja terjadi ketegangan dan kadang-kadang bahkan pertentangan, namun keduanya tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Sindhunata (ed), Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 189. Karena sosialitas, manusia juga dituntut untuk dapat menjalin komunikasi dengan sesamanya. Karena itu, pengkajian bahasa daerah, nasional, maupun internasional, serta penguasaan berbagai sarana ekspresi dan komunikasi merupakan suatu bidang penting dalam pendidikan. Ibid, hlm. 190. 

Dimensi individualistik-sosialistik seorang guru sampai kapan pun akan melekat, tidak akan ada semacam pergeseran hanya alasan profesi justru dimensi tersebut akan senantiasa melekat pada yang empunya profesi.



Profesi Guru: Calling Professio untuk Madrasah dan Masyarakat 

Pastinya kita semua sepakat bahwa profesi guru ini menjadi ibunya profesi dari profesi-profesi lainnya. Profesi guru ini adalah profesi ganda untuk madrasah dan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dari  gurulah terlahir seorang presiden, menteri, agamawan, dosen bahkan melahirkan pula guru-guru baru. Sebagai profesi, guru sesungguhnya memiliki status yang sederajat dengan profesi lain seperti dokter, apoteker, insinyur, hakim, jaksa, akuntan, arsitek dan masih banyak profesi terhornat lainnya. Mengapa? Karena sesungguhnya guru sering disebut sebagai ibu dari semua profesi. Hal ini dapat dimengerti, karena guru dapat menghasilkan profesi lainnya. Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat, 2006), hlm. 23.

Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan memiliki dua sisi yang saling melengkapi, yaitu sisi teoritis akademis dan sisi praktis pragmatis. Ilmu fiqih misalnya, selain memiliki sisi teoritis yang menghasilkan para pemikir dan akademis tentang hukum Islam yang disebut fukaha, juga memiliki sisi praktis yang menghasilkan para praktisi hukum yang selanjutnya disebut dengan para hakim atau qadhi’. Demikian pula dengan ilmu kedokteran, selain memiliki sisi teoritis akademik yang menghasilkan para pemikir dan konseptor tentang bidang kedokteran yang disebut medicine, juga memiliki sisi praktis yang menghasilkan para klinikus. Selanjutnya ilmu psikologi, selain memiliki sisi teoritis berupa para psikolog, juga memiliki sisi praktis yaitu para psikiater. Atas dasar inilah, dalam penyusunan kurikulum atau rumusan tujuan dari sebuah ilmu yang diajarkan, bukan hanya untuk diketahui (to know), melainkan juga untuk diamalkan. Dengan demikian pengembangan sebuah ilmu bukan hanya untuk ilmu semata, melainkan untuk diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm.6.

Profesi guru sebagai calling professio untuk madrasah dan masyarakat tidak semakna dengan istilah “dosen arisan atau guru arisan” dalam bahasanya Imam Suprayogo, Lihat Imam Suprayogo, Memelihara “Sangkar” Ilmu Refleksi Pemikiran dan Pengembangan UIN Malang, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 115-118. jadi calling professio itu berarti seorang guru selain disiapkan untuk menunjukkan kebolehannya sebagai guru di madrasah, harus juga siap pakai di tengah masyarakat. Bahkan tidak harus menunggu adanya persoalan bergejolak di tengah masyarakat tetapi lebih menunjukkan upaya antisifasi dan sikap afirmatif. Lebih bagusnya lagi kalau seorang guru mampu mendahulukan “alarm masyarakat” dengan kemampuannya membaca realitas masyarakat terlebih dahulu.
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BAB I

PENDAHULUAN 



Latar Belakang Masalah

Guru dalam pemahaman masyarakat luas diterima sebagai profesi yang harus digugu dan ditiru. Dengan meminjam bahasa Jawa, Imam Suprayogo menjelaskan bahwa guru kependekan dari digugu dan ditiru. Digugu  artinya dianggap atau dibenarkan atau diyakini kebenarannya. Ditiru artinya dijadikan contoh. Persoalannya adalah siapa yang menjadi para peniru guru tersebut? Lebih lanjut Imam Suprayogo menjelaskan bahwa yang menjadi peniru guru tersebut setidaknya adalah para murid. Bahkan, secara sosiologis guru biasanya memiliki pengaruh yang lebih luas; meliputi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, guru juga sekaligus menjadi panutan masyarakat. Peran strategis seperti itu menjadikan sementara orang berpendapat bahwa tingkat budaya masyarakat dapat dibaca dari perilaku para guru. Jika guru yang tinggal di suatu kampung itu hebat, maka kampung itu akan hebat pula dan sebaliknya. Lebih lengkapnya baca: Imam Suprayogo, Memelihara “Sangkar” Ilmu Refleksi Pemikiran dan Pengembangan UIN Malang, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 42-44. Guru dalam berbagai locus tetap diyakini sebagai orang yang harus digugu dan ditiru baik di madrasah maupun di masyarakat. Madrasah dan masyarakat sebagai locus terjadinya interaksi edukatif dan interaksi sosial antara guru dengan murid, guru dengan anggota masyarakat tentunya guru akan menjadi uswatun hasanah (modeling) bagi para muridnya dan anggota masyarakat setempat. 

Disadari demikian tetapi fakta di lapangan terlihat bahwa masih ada guru madrasah sekali pun, yang masih belum bisa digugu dan ditiru. Contoh kecil kasus kekerasan guru terhadap siswa di Klaten pada 23 Juli 2002 tepatnya pada minggu pertama TA baru 2002/2003, seorang guru olahraga salah satu SLTPN menghukum murid kelas tiga (III B) dengan push up sebanyak 100 kali dan rol depan sepanjang lapangan. Hanya karena alasan murid tidak memperhatikan latihan baris berbaris mengakibatkan 15 murid pingsan, tiga (3) diantaranya dirawat di Rumah sakit dan ada pula yang lecet dan terkilir. Ada juga kasus guru yang memukul muridnya ini terjadi di Bantul. Bahkan ada pula kasus guru selingkuh, melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya baca Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi, Kasus dan Konsep, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2004). Oleh karena itu, nomenklatur gugu dan tiru sebagai parameter seorang guru walaupun terdengar sangat sederhana akan tetapi sangat sukar dalam pengejawantahannya. Dalam hal ini, tidak berlebihan bila mengutip pendapat Tobroni yang mengatakan bahwa di dunia ini banyak orang yang bekerja sebagai guru, akan tetapi mungkin hanya sedikit yang bisa menjadi guru yaitu yang bisa digugu dan ditiru. Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spritualis, (Malang: UMM, 2008), hlm. 107. Belum lagi bila dilihat dari segi Yuridis, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 5.  Tentunya bila dibandingkan dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang dengan fakta di lapangan akan ditemukan apa yang dimaksud oleh Tobroni di atas.

Sekali pun demikian, tidak membuat surut umat Islam khususnya umat Islam Indonesia dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Dalam sebuah pengantar tulisannya, Tobroni mengungkapkan:

Semangat umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia sangat kuat terbukti dengan banyaknya lembaga yang berbasis keagamaan dengan berbagai jenis dan jenjang. Namun, semangat itu pada umumnya kurang disertai dengan kapasitas (kemampuan) dan kapabilitas (kecakapan) dalam penyelenggaraannya, terutama tentang konsep pendidikan yang ideal itu sendiri, kemampuan manajerial dan finansial. Akibatnya banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mampu memenuhi harapan. Tobroni, Pendidikan Islam, hlm. xiii. Lihat juga Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul Refleksi Pemikiran Pengembangan Kelembagaan dan Reformulasi Paradigma Keilmuan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 5.



Secara kuantitas, berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2003/2004 terdapat madrasah dari semua jenjang pendidikan sebanyak 40. 260 unit, terdiri dari 23. 519 unit madrasah ibtidaiyah dan 12. 054 unit madrasah tsanawiyah (MTs) pada jenjang pendidikan dasar dan 4. 687 madrasah aliyah pada jenjang pendidikan menengah. Nizar Ali dan Ibn Syatibi, Manajemen Pendidikan Islam Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam, (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), hlm. 46. Bandingkan dengan temuan Abdurrahman Shaleh yang menyebut jumlah madrasah ibtidaiyah (MI) sebanyak 24. 733 buah dengan status negeri sebanyak 6,1 %. Lihat: Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 87.

Lebih ironisnya lagi, jumlah madrasah tidak sebanding dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimal, ini dapat dibuktikan dari hasil pendataan Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan kurang lebih 991.243 (45,96%) atau 915.222 (229,9%) guru SD, SMP, SMA dan yang sederajat yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006 guru SD/MI yang kualifikasi S1 (strata satu) sekitar 15, 2% saja. Lebih rincinya lihat, Riadi “Kebijakan Guru dan Dosen Pertautan antara Misi Kualitas Pengajaran dengan Misi Kuantitas Kesejahteraan” dalam Didik Supriyanto dan Ahwy Oktradiksa (Ed), Bunga Rampai Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Surabaya: Taruna Media Pustaka, 2011), hlm. 201-202.

Dari jumlah madrasah khususnya madrasah ibtidaiyah (MI) sekarang ini sangat fantastis secara kuantitas tetapi masih kurang secara kualitas, parahnya bila madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut tidak dikelola dengan baik maka jumlah murid yang cukup besar ini bukannya akan memberikan nilai positif melainkan akan berdampak negatif pada masa depan putera-putera bangsa. 

Membincangkan peran guru dengan perspektif sosioedukatif dapat dilacak dari tugas yang diemban. Tugas yang diemban tidak sebatas tugasnya menjadi seorang guru di madrasah melainkan juga ada tugas pengabdian di tengah masyarakat. Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. Dari tangan para gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuk sikap dan moralitasnya sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anak negeri ini di masa datang. 

Secara garis besar, terdapat tiga (3) jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. Karena masyarakat menempatkan guru pada tempat terhormat maka guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 6.

Beranjak dari tiga (3) tugas yang disebutkan di atas, dapat dipahami seorang guru menjalankan peran lebih dari satu tetapi tidak berarti dua yang harus dijalankan. Baik perannya dalam tugas profesi, perannya dalam tugas kemanusiaan bahkan perannya dalam tugas kemasyarakatan. Tugas-tugas tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pendidikan itu sendiri. Misalnya saja bila mengutip pendapat Noeng Muhadjir yang memberikan definisi pendidikan sebagai upaya terprogram mengantisipasi perubahan sosial oleh pendidik dalam membantu subjek didik dan satuan sosial berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik dengan cara atau jalan yang normatif juga baik, yang normatif bukan hanya tujuannya tetapi juga cara atau jalannya. Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 7. Tidak jauh beda dengan definisi yang diberikan oleh Abuddin Nata, pendidikan dengan pendekatan sosiologis dapat diartikan sebagai sebuah studi yang memanfaatkan sosiologi untuk menjelaskan konsep pendidikan dan memecahkan berbagai problema yang dihadapinya. Lihat: Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 203. Alasan pentingnya pendidikan dikaji dengan pendekatan sosiologi dapat dilihat dalam buku yang sama pada halaman 203-208. 

Dari definisi yang diajukan di atas, sarat akan nilai sosiologis yakni dengan memahami makna pendidikan tidak sebatas empat dinding madrasah saja melainkan jauh lebih luas dari itu. Menurut E. H. Wild sebagaimana dikutip Abu Ahmadi, tujuan pendidikan menurut sosiologi pendidikan ialah memelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Pada umumnya kaum pendidik dewasa ini memandang tujuan akhir pendidikan lebih bersifat sosialistik daripada individualistik. Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 11. Dari definisi dan tujuan pendidikan secara sosiologis di atas, pendidikan berupaya mencerdaskan kehidupan manusia baik secara individu, kelompok atau masyarakat dan bangsa sedangkan pelaku media itu mereka yang mempunyai kualifikasi akademik dan kompeten dalam bidangnya.

Peran ganda guru di madrasah dan masyarakat dapat diidentifikasi dengan beberapa alasan diantaranya peran guru di madrasah terjadi karena pertama guru menjadi tokoh yang dihormati oleh para siswanya dan kedua tidak terlepas dari keadaan madrasah yang memprihatinkan. Sedangkan peran guru di masyarakat terjadi karena pertama guru dianggap profesi yang mulia dan kedua, tingkat apresiasi masyarakat terhadap profesi guru serta ketiga didukung dengan keadaan masyarakat yang memiliki berbagai institusi yang terkait dengan pendidikan.

Peran guru di madrasah, pertama guru sebagai orang yang sangat dihormati oleh para muridnya dan dihargai oleh sesama gurunya. Dengan penghormatan yang diberikan oleh para murid dan sesama guru secara tidak langsung mereka memiliki harapan-harapan akan peran yang bersifat dedikatif setidaknya dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang guru. Tetapi terkadang karena keadaan madrasah yang tidak mendukung, optimalisasi peran dilakukan bukan untuk satu peran saja melainkan harus siap menjalankan peran-peran tambahan. Oleh karena itu, kedua yang penulis maksud dengan tidak terlepas dari keadaan madrasah yang memprihatinkan karena bila mengingat sejarah berdirinya madrasah pertama kali di Indonesia yang sudah cukup lama, akan tetapi tidak banyak yang bisa dipersembahkan dalam bentuk prestasi.

Sejarah madrasah di Indonesia diawali dari berdirinya Mambaul Ulum pada tahun 1905 Lihat Kata Pengantar Agus Nuryatno dalam Bunga Rampai Pendidikan Islam, hlm. xv.  dan selanjutnya disusul dengan berdirinya Madrasah ‘Adabiyah pada tahun 1909 yang dalam perkembangan berubah menjadi HIS ‘Adabiyah, Ismail SM (Ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Semarang:Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 218. Mahmud Yunus sebagaimana dikutip Ainurrofiq menjelaskan bahwa Madrasah Adabiyah, meski pada awalnya merupakan sekolah Belanda, merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia yang memakai sistem klasikal, lengkap dengan bangku, meja, dan papan tulisnya. sebuah ciri dan semangat pembaharuan yang cukup revolusioner pada zamannya, dan hal itu menurut Muhaimin setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Pertama, terjadinya dialektika antara pemikiran Abdullah Ahmad dengan corak pemikiran kaum pembaharu Timur Tengah (Abduh). Kedua, terjadinya kontak intensif antara Abdullah Ahmad dengan Syeikh Thahir Jalaluddin, muslim Singapura yang dianggap sebagai pembaharu di Indonesia disebabkan banyak memperkenalkan faham Abduh di Indonesia dan mempublikasikan rancangan pendirian Madrasah modern melalui majalah Al-Iman yang diterbitkan di Singapura sekitar tahun 1906 M. Ketiga, tumbuhnya semangat untuk mengikuti jejak langkah penyelenggaraan pendidikan di sekolah gubernemen Padang yang sangat tertib dan baik. Ainurrofiq Dawan dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Listafariska Putra, 2005), hlm. 39. jelas sangat tidak berimbang melihat usia yang ditapaki dengan prestasi yang dicapai saat ini. Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap prestasi pendidikan Islam yang masih menempati posisi marginal. Azra menyatakan bahwa, dikarenakan pengelolaan yang secara umum tidak atau kurang professional, pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi dengan sub sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Baca: Ismail SM (Ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah, hlm. 261. Bentuk keprihatinan juga dapat ditunjukkan dengan masih adanya guru madrasah yang mengajar tidak sesuai dengan spesialisasinya. Menurut Fasli Jalal sebagaimana dikutip Abd. Rachman Assegaf “Sinergi Madrasah dengan Masyarakat Akar Kebijakan dan Upaya Pembenahan dari Dalam” mengemukakan bahwa rata-rata sekitar 65% guru madrasah memiliki kualitas akademik D III (diploma tiga) atau di atasnya, sementara sekitar 40% guru madrasah masih mengajar bidang studi yang bukan termasuk keahliannya. Selain itu, sekitar 46% guru madrasah swasta berstatus tidak tetap (GTT). Rasio guru tetap (GT) madrasah adalah 1:81 siswa, atau hanya 10% saja guru yang  berstatus guru tetap (GT) dimana kebanyakan dari mereka itu adalah lulusan dari IAIN, UIN atau PTAI yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam mengajar Sains, Matematika atau bahasa Inggris. Selain itu, lebih dari 60% guru madrasah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Lebih lengkapnya baca Didik Supriyanto dan Ahwy Oktradiksa (Ed), Bunga Rampai Pendidikan Islam, hlm. xi. Keadaan yang demikian semakin memberi ruang kepada seorang guru untuk menjalankan peran ganda di madrasah. Demikian yang dijalani oleh para guru PAI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, selain mengajar ke-PAI-an, banyak dari para guru PAI juga mengajar mata pelajaran yang lain. Lebih jelasnya lihat Jadwal Pelajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, Dokumentasi, tanggal 16 Februari 2011.

Sedangkan PAI menunjukkan mata pelajaran yang diajarkan baik di madrasah atau pun di sekolah umum. Hanya  saja, PAI di madrasah yang dimaksud adalah mata pelajaran Fiqih, Qur’an Hadits dan Aqidah Akhlak. Sedangkan PAI di sekolah umum menunjukkan pada satu mata pelajaran saja yaitu sesuai dengan namanya PAI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi (SI) dan SKL Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dijelaskan bahwa PAI di MI terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran yaitu Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI. Keempat mata pelajaran tersebut sebenarnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Qur’an Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam. Aqidah terkait dengan keimanan dan akhlak bertitik tolak dari aqidah yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari aqidah. Fiqih (syari’ah) merupakan sistem norma yang mengatur kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun sesama makhluk lainnya. Sedangkan SKI merupakan sejarah perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim dari masa ke masa dalam usaha beraqidah, beribadah dan bermuamalah serta berakhlak mengembangkan sistem kehidupannya yang didasari dengan aqidah (keimanan). Pada konteks ini, guru PAI adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran PAI, sedangkan madrasah sebagai tempat atau lembaga tempat guru mengajar ke-PAI-an tersebut. 

Peran guru di masyarakat, pertama guru masih dianggap sebagai profesi mulia dan sosok yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan profesi yang lain, dari anggapan atau penilaian masyarakat ini dapat dijadikan modal dasar bagi guru mengambil peran di tengah masyarakat. Sehingga konotasi guru yang harus digugu dan ditiru semakin menguat dan diterima secara luas di tengah masyarakat. Sewajarnya, apabila S. Nasution sampai mengemukakan bahwa karena kedudukan yang istimewa itu masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi tentang peranan guru. Harapan-harapan itu tak dapat diabaikan oleh guru, bahkan dapat menjadi norma yang turut menentukan kelakuan guru. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 96. Menurut Imam Suprayogo, bentuk-bentuk harapan masyarakat tersebut dapat dibaca dari logika masyarakat sendiri dalam memandang sarjana agama yang semestinya bisa dan mampu melakukan peran-peran yang terkait dengan kehidupan keagamaan. Bahkan lebih dari itu, masyarakat juga akan berharap dari orang yang telah meraih sarjana menjadi penolong orang yang bukan sarjana. Imam Suprayogo, Universitas Islam Unggul, hlm. 216.

Dari point pertama di atas tidak jauh berbeda dengan point kedua ini karena masih bertalian yaitu tingkat apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Bila dalam suatu masyarakat sudah bahkan masih menganggap guru sebagai profesi mulia, biasanya dapat dipahami bahwa tingkat apresiasi masyarakat masih tinggi. Belakangan ini memang harus diakui terjadinya pergeseran corak kehidupan ke arah yang lebih modern yakni dari corak agraris ke arah industrialis, tetapi ini tidak menjadi alasan bagi masyarakat kota (apalagi desa) se Indonesia sekali pun, terhadap apresiasi tinggi mereka terhadap profesi guru.

Bahkan, di tengah masyarakat guru diharapkan menjadi uswatun hasanah bagi anggota masyarakat lainnya dan menjadi barometer bagi segala bentuk perilaku anggota masyarakat. Baik buruknya perilaku guru di tengah masyarakat akan tetap menjadi sorotan dan ukuran. Biasanya ukuran yang dipakai oleh masyarakat tentu berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dijelaskan pula oleh Imam Suprayogo sebagai berikut:

Masyarakat memiliki ukuran-ukuran tersendiri dalam menentukan kualitas produk pendidikan, yang kadangkala berbeda dengan ukuran-ukuran kampus. Jika dikampus seorang mahasiswa dianggap pintar manakala berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen atau berhasil menyusun karya ilmiah seperti paper, laporan penelitian, skripsi atau sejenisnya, maka tidak demikian masyarakat melihat kualitas lulusan itu. Sebaik apapun indeks prestasi (IP) yang diraih oleh lulusan Perguruan Tinggi Islam, jika tidak berani melakukan peran-peran kepemimpinan kegiatan ritual keagamaan misalnya khutbah Jum’at/hari raya Idul Fitri, menjadi imam shalat berjamaah, merawat jenazah, ceramah agama dan semacamnya, kualitas lulusan itu dianggap masih rendah. Imam Suprayogo dan Rasmianto, Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Refleksi Perubahan IAIN/STAIN Menjadi UIN, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 146.



Selanjutnya, peran ganda guru bisa terbentuk karena didukung dengan keadaan masyarakat yang memiliki berbagai institusi yang terkait dengan pendidikan. Alasan ketiga ini tidak semua masyarakat memilikinya walaupun faktanya di suatu masyarakat menganggap guru sebagai profesi yang mulia dan memiliki tingkat apresiasi tinggi. Banyaknya ragam madrasah yang dijumpai di lapangan dari yang berstatus swasta sampai yang berstatus negeri, madrasah tanpa yayasan dan madrasah dengan yayasan. Dalam hal ini meminjam istilah Imam Suprayogo memetakan madrasah ke dalam tiga macam tife madrasah yaitu madrasah yang tertinggal, madrasah yang sedang tumbuh dan madrasah yang sudah maju. Penjelasan lebih lengkapnya lihat: Imam Suprayogo, Quo Vadis Madrasah, Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah, (Yogyakarta: Hikayat, 2007), hlm. 70-75. Ragam madrasah di atas tentu akan memberikan nilai berbeda terhadap masyarakat sebagai stakeholder, Istilah stakeholder ini penulis sarikan dari Edward Sallis, Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan, terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, cet. X, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2008), hlm. 6. begitu juga dengan peran guru pastinya akan berbeda dengan guru yang mengajar di madrasah swasta dengan madrasah negeri, akan berbeda pula peran guru yang mengajar di bawah yayasan dengan guru yang mengajar di madrasah tanpa yayasan.

Gambaran inilah yang membedakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dengan madrasah ibtidaiyah (MI) lainnya di Kecamatan Gunungsari. Letak perbedaannya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini berada di bawah yayasan Al-Halimy yang bersamanya berdiri panti asuhan (PA) Al-Halimy, pondok khusus Al-Halimy, asrama putera dan puteri dan banyak yang lainnya. Observasi daerah sekitar yayasan Al-Halimy Sesela, 16 Februari 2011. Tentunya ini tidak penting bagi pihak lain tetapi berbeda dengan para guru yang mengajar di Al Al-Halimy. Wadah-wadah yang ada di sekitar wilayah yayasan Al-Halimy ini memberikan dampak positif bagi para guru karena mereka bisa mengambil peran setelah diminta oleh institusi-institusi tersebut dan itu tidak dilakukan oleh guru-guru yang mengajar di madrasah tanpa yayasan. 

Aktifitas para guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela sepulangnya dari madrasah mereka ditunggu oleh jadwal di lembaga-lembaga tersebut, hal ini yang membedakan dengan para guru yang mengajar di madrasah yang tidak memiliki wadah seperti itu, mereka pulang ke rumah tanpa ada aktifitas yang relevan dengan aktifitasnya di madrasah.

Pada konteks sosial inilah kesetiaan profesi guru sedang diuji, oleh karena itu penting dalam diri guru memiliki capability dan loyality. Capability yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Loyality maksudnya adalah memiliki loyalitas keguruan yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam dan di luar kelas, juga sebelum dan sesudahnya. Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 112. Demikianlah begitu uniknya pekerjaan seorang guru dan betapa luasnya tugas kewajibannya yang harus dijalankannya, betapa banyaknya hubungan-hubungan yang perlu dibina dan dipupuknya, serta betapa ia harus menghadapi masalah-masalah baik pribadi maupun sosial. Namun demikian, masyarakat mengakui bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan mulia dan telah merangsang banyak pemuda yang berminat terjun ke dalamnya. Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.117. Dengan memilih guru PAI menjadi subjek penelitian secara tersirat akan membantu mengembalikan citra baik para guru agama di tengah masyarakat menyusul banyaknya kritikan terhadap pembelajaran pendidikan agama di sekolah dan madrasah.

Persoalan guru yang terkait dengan perannya di madrasah dan masyarakat tentunya tidak jauh beda dengan persoalan yang ada di Yogyakarta dengan daerah-daerah lainnya semisal di Lombok Barat. Madrasah yang menjadi locus penelitian adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dengan pertimbangan bahwa madrasah ini sebagai salah satu madrasah yang berada di bawah yayasan pondok pesantren besar yang memiliki lembaga sosial panti asuhan (PA) Al-Halimy, lembaga pendidikan pondok khusus Al-Halimy, beberapa asrama putera dan puteri, dan didukung dengan berbagai kegiatan keagamaan di Masjid. Wawancara, TGH. Munajib Khalid, Ketua Yayasan Al-Halimy, tanggal 18 Februari 2011.  

Guru-guru madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut banyak yang direkrut sebagai tenaga pengajar di berbagai lembaga tersebut di samping ada peran-peran lainnya di tengah masyarakat. Alasan lainnya, penulis mengambil locus penelitian di Lombok Barat dengan pertimbangan agar lebih mudah mengakses lokasi madrasah yang ada di daerah tersebut.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang peran ganda guru PAI madrasah dilihat dari kacamata edukasi dan sosialnya (baca: sosioedukatif) dengan judul Peran Ganda Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Lombok Barat (Perspektif Sosioedukatif).





Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang menjadi fokus kajian adalah:

		Bagaimana peran ganda guru PAI MI An-Najah Sesela di madrasah dan masyarakat?



Apakah ada relevansi peran guru PAI MI An-Najah Sesela di madrasah dengan perannya di masyarakat?

Apa kendala-kendala yang dihadapi guru PAI MI An-Najah Sesela dalam menjalankan perannya di madrasah dan masyarakat?



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penyusunan tesis adalah:

		Penelitian yang mengkaji tentang peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dalam perspektif sosioedukatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di madrasah dan masyarakat.



Adanya hubungan yang erat antara madrasah dengan masyarakat, maka penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri relevansi peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di madrasah dengan perannya di tengah masyarakat.

		Adanya perbedaan antara dimensi madrasah dengan masyarakat tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI. Maka dalam penelitian ini juga digali kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dalam perannya di madrasah dan masyarakat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

		Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan seputar peran ganda guru madrasah khususnya peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat.

		Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi guru madrasah khususnya guru PAI madrasah dalam peranannya di madrasah dan masyarakat.





Kajian Pustaka

Secara umum, harus diakui mengkaji masalah peranan guru bukan sesuatu yang asing lagi tetapi jelas tetap menarik dalam dunia pendidikan. Penelitian-penelitian tentang keguruan itu akan menjadi lebih menarik bila dikaji dari berbagai perspektif termasuk perspektif sosioedukatif dan perspektif ini sesungguhnya masih jarang dilakukan karena Sosiologi Pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu, dikuliahkan untuk pertama kali pada tahun 1967 di IKIP Negeri  Yogyakarta (UNY sekarang) pada jurusan Didaktik Kurikulum.

Salah satu penelitian berupa disertasi yang mengkaji pemikir timur tengah (Negara Islam) yang hijrah ke negara barat yaitu Fazlur Rahman dan Mohammaed Arkoun. Pemikir Pakistan dan Aljazair yang menjadi frame of reference ini dikaji dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan dengan judul Studi Islam Kontemporer dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun) oleh Zuhri pada tahun 2007. Disertasi ini berangkat dari adanya “kekhawatiran” yang disebabkan adanya pertentangan pengkajian studi Islam yang berujung pada makna normativitas versus historisitas, persoalan metodologi dan epistimologi. Oleh karena itu, pengkajian ini sebenarnya ditujukan kepada para tokoh/intelektual berpendidikan barat disatu pihak dan intelektual berpendidikan Timur Tengah dipihak lain, yang memunculkan persoalan keterpisahan epistimologis dan kesenjangan metodologis.

Pada konteks metodologi dan epistimologi studi Islam, yang menarik dari kajian ini adalah mengkaji 2 (dua) pemikir Islam yang hijrah ke negara barat yang terkenal sekuler. Secara kultural, Amerika dan Perancis di kategorikan sebagai negara Barat. Keduanya merupakan bangsa yang secara relatif memiliki kesamaan dalam hal kemajuan-kemajuan dibidang keilmuan dan teknologi. Relasi kemajuan dalam bidang keilmuan sejarah, filsafat, sosial dan humaniora, pada umumnya berjalan secara positif. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam apa yang terjadi di Eropa, pada umumnya dan Francis pada khususnya, dalam konteks kajian pengetahuan sosial dan kefilsafatan, ternyata memiliki berbagai perbedaan yang cukup mendasar dan itu tidak terlepas dari sosiokultural dari para pemikir tersebut. Lebih jauh lagi bahwa disertasi ini menurut penulis, memiliki signifikansi tersendiri. Pentingnya penelitian ini, pertama untuk menghadirkan suatu alternatif pemikiran bahwa makna suatu pemikiran tidak lepas dari ranah sosialnya dan tidak sekedar dimunculkan dalam suatu ruang kecil yang bernama biografi. Artinya selama ini korelasi antara pemikiran dan ranah sosialnya hanya dimaknai sebagai latar belakang kehidupan sosial sang pemikir. Padahal, jika mengikuti kaidah-kaidah yang dikembangkan dalam sosiologi pengetahuan, makna latar belakang pemikiran tentu tidak sebatas itu. Sementara itu sumbangan pemikiran keislaman tidak sekedar persoalan apa yang telah diberikan kepada masyarakat Islam. Hal ini yang lebih penting justru terletak pada apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sekurang-kurangnya, bagaimana kemudian dipahami bahwa masyarakat memang membutuhkan hasil-hasil pemikiran dari studi Islam tersebut. Persoalan yang demikian tersebut hanya bisa diawali dengan menelaah secara mendalam bagaimana gagasan-gagasan itu lahir dalam proses dialektikanya dengan masyarakat. Untuk itu, dari penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan suatu rumusan penalaran yang dapat menjadi landasan pijak dari suatu dalil tentang makna bahwa sebuah gagasan selalu dirumuskan dalam konteks dan kepentingan sosialnya.

Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Zuhri menyarankan perlunya visi back to society atas wacana studi Islam di perguruan tinggi (PT) dari tingkat strata satu (S1) sampai strata tiga (S3). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah  bagaimana mengembangkan keilmuan yang berbasis masyarakat sehingga menjadikan mereka sebagai pemikir-pemikir terkemuka dalam bidang keagamaan dan wilayah kemanusiaan. Hal inilah sekaligus sebagai legitimasi penulis dalam menggunakan perspektif sosioedukatif itu penting dilakukan dalam dunia pendidikan.

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang mengangkat judul Peranan Guru dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004) Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Pengasih Kulon Progo Yogyakarta oleh Dra. Ernawati tahun 2005. Tesis ini mengkhususkan pada pembahasan peranan guru yang terkait dengan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada mata pelajaran Pendidikan Agama  Islam (PAI). Tesis ini mengungkap Peranan guru sebagai edukator, organisator, mediator, fasilitator, evaluator, administrator, uswatun hasanah dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Berbeda dengan judul yang penulis angkat yaitu tidak hanya melihat peran guru di madrasah saja melainkan juga peran guru di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka menjawab persoalan pendidikan Islam melalui prodi PGMI yang hajat awalnya untuk mengisi kuota-kuota pada madrasah ibtidaiyah yang secara SDM masih kurang dibanding dengan sekolah pada umumnya, disamping itu ke-PGMI-an tidak hanya sebatas penelitian tentang model-model pembelajaran dan sejenisnya justru penting juga untuk diteliti masalah gurunya, yaitu peranan guru yang tidak hanya sebatas peranannya di madrasah melainkan juga peranannya di tengah masyarakat sekaligus meningkatkan nilai jual madrasah di tengah masyarakat. Akhirnya dengan pertimbangan demikian dan menjaga keorisinalan penelitian sekaligus membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya maka penulis mengangkat permasalahan peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Lombok Barat (perspektif sosioedukatif), yang memetakan peranan guru PAI di madrasah dan masyarakat.

Kerangka Teoritik

Fokus tesis ini diarahkan untuk menelaah dan mengkaji secara kritis peran-peran  (baca: peran ganda) guru PAI madrasah di madrasah dan masyarakat dengan perspektif sosiologi pendidikan yang oleh penulis istilahkan dengan sosioedukatif. Kerangka konseptual yang penulis pakai dalam memahami peran ganda ini adalah teori peran dengan pendekatan perspektif sosioedukatif. Dengan menggunakan teori peran diharapkan dapat mengetahhui peran-peran yang dijalankan dan sifat peran itu sendiri. Sedangkan, pendekatan perspektif sosioedukatif merupakan cangkang besar dari peran yang dijalankan yaitu untuk mengetahui relevansi peran guru PAI di madrasah dan masyarakat. 



Peran Ganda

Peran ganda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan peran itu adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Tim Penyusun Pusat Bahasa RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 667. Sedangkan  ganda berarti berlipat atau berpasangan.   Ibid, hlm. 251. Pada konteks keguruan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru itu diharapkan memiliki tugas yang multi. Ganda tentunya berarti lebih dari satu tetapi tidak berarti dua. 

Robinson menyatakan adanya 2 (dua) aliran dalam memandang peran guru. Pertama adalah aliran preskriptif dan kedua adalah aliran deskriptif. Untuk aliran preskriptif, Robinson menjelaskan bahwa konsep peran guru dalam suatu masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan, yakni bagaimana seorang guru menunjukkan beberapa diantara nilai-nilai dan harapan-harapan, kerangka ideologis, dimana di sini konsep perannya dapat dinilai. Sementara untuk aliran deskriptif dijelaskan bahwa peran guru ditekankan pada keadaan dimana para guru bekerja. Pada konteks ini banyak konflik yang timbul dari sekian banyak harapan dan nilai masyarakat yang digenggam oleh guru. Philip Robinson, Beberapa Perspektif Sosoiologi Pendidikan, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 190-191. Namun, penting dicatat bahwa peranan guru dalam masyarakat antara lain bergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru, karena tidak semua masyarakat menempatkan posisi guru sebagai posisi yang terhormat.

Dalam pengertian yang paling luas diterima di kalangan teoritikusnya, peran dipahami sebagai perangkat preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu pada posisi tertentu. Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomes, Role Theory: Concept And  Research, (New York: Jhon Wiley & Sons, Ic, 1966), hlm. 29. Setiap individu dalam masyarakat diasumsikan memiliki posisi sosial. Peran yang dijalankan individu ditentukan oleh posisi sosial ini. Posisi sosial seseorang, pada gilirannya ditentukan oleh sejumlah aspek sosial termasuk norma-norma sosial, tuntutan dan tata aturan, peran yang dijalankan orang lain pada posisi serupa, dan kapasitas dan kepribadian tertentu individu bersangkutan. Peran kemudian difahami sebagai hasil dari berbagai preskripsi sosial, perilaku individu lain terhadap pelaku tindakan, dan variasi yang ditampilkan individu-individu lain dalam memainkan peran serupa yang dimunculkan dalam kerangka kerja yang diciptakan oleh faktor-faktor tersebut di atas. Ibid,  hlm. 4.

Namun demikian ide tentang peran sendiri diterapkan secara berbeda-beda dalam memahami tindakan dan perilaku individu. Selain sebagai preskripsi, perspektif peran juga digunakan sebagai deskripsi dan evaluasi terhadap tindakan individu. Sementara tindakan secara specific mengacu pada proses, yang nampak dan tidak nampak dan perilaku individu yang dapat timbul sebagai inisiatif bebas individu berhadapan dengan perilaku yang diarahkan terhadapnya. Kerangka kerja teori peran tidak menolak adanya perbedaan diantara individu-individu dalam memainkan perannya dalam posisi sosial yang sama. Namun, yang ditekankan adalah determinasi sosial yang mempengaruhi munculnya perbedaan semacam itu.

Dalam menganalisis peran ganda guru, maka penulis menelaah dengan memakai teori harapan-harapan normatif (normative expectations). Untuk peran guru PAI tersebut maka pertama sekali perlu dibuat suatu perbedaan yang mendasar antara harapan factual atau “harapan prediktif” dan harapan yang dapat memberi pengarahan atau harapan-harapan moral (preskriptif). Pertama, berhubungan dengan apa yang sebenarnya  ingin dilakukan orang, dan kedua berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan orang. Berbicara tentang harapan-harapan factual yaitu keikutsertaan kita dalam kehidupan sosial tergantung pada kemampuan kita meramalkan bagaimana orang akan menanggapi tindakan kita, terlepas dari pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana mereka seharusnya menanggapinya. Sedangkan harapan-harapan yang memberi pengarahan (preskriptif) atau harapan-harapan moral dapat dinilai sebagai pasangan yang bersifat subjektif dari norma-norma sosial. Bila kita ingin menerima norma-norma sosial tertentu maka kita akan berharap bahwa tingkah laku orang lain yang berhubungan dengan kita juga akan sesuai dengan norma-norma itu dan kita juga menyadari bahwa orang-orang itu pun mengharapkan kita memenuhi norma-norma sosial. David Berry, Pokok-Pokok Fikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 66. Bandingkan dengan Philip Robinson, Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan, hlm. 190-191.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu 1) harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran dan 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Ibid, hlm.107. 

Peran ganda yang penulis maksud secara khususnya dalam tesis ini adalah peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat sesuai dengan perspektif yang penulis gunakan yaitu perspektif sosioedukatif. Dalam perspektif sosial, profesi guru merupakan profesi yang mulia dalam pandangan masyarakat sehingga asumsi masyarakat guru harus berperan di tengah masyarakat tersebut. Menurut penulis, secara ilmu keguruan dan kompetensi yang dipersyaratkan mendukung untuk itu.

Sedangkan dalam perspektif edukasi, karena guru memang lazimnya ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan semisal madrasah, bukan lembaga-lembaga lain sehingga menjadi guru itu tidak sembarangan, harus ada keahlian khusus dan syarat-syarat khusus dalam bidang keguruan. Karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat. Beberapa diantaranya harus memiliki bakat sebagai guru, harus memiliki keahlian sebagai guru, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan guru adalah seorang warga negara yang baik. 

Peran guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela selain di madrasah sebagai tuntutan profesi keguruannya, mereka juga mengambil andil di tengah masyarakat. Adams dan Dickey seperti dikutip Oemar Hamalik mengemukakan sesungguhnya peranan guru meliputi: guru sebagai pengajar (teacher as instructor), guru sebagai pembimbing (teacher as counsellor), guru sebagai ilmuwan (teacher as scientist) dan guru sebagai pribadi (teacher as person). Oemar Hamalik menambah menjadi guru sebagai penghubung (teacher as communicator), Guru sebagai pembaharu (teacher as modernisator dan sebagai agent modernization guru sebagai modernisator dan guru sebagai pembangun (teacher as contructor). Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , hlm. 124. Penjelasan dari pakar di atas, sesungguhnya peran guru bersifat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi, walaupun terkonsep dalam bahasa madrasah akan tetapi bisa juga di terapkan di tengah masyarakat.



Perspektif Sosioedukatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif sosioedukatif dalam memahami persoalan pendidikan yang fundamental. Penggunaan jasa sosiologi ini setidaknya dapat diperoleh gambaran bahwa realitas pendidikan itu tidak akan lepas dari realitas kehidupan luas masyarakat, madrasah tidak akan pernah lepas dari realitas “ibu kandung” nya yaitu masyarakat yang “melahirkan dan mendewasakan” madrasah terlebih madrasah yang berstatus swasta seperti madrasah yang menjadi locus penelitian ini. 

Dalam tesis ini, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan penulis menggunakan term sosioedukatif yaitu pertama, struktur penulisan atau struktur per-istilah-an. Dalam rangka mengimbangi istilah-istilah kekinian. Kedua, adanya hubungan yang sangat erat (interrelasi) antara madrasah dengan masyarakat. Ketiga, adanya sebuah keyakinan seiring bergulirnya era globalisasi saat ini, berbagai persoalan termasuk pendidikan sangat membutuhkan jasa para sosiolog atau setidaknya ilmu sosiologi dalam mengkaji perubahan baik perubahan dalam dunia pendidikan dan sosial yang terjadi selama ini. 

Pertama, secara struktur penulisan atau struktur per-istilah-an, dewasa ini banyak kajian menggunakan satu istilah untuk dua realitas (dalam hal ini penulis belum tahu pasti apakah kajian seperti ini implikasi dari dihidupkannya kembali wacana (discourse) tidak ada dikotomi dalam ilmu khususnya dari kacamata Islam) misalnya psikolinguistik, sosiolinguistik, sosiokultural dan lain sebagainya. Dari beberapa istilah tersebut penulis tertarik menggunakan istilah sosioedukatif (sosio kembali pada makna masyarakat dan istilah edukasi atau edukatif kembali pada pemaknaan pendidikan dengan segala prosesnya) untuk menyebut sociology of education atau dalam bahasa sekarang adalah sosiologi pendidikan. Ditinjau dari segi etimologinya istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Mengapa di dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis? Karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidikan dan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak dengan anak, pegawai dengan pendidik, pegawai dengan anak. Di dalam sosiologi pendidikan itu bukan saja terdapat sosiologi atau pendidikan, tetapi sosiologi dan pendidikan, yang merupakan suatu ilmu yang baru ialah kerjasama antara keduanya dengan menggunakan prinsip-prinsip sosiologi di dalam seluruh proses pendidikan meliputi metode, organisasi sekolah, evaluasi pelajaran dan kegiatan-kegiatannya. Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 15. Bahkan Abu Ahmadi dalam bukunya Sosiologi Pendidikan dengan alasan sederhana menyebut Sosiologi Pendidikan dengan istilah yang lebih simple dengan istilah sosiopaedagogika. Tidak bermaksud untuk mengatakan tidak setuju dengan istilah yang digunakan oleh Abu Ahmadi dan tidak bermaksud untuk mengungguli istilah yang penulis gunakan tetapi istilah sosiopaedagogika Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani “paedos”, yang berarti anak laki-laki dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Singkatnya pedagogic adalah ilmu mendidik anak. Lebih lengkapnya baca: Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik Ilmu Mendidik, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.1-4. tidak representatif untuk mewakili istilah pendidikan karena disamping paedagogic dikenal juga istilah andragogic. Menurut Knowles sebagaimana dikutip Hisyam Zaini dkk bahwa andragogi adalah the art and science of helping adult learn, yaitu seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara-cara membantu orang dewasa belajar. Hal itu berbeda dengan pedagogi (sebagaimana disebutkan di atas), yaitu sebagai the art and science of teaching children atau seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara mengajar anak. Lebih lengkapnya baca Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 6. Lihat juga, Bermawy Munthe dan Roni Ismail (Ed), Sukses di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD UIN Sunan Kalijaga, tt), hlm. 21. Disamping itu gambaran gejala sosial yang melekat dalam pendidikan itu tidak terlepas dari interaksi yang terbangun, dimana dalam madrasah itu terjadi interaksi edukatif dan di masyarakat dikenal dengan istilah interaksi sosial.

Bila merujuk pada sejarah memang ada dua bahkan tiga istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut sosiologi pendidikan yang kita kenal sekarang ini, yakni educational sociology, sociology of education dan R. J. Stalcup di dalam bukunya “Sociology and education” menambah dengan istilah “the social foundations of education”. Tetapi Prof. W. Taylor menyarankan untuk tetap menggunakan kedua istilah (educational sociology, sociology of education) tersebut, tapi dengan pengertian yang sedikit berbeda diantara satu dengan lainnya. Menurut Taylor, “educational sociology” tekanannya terletak pada pertanyaan-pertanyaan kependidikan dan sosial. Sedangkan “sociology of educational” tekanannya pada permasalahan-permasalahan sosiologis. Pembedanya mirip dengan apa yang dinyatakan oleh R. J. Stalcup di dalam bukunya “Sociology and education” dimana ia juga menggunakan istilah “the social foundations of education”. Definisi dari Stalcup mengenai ke tiga istilah dimaksud sebagaimana berikut: Educational sociology: merupakan aplikasi prinsip-prinsip umum dan penemuan-penemuan sosiologi bagi pengadministrasian dan atau proses pendidikan. Pendekatan ini berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada lembaga pendidikan sebagai suatu unit sosial tersendiri. Sedangkan Sociology of education merupakan suatu analisis terhadap proses-proses sosiologi yang berlangsung dalam lembaga pendidikan, tekanan dan wilayah telaahnya pada lembaga pendidikan itu sendiri. Social Foundation of Education merupakan suatu bidang telahan yang lazimnya mencakup sejarah, filsafat, sosiologi pendidikan dan pendidikan komparasi. Jelas bidang ini lebih luas baik dari sociology of education” maupun “educational sociology”. Sanafiah Faisal dan Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,tt), hlm. 39.

Dari ikhtisar gambaran kontribusi dari apa yang disebut educational sociology dan sociology of education, kiranya sociology of education lah yang lebih cocok digunakan. Dengan beberapa alasan. Pertama, Sosiologi Pendidikan tidaklah mencakup semua sosiologi artinya semua bahan sajian sosiologi yang diperuntukkan bagi calon-calon guru termasuk juga yang diberi nama educational sociology, tidaklah otomatis bisa disebut Sosiologi Pendidikan. Kedua, Sosiologi Pendidikan bukanlah suatu teknologi pendidikan. Ketiga, bila dinyatakan dalam formulasi yang positif, Sosiologi Pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses-proses  sosial yang berlangsung dalam sistem pendidikan. Asumsinya ialah pendidikan merupakan suatu kombinasi tindakan-tindakan sosial (social act) dan sosiologi melakukan analisis terhadap interaksi sosial. Analisis terhadap interaksi manusia dalam pendidikan, bisa mencakup keduanya, baik yang terjadi dalam pendidikan formal, maupun yang berlangsung dalam berbagai proses komunikasi informal yang memberikan fungsi pendidikan, juga diasumsikan, bahwa analisis-analisis yang dimaksudkan akan menuntun kepada pengembangan generalisasi ilmiah mengenai hubungan-hubungan antar manusia di dalam sistem pendidikan. Akhirnya sosiologi pendidikan yang memadai, haruslah menampilkan hipotesis-hipotesis yang nantinya akan menjadi bangunan teori guna diuji dalam penelitian. Ibid, hlm. 58.

Kedua, hal ini menarik bagi penulis karena sekolah merupakan lembaga sosial, dalam kedudukan seperti itu sekolah tidak sekedar merupakan lembaga yang berperan untuk mempersiapkan anak-anak mampu memasuki masyarakat dikemudian hari. Sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat, yang berhadapan juga dengan kondisi nyata yang terdapat di dalam masyarakat pada masa sekarang. Anak-anak yang bersekolah harus dibantu juga untuk mengenal masyarakat disekitarnya dengan berbagai perkembangannya yang akan menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu setiap sekolah harus peka terhadap perubahan perkembangan dan kemajuan masyarakat, agar dapat menjalankan peranannya sebagai lembaga yang bermanfaat dalam mengantarkan anak-anak untuk memasuki masyarakatnya. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 35. Adanya hubungan erat madrasah dengan masyarakat dimaksudkan untuk: (1) mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah, (2) menilai program madrasah, (3) mempersatukan orangtua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, (4) mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah dalam era globalisasi, (5) membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, (6) memberitahu masyarakat tentang pekerjaan madrasah, (7) mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah. Departemen Agama Islam, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 66.

Hubungan madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaatnya dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisifasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap madrasah.

Ketiga, berangkat dari sebuah keyakinan di atas bahwa adanya kebutuhan yang serius terhadap sosiolog atau setidaknya ilmu sosiologi dalam mengkaji perubahan baik perubahan dalam dunia pendidikan dan sosial yang terjadi selama ini. Hal ini sangat beralasan bila mengutip pendapat Horton dan Hunt, dewasa ini beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiolog (dua dari lima) adalah:

		Sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar



Sebagai pekerjaan sosial (social work).

Seiring dengan proses perubahan sosial yang terjadi, bisa dipastikan bahwa peran dan keterlibatan para sosiolog dalam berbagai sektor akan makin penting dan diperlukan. Karir dan pekerjaan apapun yang dimasuki oleh sosiolog niscaya akan bisa dilalui dan dikerjakan dengan sukses karena ilmu yang dipelajari akan sangat membantu mereka untuk memahami peran yang bermacam-macam itu dengan wawasan yang lebih luas. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana para sosiolog terus berusaha meningkatkan kualitasnya dan berusaha memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dengan sebaik-baiknya. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (Ed), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.12. Contoh kecil yang penulis bisa paparkan adalah persoalan kurikulum yang menuntut pembacaan kita (orang-orang pendidikan) terhadap kebutuhan masyarakat, dan hal ini akan bisa efektif bila melibatkan sosiolog atau setidaknya menerapkan disiplin ilmu sosiologi.

Oleh karena itu, perspektif sosioedukatif ini penting dalam rangka mencermati peranan guru di madrasah dan aktifitas mereka di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sangat beralasan karena sosiologi pendidikan atau sosioedukatif  itu sendiri bertujuan, yakni: a) sebagai analisis proses sosialisasi yang berarti sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat atau cara individu memperoleh pengalamannya. b) sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, dimana yang menjadi focus penelitian adalah fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat, serta analisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek dalam masyarakat. c) sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat yang mengusahakan sebuah analisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang dalam dengan luar sekolah. d) sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, dengan meletakkan pendidikan itu sendiri sebagai parameter sekaligus motor kemajuan masyarakat sosial. e) sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan dengan melibatkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia dalam upaya mencapai suatu filsafat pendidikan. f) sebagai sosiologi terapan dengan menggabungkan unsur-unsur dalam bidang sosiologi dan ilmu pendidikan ke dalam sebuah disiplin ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada seluruh proses pendidikan. g) sebagai latihan bagi petugas pendidikan untuk memahami hubungan antar manusia dalam sekolah dan struktur masyarakat tempat sekolah tersebut berada. Lihat: S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, hlm. 2-4. Guru menjadi ujung tombak dalam pendidikan (pembelajaran) di madrasah dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Untuk melakukan perubahan sosial (amar ma’ruf nahi munkar), maka guru PAI harus memposisikan diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau tokoh yang berperan sebagai “shaper of a new society, transformation leader, change agent, architect of the new sosial order” yakni membentuk masyarakat baru, pemimpin dan pembimbing serta pengarah transformasi, agen perubahan, serta arsitek dari tatanan sosial yang baru selaras dengan nilai-nilai Ilahi. Agar perannya itu menjadi lebih efektif, maka ia harus menjadi aktifis sosial atau Da’i yang senantiasa mengajak orang lain tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan atau petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf dan mencegah meraka dari yang munkar. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 53. 

Akhirnya, menurut hemat penulis, dengan menggunakan perspektif sosioedukatif ini setidaknya dipahami kembali, guru itu merupakan manusia yang memiliki dimensi individualistik-sosialistik yang tidak lepas dari corak kehidupannya sehari-hari di tengah masyarakat, guru merupakan anggota masyarakat intelek yang mempunyai kemampuan merespon perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, madrasah terbangun dari “tulang rusuk” masyarakat, dan merupakan sub sistem masyarakat serta madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang dibutuhkan masyarakat. 



Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian analisis deskriptif kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Lexy Moleong bahwa penelitian jenis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6. Dari jenis penelitian yang digunakan diharapkan dapat mendeskripsikan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yang mengambil locus penelitian di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif bagaimana peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI)  An-Najah Sesela di madrasah dan masyarakat. 



Lokasi penelitian 

Penelitian ini  mengambil locus di Madrasah Ibtidaiyah (MI)  An-Najah Sesela Lombok Barat. MI An-Najah Sesela menjadi locus penelitian dengan pertimbangan bahwa madrasah tersebut bernaung di bawah yayasan pondok pesantren Al-Halimy yang memiliki berbagai lembaga pendidikan. Disamping itu, karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka lebih mudah bagi penulis melakukan interview dengan para informan (interviewee). 



Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan triangulasi.

		Wawancara (Interview)



Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ibid, hlm. 186. Atau sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhan Bungin wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang lain yang diwawancarai (interviewee). Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variam Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semiterstruktur (semistructure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Informan ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau dengan pertimbangan memiliki jabatan atau wewenang sehingga memudahkan penulis menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan pertimbangan tersebut, maka informan yang ditentukan oleh penulis adalah guru PAI, kepala madrasah, tenaga kependidikan dan para murid, sedangkan informan di masyarakat adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk di dalamnya adalah ketua yayasan, pendiri asrama dan pengurusnya, ketua panti asuhan, ketua remaja dan remaja setempat.

		Pengamatan (observation)



Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.   Supardi, Metodologi Penelitian, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), hlm. 88. Pendapat lain menyebutkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Observasi secara langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaanya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.  Yatim Priyatno, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2001), hlm. 96.

Dengan menggunakan metode observasi ini, penulis mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat. Hal-hal yang diobservasi terkait dengan tempat (place) atau tempat berlangsungnya peran ganda guru PAI yaitu di madrasah dan masyarakat, berikutnya terkait dengan pelaku (actor) yang menjalankan peran ganda dalam hal ini adalah guru PAI itu sendiri, terakhir terkait dengan aktifitas (activity) atau kegiatan dalam hal ini adalah peran apa yang dilakukan oleh guru PAI di madrasah dan masyarakat.

		Dokumentasi



Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu. Tehnik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan atau data berupa sumber informasi tertulis penting lainnya yang dapat memberikan kelengkapan dalam laporan penelitian. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, struktur organisasi panti asuhan (PA), asrama Anwarul Halimy dan Ahmad Sanusi, jumlah guru dan siswa, sarana prasarana, proses pembelajaran dan data-data lainnya yang terkait dengan data-data tertulis.

		Triangulasi



Dalam metode pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Melihat kenyataan yang ada di lapangan, penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 330. Dengan metode triangulasi ini, penulis sering melakukan cek ulang (re-cek) atas informasi yang diberikan oleh guru PAI ke lapangan.  



Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 248. 

Dari definisi di atas, metode analisis data dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga diperoleh penjelasan yang valid dan komprehensif (mencakup semua tanpa ada yang tertinggal). Metode analisa yang digunakan adalah analisis induktif yaitu suatu proses pemahaman yang didasarkan pada informasi atau data dan fakta dari lapangan dan kemudian mencoba mensintesiskannya ke dalam beberapa kategori atau mencocokkannya dengan teori yang ada. M. Toha Anggoro dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 6.18. Dengan demikian, data yang terhimpun dibahas, ditafsirkan dan terkumpul secara induktif sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang terjadi.

Penulis menggunakan metode tersebut dengan tujuan untuk mengelola data-data empiris dari observasi, interview dan dokumentasi kemudian dikombinasikan dengan landasan teori yang ada sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Sedangkan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Data display

Mendisplai data adalah menyajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

Conclusion drawing

Setelah mendapatkan data yang sudah direduksi dan didisplai maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka berikut disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab satu sebagai bab pendahuluan (awal) yang berisi latar belakang masalah yang diangkat dengan mengungkap alasan-alasan akademis-ilmiah, rumusan masalah yang harus dijawab berikut dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian, kajian pustaka untuk menjaga ke-orisinil-an, kerangka teori yakni teori-teori yang dipakai sekaligus yang diuji dalam penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan sebagai acuan dalam mendeskripsikan alur penulisan. 

Bab dua merupakan bab kajian teori yakni yang memuat teori-teori seputar peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat. Kajian teori diawali dari peran ganda guru PAI madrasah yang dirinci (break down) dari pengertian peran ganda itu sendiri dan selanjutnya  mengungkap apa saja peran guru PAI di madrasah dan masyarakat berikut dengan interaksi yang dibangun, ditambah dengan problematika PAI yang menjadi alasan dasar yang menjadikan guru PAI sebagai subjek penelitian. Kajian teori berikutnya adalah makna peran ganda dalam perspektif sosioedukatif yakni dilihat dari rekatnya interelasi madrasah dengan masyarakat, dimensi individualistik-sosialistik guru madrasah dan profesi guru adalah calling profesio untuk madrasah dan masyarakat.

Bab tiga memuat seputar setting penelitian yang mendeskripsikan secara holistic letak geografis, sejarah madrasah, visi misi dan tujuan madrasah, keadaan guru, karyawan dan murid, sarana dan prasarana, struktur organisasi madrasah dan terakhir adalah gambaran keadaan masyarakat sekitar madrasah. 

Bab empat pembahasan dan analisis yang memuat hasil temuan di lapangan kemudian di analisis. Dalam hal ini data-data yang terkumpul di analisis dengan tiga kategori yakni kategori senioritas-yunioritas, kategori keluarga tuan guru dengan bukan keluarga tuan guru dan kategori jenis kelamin (gender) baik di madrasah maupun di masyarakat.

Bab lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil temuan di lapangan dan saran-saran yang memuat rekomendasi terkait dengan kendala-kendala di lapangan.
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BAB IV

PERAN GANDA GURU PAI MI AN-NAJAH SESELA 

(Perspektif Sosioedukatif )



Peran Ganda Guru PAI di Madrasah dan Masyarakat



Guru merupakan figur sentral di madrasah bagi para muridnya, demikian pula di tengah masyarakat. Peran guru dalam bentuk tindakan konkrit sangat diharapkan tidak hanya oleh madrasah tetapi juga oleh masyarakat. Peran ganda guru PAI baik di madrasah maupun di masyarakat termasuk pula relevansi dan kendala yang dihadapi dikategorisasikan menurut tingkat senioritas-yunioritas, kategorisasi berdasarkan keluarga tuan guru dengan bukan keluarga tuan guru dan kategorisasi menurut jenis kelamin (gender).

Peran Ganda Guru PAI Senior-Yunior



Dalam tulisan ini, standarisasi tingkat senioritas-yunioritas guru PAI yang ada di Madrasah Ibtidayah (MI) An-Najah menggunakan standar usia. Dari 12 (dua belas) orang yang menjadi guru PAI dapat dibedakan sesuai dengan kategorisasi yang digunakan di atas yaitu senioritas dan yunioritas. Peran guru dalam kategorisasi ini terlihat posisi yang diemban akan sangat berbeda antara posisi guru PAI senior dengan guru PAI yunior. Pada bagian kategorisasi ini terjadi semacam pergeseran bila menyentuh pada perannya di tengah masyarakat, karena standarisasi berbeda dan akan membengkak bila masyarakat menjadi standar tersebut. Bila standar  itu berubah dan memang pasti berubah, secara otomatis peran yang dijalani oleh guru juga akan berubah.

Pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela seperti diungkap pada bab sebelumnya bahwa keseluruhan guru PAI berjumlah 12 (dua belas) orang. Dari jumlah tersebut bila dibagi menurut kategorisasi senioritas-yunioritas terdapat masing-masing enam (6) guru PAI senior dan enam (6) guru PAI yunior. Salah satu standar untuk melihat tingkatan tersebut adalah dari tahun kelahiran (usia), kelahiran sebelum tahun 1980 dimasukkan ke dalam kategorisasi guru PAI senior, sedangkan kelahiran di atas tahun 1980 termasuk ke dalam kategorisasi guru PAI yunior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 8 Disarikan dari dokumentasi data guru.

Kategorisasi Guru PAI berdasarkan Senioritas-Yunioritas



NO

Nama 

TTL

Pendidikan Terakhir

Kategori

ket







Jenj

Jur

Fakl

Alumni

Lulus

S

Y



1

Tirmizi

Sesela, 1972

S1

PAI

Tarb

IAIN

2009

√



Selesai S1 

2

Pauziah

Bajur, 1979

D2

PGMI

Tarb

IAIN

2004

√



Proses S1

3

		Sanusi



Sesela, 1969

S1

PAI

Tarb

STIT

2009

√





4

		Fikri



Sesela, 1974

S1

PAI

-

STIT

2009

√



Selesai S1

5

M. Husni

Sesela, 1974

MA

PAI

-

Najah

1993

√



Proses S1

6

Hj. Kartini

Sesela, 1976

S1

IPS

-

IKIP

1998

√



Selesai S1

7

Muharrar

Sesela, 1983

D2

PGPAI

Tarb

IAIN

2007



√

Proses S1

8

Burhanudin 

Sesela, 1985

S1

PAI

Tarb

IAIN

2005



√



9

Siti Maryam

Sesela, 1987

MA

PAI

-

STIT

2007



√

Proses S1

10

Nurhidayah

Sesela, 1986

MA

IPS

-

Najah

2009



√

Proses S1

11

		Haolani



Sesela, 1983

S1

Dakwah

KI

IAIN

2009



√



12

Siti Masitah

Sesela, 1986

S1

PAI

Tarb

IAIN

2009



√





Dari data guru PAI di atas, penulis mengakui bahwa telah terjadi evolusi jenjang pendidikan yang dilakukan oleh para guru PAI dari jenjang MA sampai S1. Bila mengacu pada data primer maka akan ditemukan belum di up date ulang dari apa yang seharusnya jenjang pendidikan yang ditempuh dan gelar yang diperoleh oleh para guru PAI, sehingga penulis harus memberi “catatan kecil” terkait dengan adanya evolusi jenjang pendidikan tersebut. Ahmad Sanusi salah satu guru PAI senior menjelaskan bahwa banyak dari rekan guru yang melanjutkan pendidikan (kuliah) mereka diberbagai kampus swasta termasuk di kampus Qomarul Huda cabang Al-Halimy dan STIT Al-Aziziyah Kapek. Lebih lanjut dikatakan, bahkan sebelum dibuka kedua kampus tersebut, banyak yang melanjutkan ke kampus STIT Nurul Hakim Kediri. Wawancara, A. Sanusi guru PAI senior, hari Senin tanggal 21 Februari 2011. Bila dilihat dari tabel delapan, A. Sanusi termasuk alumnus STIT Nurul Hakim Kediri.

Kategorisasi senioritas-yunioritas bila diambil acuan dari tahun kelahiran (usia) maka tidak ada masalah yang signifikan tetapi bila dilihat dari tahun lulus pendidikan terakhir (S1) maka berbenturan dengan acuan senioritas-yunioritas menurut klasifikasi penulis, akan tetapi benturan tersebut tidak sampai pada perombakan kategorisasi ini. Menurut hemat penulis, terlepas dari tingkat senioritas-yunioritas menurut kelahiran (usia) dan tahun lulus pendidikan terakhir, para guru (PAI) Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela lebih mengedepankan pendidikan tinggi non-formal dan menomorduakan pendidikan tinggi formal dan itu cukup mengantarkan mereka menjadi guru (PAI) di madrasah tersebut.

Guru PAI Senior di Madrasah

Guru PAI senior biasanya menjalankan peran yang lebih signifikan dibandingkan dengan guru yang lain (yunior). Selain memiliki jam mengajar yang lebih banyak juga memiliki posisi yang lebih strategis, yakni posisi-posisi yang sekiranya dianggap belum saatnya bagi guru lain (yunior) mendudukinya. Bila posisi itu diserahkan kepada yang belum saatnya (yunior) tersebut, dikhawatirkan akan semakin banyak terjadi kelemahan-kelemahan. إذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخارى) (bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah saat-saat kehancuran), (H.R Muslim). 

Alasan senioritasnya pula, banyak peran ganda yang dijalani oleh seorang guru  PAI, selain mengajar bidang PAI (Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI) para guru PAI juga mengajar mata pelajaran di luar ke-PAI-an seperti: Matematika (MTK), Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, IPA, Mulok, Penjas dan Praktik Shalat. Dari mata pelajaran umum yang diajarkan oleh guru PAI senior (sangat kontras dengan mata pelajaran umum yang diajarkan oleh guru PAI yunior) yang lebih mengarah kepada mata pelajaran umum yang dianggap asing dalam dunia pendidikan Islam (madrasah). Peran ganda secara periodik juga dijalani oleh guru PAI seperti: sebagai koordinator TU/Ketua TU, Guru Kelas, Wali Kelas, Koordinator keuangan/bendahara, Koordinator urusan humas dan kesiswaan. Bila dilihat dari berbagai peran yang dijalani oleh guru senior, maka berbanding terbalik dengan guru yunior, penulis sanksikan akan terjadi penghormatan yang berlebihan pada senior yang justru akan menimbulkan dua macam kelemahan sebagaimana disebutkan oleh Mujamil Qomar: pertama, kalangan senior tidak merasa tertantang sehingga kreativitasnya tidak terbangkitkan sama sekali; kedua, kalangan yunior merasa ide, kreativitas, gagasan dan inisiatifnya terbelenggu, sehingga harus merasa pesimis dalam menghadapi tantangan-tantangan lembaga pendidikan di masa depan yang semakin kompleks dan multidimensi. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 82.

		GPAI Tirmizi



GPAI Tirmizi adalah salah satu GPAI paling senior (secara pengalaman) yang mengajar PAI (fiqih) di kelas satu (I) Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Selain mengajar PAI (fiqih), GPAI Tirmizi juga mengajar mata pelajaran umum seperti MTK. Saat dimintai keterangan tentang banyaknya mata pelajaran yang diajarkan, GPAI Tirmizi menjelaskan bahwa:

Mata pelajaran yang diajarkan baik mata pelajaran agama (fiqih) dan umum (MTK) lebih dipengaruhi oleh status menjadi guru kelas di kelas rendah. Karena ditunjuk menjadi wali kelas dan guru kelas maka mata pelajaran yang diajarkan tidak sebatas mata pelajaran agama Islam saja, melainkan juga mata pelajaran umum. Wawancara, ustaz Tirmizi GPAI, tanggal 23 Februari 2011.



Sebagai GPAI paling senior GPAI Tirmizi memiliki banyak pengalaman termasuk pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah selama dua periode (1998-2008). Dengan pertimbangan pengalaman yang dimiliki tersebut, Jalaluddin Kepala Madrasah memberikan kepercayaan sebagai ketua TU madrasah. Wawancara, Jalaluddin Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI), hari Kamis tanggal 24 Februari 2011. Pernyataan Jalaluddin Kepala Madrasah di atas didukung oleh hasil Observasi daftar guru terlihat bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela tidak memakai jasa TU secara khusus melainkan guru merangkap sebagai TU, 16 Pebruari 2011. Selang beberapa hari setelah penulis di Madrasah, tidak tahu persis apakah sebuah kebetulan atau sebelumnya sudah direncanakan, satu tenaga baru didatangkan sebagai tenaga khusus TU. Dalam hal ini GPAI Tirmizi membenarkan perihal penunjukkan dirinya sebagai ketua TU, dengan menjelaskan bahwa:

Peran baru yang sekarang digelutinya atas permintaan kepala madrasah dan didukung oleh para guru lainnya, walaupun diakui sebenarnya tidak menginginkan peran tersebut dengan alasan memberikan kesempatan kepada guru-guru yang lain, tapi di sisi lain permintaan tersebut juga sulit untuk ditolaknya dengan pertimbangan menghargai permintaan kepala madrasah dan para rekan guru lainnya. Wawancara, ustaz Tirmizi GPAI dan Ketua TU, hari Kamis tanggal 23 Februari 2011.



Saat penelitian ini dilakukan, jabatan ketua TU dijalaninya sebagaimana tugas TU-TU di berbagai madrasah lainnya, yaitu membuat berbagai macam laporan serta pertanggungjawabannya, membuat jadwal pelajaran, membuat daftar hadir (absen), bahkan saat penerimaan siswa baru (PSB) sekalipun tetap dilibatkan.

		GPAI Pauziah



Guru PAI senior lainnya adalah Pauziah. Guru PAI ini memiliki posisi yang strategis yaitu sebagai guru kelas. Dengan posisi yang dijalaninya tersebut GPAI Pauziah mengajar mata pelajaran Aqidah Akhlak dan mata pelajaran umum yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Mulok di kelas empat (IV). Selain mengajar berbagai mata pelajaran tersebut di atas, GPAI Pauziah juga menjabat sebagai koordinator keuangan atau Bendahara. Sebagai Koordinator Keuangan/Bendahara, GPAI yang berstatus Pegawai Negeri (PN) ini menjelaskan salah satu perannya yaitu memanagemen keuangan madrasah termasuk di dalamnya sirkulasi keuangan madrasah. Disamping itu, alumnus An-Najah yang berasal dari luar desa Sesela ini juga menjelaskan bahwa selain mengelola keuangan madrasah ditambah juga dengan mengelola tabungan anak-anak. Wawancara, ustazah Pauziah GPAI dan Koordinator Keuangan atau Bendahara, tanggal 28 Februari 2011.

		GPAI Ahmad Sanusi



Guru PAI senior lainnya adalah Ahmad Sanusi, sama seperti GPAI Tirmizi dan GPAI Pauziah menjadi wali kelas sekaligus guru kelas. Mata pelajaran agama yang diajarkan adalah Aqidah Akhlak, sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan adalah Bahasa Indonesia, PPKn, IPS dan  Mulok di kelas tiga (IIIb). Selain sebagai wali kelas dan guru kelas dengan segudang mata pelajaran yang diajarkan, GPAI Ahmad Sanusi juga sebagai koordinator urusan kesiswaan. Sebagai koordinator urusan kesiswaan, sebagaimana koordinator urusan kesiswaan di madrasah lain, tentunya mengurus siswa-siswa yang ada di madrasah tersebut merupakan suatu kewajiban koordinator yang dijalankan. Guru PAI (Aqidak Akhlak) di kelas rendah/kelas tiga (IIIB), GPAI Ahmad Sanusi menjelaskan:

Salah satu kewajiban sebagai koordinator urusan siswa adalah memantau para siswa di madrasah setiap hari, setiap pagi memonitoring kegiatan siswa yakni baris berbaris yang dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek di depan kelas. Dalam kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan yang dibuat oleh kepala madrasah. Disamping itu juga, bila ada urusan-urusan dengan siswa baik itu bernilai baik atau buruk selaku koordinator selalu dilibatkan oleh kepala madrasah. Wawancara, A. Sanusi guru PAI senior dan koordinator urusan siswa, hari Senin tanggal 21 Februari 2011. 



Sepanjang penelitian ini dilakukan, memang kegiatan pagi tetap diadakan tetapi tidak dimonopoli atau diawasi oleh koordinator kesiswaan saja, melainkan dijadwalkan bersama guru-guru lainnya. Akan tetapi, kegiatan pagi lebih banyak diawasi langsung oleh kepala madrasah.

		GPAI Ahmad Fikri



Berbeda dengan guru-guru PAI di atas, GPAI Ahmad Fikri tidak terikat sebagai guru kelas, wali kelas atau pun bagian koordinator. Guru PAI senior ini mengajar mata pelajaran agama Islam (PAI) yaitu SKI di kelas empat (IV) dan kelas lima (Vb), sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan adalah PPKn, Penjas di kelas empat (IV), kelas lima (Vb) dan kelas enam (VI).

		GPAI M. Husni



GPAI M. Husni merupakan guru PAI senior yang selalu istiqomah memakai peci ini mengajarkan mata pelajaran agama Islam (PAI) Qur’an Hadits dan Fiqih di kelas empat (IV), kelas lima (Vb), kelas enam (VI), Praktik shalat dan SKI di kelas enam (VI). Selain berbagai macam pelajaran yang diajarkan tersebut, GPAI Husni juga sebagai koordinator urusan hubungan dengan masyarakat (Humas).

Hal ini dilakukan untuk menjaga kontinuitas madrasah di tengah masyarakat dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya tentunya harus terjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat. Banyak madrasah yang tidak mendapat apresiasi masyarakat cenderung tidak mendapat banyak murid karena masyarakat lebih memilih sekolah umum sebagai tempat belajar para putera-puterinya. Mengantisipasi hal tersebut, Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela membangun koordinasi urusan hubungan dengan masyarakat dan memilih koordinator yang tepat. M. Husni guru pendidikan agam Islam (PAI) Qur’an Hadits dan Fiqih, dipercayai sebagai koordinator humas karena guru PAI yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam (PAI) Qur’an Hadits dan Fiqih di kelas tinggi (kelas empat (IV), kelas lima (VB) dan kelas enam (VI)) dan praktik shalat serta sebagai koordinator urusan Humas, M. Husni menjelaskan harus membangun kerjasama dengan masyarakat yang sebelumnya harus diketahui komite madrasah, misalnya dalam penerimaan siswa baru (PSB), koordinator yang mengkoordinir apa saja yang menjadi kebutuhan termasuk kerjasama dengan ketua komite madrasah dan selanjutnya disosialisasikan dengan masyarakat setempat. Wawancara, M. Husni guru PAI dan Humas, hari Rabu tanggal 23 Februari 2011. Jumlah murid yang dibilang banyak saat ini menunjukkan kinerja sebagai humas yang bisa diperhitungkan.

		GPAI Hj. Kartini.



Guru PAI senior yang satu-satunya berstatus Hajjah (Hj) adalah GPAI Hj. Kartini. Guru kelas ini mengajar mata pelajaran agama Qur’an Hadits di kelas satu (I), sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan adalah Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS dan Penjas.

Dari data lapangan di atas, terlihat banyak guru PAI yang mengajar diberbagai kelas baik kelas rendah maupun kelas tinggi, mata pelajaran PAI pun diajarkan oleh banyak GPAI sehingga dikhawatirkan hal tersebut tidak bisa dipahami oleh pihak luar (pembaca). Disamping itu, banyak peran-peran tambahan yang bersifat periodik, hal ini juga dikhawatirkan peran-peran yang dijalani tidak maksimal. Oleh karena itu, penulis mencoba memverifikasi peran-peran yang dijalani oleh guru PAI di atas menjadi guru PAI murni, guru kelas dan wali kelas, hal ini dilakukan untuk lebih mudah dipahami.

		Guru PAI Murni



Guru PAI murni yang penulis maksud di sini adalah guru yang mengajar PAI dan tidak terikat dengan posisi lainnya semisal menjadi guru kelas dan wali kelas serta tidak mengajar PAI karena alasan posisi tersebut. Walaupun guru PAI tersebut tidak ditunjuk sebagai guru kelas dan wali kelas, tetapi guru tersebut tetap mengajar mata pelajaran di luar ke-PAI-an seperti yang dijalankan oleh GPAI Ahmad Fikri. Dia mengajar mata pelajaran PPKn dan Penjaskes. Sama halnya dengan GPAI Ahmad Fikri, GPAI Husni juga tidak terikat dengan statusnya menjadi guru kelas dan wali kelas tetapi dia tetap mengajar pendidikan agama Islam (PAI) Qur’an Hadits, Fiqih dan SKI ditambah dengan mata pelajaran praktik shalat.

		Guru Kelas 



Guru kelas yang penulis maksud di sini adalah guru yang ditunjuk sebagai  guru yang mengajarkan beberapa mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, IPA, Mulok, Penjas dan Praktik shalat termasuk juga mata pelajaran PAI. Sistem guru kelas ini berlaku di kelas rendah dan merupakan regulasi yang sudah disepakati. Guru kelas di kelas rendah ini diemban oleh GPAI Tirmizi, GPAI Hj. Kartini, GPAI Pauziah dan GPAI Ahmad Sanusi.

Wali kelas 

Sebenarnya menjadi wali kelas di kelas rendah tidak berdampak pada perannya sebagai pengajar mata pelajaran PAI bahkan tidak hanya di kelas rendah saja melainkan juga di kelas tinggi. Bila lebih teliti, menjadi wali kelas selalu bersanding dengan posisinya menjadi guru kelas di kelas rendah sehingga yang mengharuskan guru tersebut mengajarkan PAI hanya karena statusnya menjadi guru kelas bukan wali kelas.

Bentuk peran ganda guru PAI juga dapat diidentifikasi dengan ditunjuknya menjadi koordinator yang bersifat periodik, yaitu GPAI Ahmad Sanusi sebagai koordinator urusan kesiswaan, GPAI M. Husni sebagai koordinator urusan humas (hubungan dengan masyarakat), GPAI Pauziah sebagai koordinator Keuangan/Bendahara dan GPAI Tirmizi sebagai koordinator TU/Ketua TU.

Guru PAI Yunior di Madrasah

Guru PAI yunior sebenarnya juga memiliki peran yang penting bahkan bila dilihat dari perannya sebagai guru PAI di dalam kelas tidak jauh berbeda dengan peran guru PAI senior di atas yakni selain mengajar PAI (Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI) mereka juga mengajar mata pelajaran yang lain seperti KTK, Qira’at, Penjaskes, Mulok, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, kaligrafi dan praktik shalat. Guru PAI senior dengan guru PAI yunior memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya sama-sama menjalankan peran ganda dengan mengajarkan mata pelajaran PAI disamping mengajarkan pelajaran umum. Sedangkan perbedaannya adalah jumlah jam pelajaran dan mata pelajaran umum (di luar ke-PAI-an) yang diajarkan yaitu Matematika (MTK), Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, IPA, Mulok, Penjas dan Praktik Shalat untuk guru PAI senior, sedangkan KTK, Qira’at, Penjaskes, Mulok, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Kaligrafi dan Praktik shalat untuk guru PAI yunior. Dari perbandingan mata pelajaran yang diajarkan di luar ke-PAI-an menunjukkan bahwa mata pelajaran umum untuk guru PAI senior lebih terlihat sophisticated.

Selain itu, perbedaan yang paling mencolok dari kategorisasi senioritas-yunioritas secara periodik adalah banyak peran yang bersifat strategis lebih dipercayakan kepada guru PAI senior dibanding dengan guru PAI yunior. Dominasi senior atas yunior tidak berarti semua peran strategis dijalankan oleh senior tanpa melibatkan yunior. Satu contoh sederhana tetapi menarik untuk dikaji guru PAI yunior yang memiliki peran sebagai seksi perlengkapan, contoh sederhana ini akan lebih menarik bila dibahas dengan kategorisasi keluarga tuan guru dengan bukan keluarga tuan guru. 

Untuk lebih mudah dipahami tentang peran ganda guru PAI di atas, sama halnya dengan kategorisasi peran berdasarkan senioritas, maka perlu juga dilakukan pembagian peran berdasarkan yunioritas. Untuk lebih jelasnya, berikut guru-guru PAI dan perannya di madrasah.



		GPAI Muharrar



Muharrar merupakan salah satu guru PAI yunior yang mengajar mata pelajaran agama Islam (PAI) Aqidah Akhlak di kelas empat (IV), kelas lima (Vb) dan kelas enam (VI). Selain mengajar pendidikan agama, GPAI Muharrar juga mengajar mata pelajaran umum seperti IPS dan Mulok di kelas lima (Vb). Kesibukan lainnya adalah sebagai wali kelas empat (IVb). Saat penelitian ini dilakukan, GPAI Muharrar masih melanjutkan studinya di kampus Qomarul Huda Sesela.

		GPAI Burhanuddin



Guru PAI lainnya adalah GPAI Burhanuddin yang mangajar mata pelajaran agama dan umum. Mata pelajaran agama yang diajarkan adalah Fiqih, Qur’an Hadits dan SKI di kelas tiga (IIIb), sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan adalah Qira’at dan Penjas. Selain mengajar berbagai mata pelajaran di atas karena sebagai guru kelas, GPAI Burhanuddin juga sebagai koordinator perlengkapan. Dalam menjalankan perannya sebagai koordinator perlengkapan, GPAI Burhanuddin menyiapkan berbagai keperluan terkait dengan acara madrasah termasuk di dalamnya sewaktu diadakan rapat.

		GPAI Siti Maryam



Guru PAI yunior ini termasuk mengajarkan mata pelajaran yang cukup banyak yaitu keempat mata pelajaran PAI (Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI). Hal ini dijalaninya karena statusnya sebagai guru kelas di kelas tiga (IIIa).





		GPAI Nurhidayah



Tidak berbeda dengan GPAI lainnya, GPAI Nurhidayah juga memiliki jam mengajar yang cukup banyak. Mata pelajaran agama yang diajarkan adalah Qur’an Hadits, Fiqih dan Aqidah Akhlak di kelas lima (V) atau kelas tinggi.

		GPAI Ahmad Haolani



Ahmad Haolani adalah guru PAI lulusan fakultas dakwah. Kendati demikian, banyak mata pelajaran yang diajarkan baik mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum, bahkan mata pelajaran umum yang diajarkan memiliki porsi yang lebih banyak. Mata pelajaran PAI yang diajarkan adalah SKI di kelas lima (Va), sedangkan mata pelajaran umum yang diajarkan adalah Bahasa Arab di kelas empat (IV), kelas lima (Vb) dan kelas enam (VI), kaligrafi di kelas lima (Vb), dan Bahasa Inggris di kelas enam (VI).

		GPAI Siti Masitah



Guru PAI yunior terakhir adalah GPAI Siti Masitah. Sarjana Pendidikan Islam ini mengajar mata pelajaran Fiqih, Qur’an Hadits di kelas dua (II), mata pelajaran praktik shalat di kelas empat (IV) dan kelas lima (Vb). GPAI Siti Masitah merupakan guru baru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela terkait statusnya menjadi isteri salah satu sorohan tuan guru yang memiliki jasa pendirian madrasah tersebut.

Dari data lapangan di atas, terlihat banyak GPAI yang mengajar diberbagai kelas baik kelas rendah maupun kelas tinggi, mata pelajaran PAI pun diajarkan oleh banyak GPAI sehingga dikhawatirkan hal tersebut tidak bisa dipahami oleh pihak luar (pembaca). Oleh karena itu, penulis mencoba memverifikasi peran-peran yang dijalani oleh para GPAI di atas menjadi guru PAI murni, guru mata pelajaran, guru kelas dan wali kelas.

		Guru PAI murni



Guru PAI murni yang penulis maksud di sini adalah guru yang mengajar PAI dan tidak terikat dengan posisi lainnya semisal menjadi guru kelas dan wali kelas serta tidak mengajar PAI karena alasan posisi tersebut. Walaupun guru PAI (SKI) tersebut tidak ditunjuk sebagai guru kelas dan wali kelas, tetapi guru tersebut tetap mengajar mata pelajaran di luar ke-PAI-an seperti yang terjadi pada GPAI Ahmad Haolani. Beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Kaligrafi. Waktu dimintai keterangannya terkait hal tersebut, Ahmad Haolani menjelaskan:

Sebenarnya mata pelajaran utama yang diajarkan adalah mata pelajaran bahasa Arab, sedangkan terkait dengan mata pelajaran yang lain itu sifatnya menyesuaikan dalam arti kesepakatan dengan para guru lainnya dalam rapat. Lebih lanjut Ahmad Haolani menjelaskan bahwa terkait dengan mata pelajaran PAI SKI yang diajarkan di kelas tinggi (kelas lima) karena dikenal sebagai salah satu tenaga pengajar di pondok khusus yang mengajar sejarah. Wawancara, Ahmad Haolani guru PAI SKI, hari Selasa tanggal 28 Februari 2011.



		Guru Mata Pelajaran



Guru PAI yunior juga berperan menjadi guru mata pelajaran sehingga mata pelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran PAI saja. GPAI Nurhidayah adalah guru yang termasuk dalam kategori tersebut, mengajar mata pelajaran agama Islam (Fiqih, Aqidah Akhlak dan Qur’an Hadits) di kelas tinggi (kelas lima). Saat dimintai keterangan terkait hal tersebut, Nurhidayah menjelaskan bahwa selain mengajar di madrasah, saat ini masih aktif sebagai mahasiswa salah satu kampus di Mataram jurusan PAI. Untuk menyesuaikan waktu di madrasah dengan di kampus, Nurhidayah menuturkan, sengaja mengambil jadwal pada hari Ahad, sehingga pada hari Ahad jadwal mengajar sangat padat dari pagi sampai siang. Wawancara, Nurhidayah guru PAI Fiqih, Aqidah Akhlak dan Qur’an Hadits, hari Ahad tanggal 27 Februari 2011.

Dari penjelasan di atas, guru PAI tersebut tidak memiliki kedudukan menjadi wali kelas atau pun guru kelas yang harus masuk setiap hari. Berbeda dengan penjelasan di atas dengan hasil pendataan guru diidentifikasi tercatat sebagai guru kelas. Lihat dokumentasi pendataan guru dan bandingkan dengan jadwal pelajaran. Menurut hemat penulis, ini menunjukkan kekeliruan pendataan, karena tidak mungkin guru yang masih berstatus menjadi mahasiswa dan hanya mengajar pada hari Ahad menjadi guru kelas.

		Guru kelas



Ada keragaman peran yang dijalankan oleh guru PAI yunior selain mengajar di kelas tinggi ada juga yang mengajar di kelas rendah, ini dapat diketahui dari perannya sebagai guru kelas yang mengajar di kelas rendah (kelas tiga). Karena menjadi guru kelas maka mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya mata pelajaran PAI (Fiqih, SKI dan Qur’an Hadits) tetapi ada juga mata pelajaran lainnya seperti, Qira’at dan Penjas. Siti Maryam guru kelas tiga (III) menjelaskan bahwa menjadi guru kelas tentunya tidak hanya mengajarkan satu pelajaran saja melainkan juga harus mengajar mata pelajaran lain. Wawancara, Siti Maryam Guru Kelas tiga, hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011. Penerapan sistem guru kelas pada dasarnya tidak masalah karena merupakan regulasi dan kesepakatan, akan tetapi bila guru kelasnya tersebut tidak kompeten, belum memenuhi kualifikasi menurut yuridis, maka akan menimbulkan masalah dan itu akan berakibat patal. Pertimbangan ini menurut penulis belum dibaca oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela.

		Wali kelas yang mengajar PAI



Sebenarnya menjadi wali kelas di kelas tinggi tidak berdampak pada perannya sebagai pengajar mata pelajaran PAI. Akan tetapi, ada seorang guru yang menjadi wali kelas yang mengajar PAI (Aqidah Akhlak) di kelas tinggi (kelas empat). Selain mata pelajaran di atas guru PAI tersebut juga mengajar IPS dan Mulok di kelas tinggi (kelas lima).

Saat penelitian ini dilakukan, dalam menjalankan perannya di madrasah baik sebagai guru PAI maupun sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, para guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, peran-peran yang dijalankan berlangsung secara sederhana, monoton dan terkesan formalitas. Dikatakan sederhana karena pelaksanaan pembelajaran berjalan apa adanya, tidak ada inovasi baru yang diupayakan dari satu pertemuan ke pertemuan selanjutnya serta tidak didukung oleh media pembelajaran. Selanjutnya dikatakan monoton karena pola interaksi edukatif yang berlangsung di dalam kelas masih satu arah dan dominasi guru atas murid. Proses belajar mengajar (PBM) yang berlangsung cenderung menerapkan model pengajaran ketimbang model pembelajaran. Dalam dunia pendidikan sudah terjadi pergeseran istilah dari “pengajaran” ke istilah “pembelajaran”. Untuk menggali informasi lebih lengkap tentang alasan-alasan pergeseran atau perubahan paradigma diatas, lebih lengkapnya baca: Hamruni, Strategi dan Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan, (Yogyakarta: UIN, 2009), hlm. 38-39. Sedangkan dikatakan pembelajaran terkesan formalitas (mengugurkan kewajiban) karena guru masuk kelas sebatas memenuhi jadwal pelajaran tetapi tidak dipersiapkan sebelumnya. Observasi pembelajaran, tanggal 14-17 Februari 2011. Dalam beberapa kesempatan penulis sering duduk bersama para guru di kantor sambil menunggu pergantian jam pelajaran. Di sela-sela waktu penulis menanyakan terkait dengan persiapan pembelajaran, hasilnya rata-rata tidak memiliki kesiapan mengajar secara tertulis. Terbukti sewaktu bel berbunyi sebagian mereka langsung masuk kelas sebagiannya lagi masih asyik duduk-duduk di kantor bahkan masih ada guru yang datang terlambat. Para guru membawa buku paket sebagai satu-satunya acuan dalam mengajar.

Peran guru sebagai pengajar idealnya tidak sebatas formalitas, melainkan menyadari dirinya sebagai pemegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar (PBM) yang setidaknya menjalankan tiga macam tugas utama. Tiga macam tugas utama tersebut adalah merencanakan (perencanaan), melaksanakan pembelajaran (pelaksanaan) dan memberikan balikan (evaluasi). Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang dalam perencanaan. Terakhir adalah evaluasi (memberikan balikan) kepada murid dan upaya memberikan balikan harus dilakukan secara terus menerus agar minat dan antusias siswa dalam belajar selalu terpelihara. Hasilnya harus diberitahukan kepada siswa yang bersangkutan, sehingga mereka dapat mengetahui letak keberhasilan dan kegagalannya. Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 4-7.

Dari sekian banyak guru PAI baik senior maupun yunior ternyata tidak satu pun yang membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang penulis maksud di sini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Padahal, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus -untuk tidak mengatakan wajib- dibuat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seorang guru yang hendak mengajar di dalam kelas. Karena Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini sebagai acuan guru dalam mengajar yang sewaktu-waktu menjadi pedoman atau pemandu, sehingga bila Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak dibuat, otomatis pembelajaran tidak direncanakan dan ending-nya ketidakefektifan (monoton) dan tidak terorganisirnya pembelajaran di dalam kelas merupakan hal yang wajar terjadi. Para guru PAI baik senior maupun yunior pastinya mengetahui akan pentingnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini dikatakan penting sebagai langkah awal guru sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas karena Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini tidak ubahnya sebagai managemen di dalam kelas. Sebagaimana dikatakan oleh E. Mulyasa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 212. Karena Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini dibuat sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai skenario pembelajaran sebagaimana dikatakan Muhaimin, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau biasa disebut dengan skenario pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk tiap pertemuan, atau merupakan diskripsi proses pembelajaran secara utuh dalam tiap pertemuan mulai dari langkah awal, kegiatan inti dan penutup. Muhaimin dkk, Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2008), hlm.149. perangkat pembelajaran (RPP) tersebut, bahkan oleh guru yang tidak mau membuatnya sekali pun.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu guru PAI senior, GPAI Pauziah guru Aqidah Akhlak di kelas rendah (kelas dua) mengungkapkan alasannya bahwa dalam setiap akan mengajar di dalam kelas tidak selalu dilengkapi dengan perangkat pembelajaran hanya karena alasan yang sangat pribadi. Pauziah menjelaskan bahwa

Banyak kesibukan yang harus di jalani di luar madrasah, sepulang dari madrasah biasanya langsung masuk kuliah sore. Pulang  kuliah, sebagai ibu rumah tangga tentu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan disamping ada tugas-tugas kuliah. Oleh karena itu, terkadang mengajar di madrasah seperti air mengalir saja.  Wawancara, Pauziah Guru PAI Aqidah Akhlak, hari Senin tanggal 28 Februari 2011. Masalah pribadi yang penulis maksudkan adalah masalah yang tidak terkait dengan aktifitas keguruannya.



Alasan senada juga diungkapkan oleh Nurhidayah guru PAI Fiqih, Aqidah Akhlak dan Qur’an Hadits karena kesibukannya sebagai mahasiswi di salah satu kampus di Mataram, ini jarang membuat perangkat pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Wawancara, Nurhidayah guru PAI, hari Ahad tanggal 27 Februari 2011. 

Dari keterangan dua guru PAI (Pauziah dan Nurhidayah) di atas, tidak jauh beda dengan alasan yang dikemukakan oleh guru-guru PAI yunior lainnya. Waktu dimintai keterangannya seputar upaya keterlibatan madrasah dalam menjembatani pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah, notabene semua guru menjawab dari pihak madrasah sudah berupaya memberikan dan melibatkan para guru dalam pelatihan-pelatihan dengan mengundang para tutor, tetapi memang terkait dengan dibuat atau tidaknya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) itu murni dari internal guru itu sendiri dengan berbagai alasan sebagaimana sebagiannya disebutkan di atas.

Guru PAI Senior-Yunior di Masyarakat 

Peran guru di madrasah sama pentingnya dengan peran guru di tengah masyarakat. Berbeda norma (aturan) antara madrasah dengan masyarakat tidak cukup alasan para guru untuk menolak kekuatan profesinya di tengah masyarakat. Peran guru di madrasah bisa terbentuk dari tuntutan profesi sedangkan peran guru di tengah masyarakat bisa terbentuk dari tuntutan posisi. Konstruksi masyarakat kepada profesi guru yang beragam, tentunya memiliki konsekuensi yang beragam pula baik di madrasah maupun di tengah masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut sebagaimana pengakuan Jalaluddin Kepala Madrasah menjelaskan pada dasarnya para guru PAI memiliki peran baik di madrasah maupun di tengah masyarakat. Wawancara, Kepala Madrasah Jalaluddin, hari Senin tanggal 28 Februari 2011. Dalam kesempatan berbeda, Supratman Ketua Remaja Sesela juga membenarkan bahwa sebagian besar para guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah yang asli dari Sesela memiliki peran di tengah masyarakat. Wawancara, Ketua Remaja Supratman, Kamis malam tanggal 16 Maret 2011.

Tidak semua orang yang berprofesi guru bisa mencuri hati masyarakat setempat, bahkan ironisnya kadang ada guru justru menjadi bulan-bulanan masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan apa maunya masyarakat. Masyarakat Sesela juga berpretensi untuk mengatakan yang sama seperti yang dikatakan di atas, tetapi karena guru-guru PAI dan bahkan guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah secara umumnya dinilai masyarakat sesuai dengan maunya masyarakat sehingga pada gilirannya mampu mencuri hati masyarakat luas dan guru sebagai profesi yang mulia pun di tengah masyarakat semakin menguat.

Menurut Jalaluddin Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan GPAI Tirmizi Ketua TU yang keduanya sekaligus menjadi tokoh di tengah masyarakat menjelaskan bahwa Desa Sesela merupakan desa tergolong masih memiliki banyak tuan guru dibanding dengan desa lainnya. Sehingga, banyak para orang tua dari berbagai desa menyerahkan anaknya ke pondok pesantren Al-Halimy. Selang beberapa tahun setelah mengeyam pendidikan sepulangnya disebut sebagai guru. Karena desa Sesela ini merupakan desa santri, secara sosiologis masyarakatnya pun menaruh apresiasi tinggi kepada para tuan guru, guru dan para santri. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

Desa Sesela termasuk desa yang masih memiliki banyak tuan guru dibanding dengan desa-desa yang ada di kecamatan Gunungsari dan Batu Layar, bahkan desa-desa yang ada di kedua kecamatan bisa dikatakan berkiblat ke desa Sesela. Semisal bila ada pengajian-pengajian di hari-hari besar Islam atau acara pemakaman, para tuan guru Sesela selalu diundang. Dalam kesempatan berbeda, GPAI Tirmizi menguatkan bahwa bukti penghormatan masyarakat terhadap profesi guru dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam membantu guru atau keluarga dekat guru saat menyelenggarakan pernikahan dan saat mendapat musibah kematian atau sakit. Wawancara, Jalaluddin Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan GPAI Tirmizi Ketua TU yang ditokohkan di tengah masyarakat, Jum’at malam tanggal 4 Maret 2011.



Senada dengan Jalaluddin dan Tirmizi, TGH. M. Ridwan salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa asal muasal didirikannya Al-Halimy dulunya terjadinya karena ada kesepakatan antara TGH. Abdul Halim (alm) bersama masyarakat setempat. Lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut: 

Berdirinya Al-Halimy dan madrasah-madrasah yang ada saat ini berawal dari inisiatif masyarakat sendiri yang dimotori oleh TGH. Abdul Halim (alm). Oleh karena itu, sampai saat ini tidak ada perselisihan antara masyarakat dengan madrasah justru saling menguatkan dan mempercayai satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan para guru-gurunya semuanya merupakan orang-orang yang dikenal masyarakat dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Wawancara dengan TGH. M. Ridwan Pendiri Asrama Puteri Anwarul Halimy, tanggal 26 Februari 2011. Sepertinya penjelasan TGH. Ridwan di atas masih belum lengkap karena masih hangat dalam ingatan penulis sewaktu pilkada terjadi ketidaksepahaman intern masyarakat Sesela sendiri, dan puncaknya pada waktu kekalahan pasangan ketua yayasan, sempat terjadi ketegangan akan tetapi ini tidak mempengaruhi masyarakat terhadap madrasah.



Penjelasan TGH. M. Ridwan di atas, didukung dari data guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela melihat dari tempat asal para guru menunjukkan para guru memang asli dari Sesela dan asli produk Al-Halimy.

Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela sangat dikenal di tengah masyarakat dengan sebutan ustaz dan ustazah. Namun, perlu diketahui bahwa pada konteks ini terjadi semacam pergeseran standarisasi dari senioritas ke yunioritas. Guru PAI senior An-Najah mengalami pergeseran identitas dari guru PAI senior menjadi ustaz atau ustazah biasa atau guru yunior di tengah masyarakat karena bersanding dengan para tuan guru Istilah tuan guru yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku Sasak identik dengan sebutan kiai haji (KH) yang berkembang pada masyarakat Islam, terutama di pulau Jawa. Dia  adalah tokoh agama Islam yang dipandang sangat menguasai ajaran agama Islam dalam segala aspeknya. Sebenarnya istilah kiai tidak hanya dikenal di pulau Jawa saja melainkan juga dikenal diluar pulau tersebut termasuk pulau Lombok dengan mengandung beberapa pengertian. Pertama, kiai adalah tokoh agama Islam dalam arti sebagaimana tersebut di atas. Kedua, dia bermakna sebagai orang yang sering diundang dalam acara do’a bersama seperti acara kenduren berkaitan denga acara kematian, perkawinan dan lain sebagainya. Untuk pengertian ini di salah satu daerah yang ada di pulau Lombok yaitu Pancor Lombok Timur, kiai yang diundang untuk memimpin do’a bersama pada acara kenduren disebut kiai tuan. Kata tuan berarti seseorang yang pernah menunaikan ibadah haji. Ketiga, dalam kalangan masyarakat Wetu Telu, kata kiai adalah sebutan untuk pemimpin agama di kalangan mereka, yaitu penghulu yang berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan Tuhan. yang lebih dominan untuk urusan yang lebih kompleks di tengah masyarakat. Menurut Masnun, keberadaan tuan guru dalam perkembangan masyarakat merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan baik dalam ranah agama, sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Otoritas yang begitu luas, pengetahuan dan pengalaman keagamaan serta kharisma yang begitu kuat merupakan dasar-dasar legitimasi bagi pembentukan pemikiran dan perilaku umat. Dalam memahami tuan guru juga dapat digunakan sebagai bekal untuk memahami sebuah masyarakat. Lihat: Masnun, Hukum Islam dan Dinamika Sosial Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru di Lombok NTB, Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta: 2011), hlm. 10.

Implikasi dari adanya pergeseran status tersebut berpengaruh terhadap perannya di tengah masyarakat. Karena dianggap masih menjadi ustaz atau guru yunior dibanding dengan para tuan guru, maka urusan pengajaran di tengah masyarakat masih didominasi oleh para tuan guru kalau pun ustaz atau ustazah memiliki peran di tengah masyarakat, biasanya lebih ringan dan skop nya (cakupannya) pun lebih sempit.

Dalam pemahaman masyarakat luas, tuan guru dianggap lebih memiliki ilmu agama Islam yang luas dan mendalam serta memiliki otoritas lebih dibanding ustaz dan ustazah sehingga dampak ikutannya pada peran yang dijalankan. Kalau para tuan guru memiliki peran membuka pengajian level luas (masyarakat luas) tidak hanya pada masyarakat setempat tetapi juga pada masyarakat luar, tetapi tidak demikian dengan peran para ustaz dan ustazah di tengah masyarakat Sesela. Ada catatan kecil untuk peran para ustaz dan ustazah di tengah masyarakat bahwa statusnya menjadi pegawai negeri (PN) atau tidaknya bukan merupakan jaminan bagi masyarakat memberikannya peran tetapi dalam pengamatan penulis hal ini lebih menekankan pada situasi dan kondisi masyarakat tempat tinggal para ustaz dan ustazah. 

Dari tiga guru PAI yang berstatus pegawai negeri (PN), hanya satu orang saja yang memiliki peran di tengah masyarakat, yaitu GPAI Tirmizi. Perannya di tengah masyarakat didukung oleh lingkungan sekitar dan lebih pentingnya lagi di dukung oleh keinginan sendiri. Pada faktanya banyak para guru bertempat tinggal di lingkungan yang mendukungnya untuk menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena kurangnya keinginan atau kesadaran dari guru itu sendiri, atau bisa saja dengan alasan-alasan yang lainnya. Dalam sebuah wawancara GPAI Tirmizi menjelaskan bahwa peran yang dijalaninya di tengah masyarakat sebagai guru ngaji dan khatib Jum’at merupakan atas inisiatif masyarakat setempat dan didukung oleh keinginan sendiri.  Wawancara, ustaz Tirmizi, Jum’at malam tanggal 4 Maret 2011.

Berbeda dengan GPAI Tirmizi, ustaz Jalaluddin dan GPAI Pauziah kembali ke rumah mengurusi keluarga. Ustaz Jalaluddin misalnya, walaupun lingkungan mendukung untuk melakukan peran di tengah masyarakat akan tetapi karena alasan keluarga (isteri dan anak-anak) maka sementara fokus sebagai kepala madrasah. Sedangkan GPAI Pauziah, disamping lingkungan tidak mendukung ditambah lagi dengan kesibukan pribadi (kuliah dan keluarga).

Khusus untuk kasus GPAI Pauziah yang tidak didukung oleh lingkungan dalam mematangkan perannya di tengah masyarakat. Kasus semacam inilah yang kemungkinan besar dimaksud oleh Komarudin Hidayat yang menyoal sekaligus menjawab mengapa intelektual lebih tersedot dalam kegiatan seminar dan ceramah ketimbang melakukan penelitian dan menulis buku secara serius. Karena salah satu jawabnya adalah tidak ada lembaga, swasta maupun pemerintah, yang secara sadar dan berencana memberikan dukungan moral dan finansial yang cukup kepada para intelektual untuk melakukan riset agar benar-benar mengalokasikan waktu untuk menulis Komarudin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 209. dan seharusnya pemerintah mewadahi kebutuhan-kebutuhan guru di tengah masyarakat, agar kualitas guru tidak berhenti di madrasah saja.

Dari gambaran ketiga guru PAI berstatus pegawai negeri (PN) di atas, bahwa peran di tengah masyarakat bukan di pengaruhi oleh status pegawai negeri (PN) atau tidaknya, melainkan keadaan “sikondom” masyarakat setempat dan inisiatif diri. Contoh kasus pada ustaz Jalaluddin, tetapi hal itu bukan merupakan kekeliruan melainkan bila ditarik pada teori peran, maka memang benar adanya bahwa peran itu terlahir dari inisiatif diri sendiri dan inisiatif orang lain (masyarakat).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa di tengah masyarakat Sesela berdiri lembaga pendidikan dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peran orang-orang yang memiliki integritas keilmuan termasuk di dalamnya para guru. Lembaga-lembaga yang dimaksudkan di atas adalah Pondok “Khusus” Al-Halimy (tidak dibahas), lembaga sosial Panti Sosial (PA), Asrama Ahmad Sanusi Putera dan Asrama Anwarul Halimy puteri, termasuk juga masjid dan rumah tempat penyelenggaraan pengajaran. Keberadaan berbagai lembaga di atas dapat mendukung peran para guru PAI di tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut lembaga dan peran guru PAI yang dijalankan di tengah masyarakat.

		Lembaga Sosial Panti Asuhan (PA) Al-Halimy



Panti Asuhan (PA) secara sederhananya dapat didefinisikan sebagai wadah menampung anak-anak yatim piatu yang kurang mampu secara ekonomi. Walaupun lembaga ini lebih dekat disebut sebagai lembaga sosial, akan tetapi bukan berarti fokusnya hanya pada bagaimana menjembatani kesenjangan hidup anak asuh agar survive dalam keterbatasan. Bahkan, di dalam panti asuhan anak-anak yatim piatu biasanya tinggal, mendapat pendidikan dan juga dibekali berbagai keterampilan agar dapat berguna dalam kehidupannya sehari-hari. http://irmatheminota.blogspot.com. sekilas-tentang-panti-asuhan.html, akses tanggal 18.  Mei 2009. Menarik untuk disimak sebuah ungkapan: “If you give a man a fish you feed him a day, but if  you teach him how to fish you feed him for a life” Jika anda memberi ikan kepada seseorang, berarti anda memberinya makan sehari, tetapi jika anda mengajarinya cara memancing, berarti anda memberinya makan seumur hidupnya. Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanism Religious Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 201.  Pola pengasuhan seperti disebutkan di atas, tidak berbeda dengan Panti Asuhan (PA) yang ada di Sesela. Panti Asuhan Al-Halimy, akte nomor 71.24 Januari 1984. Terdaftar di Dinas Sosial tanggal 25 Februari 1987 Nomer 59/TD/BBS.OS/LB/1987. SIOP 3 Juni 2009, Nomer 460/397-DINSOS-TKT/2009. NPWP. 03-116-515-2-915-000. Nomer Identitas 52-01-010. Disarikan dari dokumentasi, tanggal 28 Februri 2011. Pada saat penelitian ini dilakukan jumlah anak asuh sebanyak 63 orang. Dalam keterangannya, Khairil Anwar ketua pengurus Panti Asuhan (PA) Al-Halimy menjelaskan bahwa:

Kegiatan pembelajaran diselenggarakan pada pagi hari (setelah shalat shubuh) dan malam hari (setelah shalat maghrib). Materi yang diajarkan biasanya sesuai dengan tingkatan usia, usia anak-anak biasanya diajarkan iqro’, rukun Islam, rukun iman dan lain sebagainya sedangkan untuk usia dewasa biasanya melanjutkan ke pondok khusus Al-Halimy. Khairil Anwar, Ketua Panti Asuhan (PA), tanggal 16 Maret 2011.



Dalam penyelenggaraannya, Panti Asuhan (PA) Al-Halimy banyak melibatkan guru PAI bahkan merangkap langsung sebagai tenaga pengajar, diantaranya adalah GPAI Ahmad Sanusi, GPAI M. Husni dan Ahmad Fikri. Dalam struktur kepengurusan, GPAI Ahmad Sanusi sebagai sekretaris dua (II) sekaligus sebagai pengajar materi Iqro’ dan ilmu sharaf. GPAI Husni sebagai seksi pendidikan sedangkan GPAI Ahmad Fikri sebagai seksi keamanan sekaligus tenaga pengajar Qur’an Hadits.

Dalam keterangannya terkait sistim pembagian waktu di madrasah, masyarakat, keluarga dan Panti Asuhan, mereka menjawab seragam bahwa waktu pembelajaran diselenggarakan setelah subuh dan setelah magrib dengan mengikuti jadwal yang telah disesuaikan dari panti, sedangkan tempat pembelajaran terkadang langsung di panti tetapi lebih banyak di rumah.

		Asrama Puteri Anwarul Halimy dan Asrama Putera Ahmad Sanusi

Untuk memfasilitasi para santri-santriwati dari luar Sesela, atas inisiatif pribadi (karena milik pribadi), maka didirikanlah asrama sebagai tempat mondok (tempat tinggal). Ada dua asrama yaitu asrama puteri Anwarul Halimy dan asrama putera Ahmad Sanusi di tengah masyarakat. Sesuai dengan nama yang diusung yaitu asrama puteri khusus bagi puteri, sedangkan asrama putera khusus bagi putera.



Kedua asrama tersebut bukan hanya sekedar sebagai persinggahan bagi para santri dan santriwati melainkan dari pihak pemilik asrama memprogramkan kegiatan pendidikan (pengajian) dengan cara diajarkan langsung oleh pemilik asrama dan dibantu oleh guru lainnya.  Dalam hal ini banyak memakai tenaga guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti GPAI Burhanuddin, GPAI Ahmad Haolani dan GPAI Muharrar.

Salah satu guru PAI (Qur’an Hadits, Fiqih dan SKI) yang mengajar di kelas rendah (kelas tiga B) GPAI Burhanuddin menjelaskan perannya di tengah masyarakat, sebagai tenaga pengajar (pengajian) dan menjadi muazzin jumat di Masjid Al-Halimy (akan dibahas pada bagian selanjutnya). Guru PAI yang masih ada hubungannya dengan pendiri awal yayasan tersebut menjelaskan bahwa:

Peran yang dijalankan di tengah masyarakat adalah sebagai tenaga pengajar di asrama Anwarul Halimy. Materi yang diajarkan adalah Qur’an Hadits, Fiqih, Bahasa Arab dan lain sebagainya. Pembelajaran berlangsung setiap malam setelah shalat isya’. Selain itu dipercaya sebagai muazzin Jum’at di masjid Al-Halimy secara bergantian. Wawancara, hari Jum’at tanggal 26 Februari 2011, asrama Anwarul Halimy ini merupakan asrama pribadi yang dipimpin oleh TGH. M. Ridwan sekaligus pemilik asrama tersebut. Tetapi sehari-hari asrama ini dipercayakan kepengurusannya kepada puteri tuan guru yang bernama Hj. Hikmah. Sebagai informasi tambahan jumlah santriwati yang ada kurang lebih berjumlah 80 santriwati.



Terkait dengan peran salah satu GPAI di asrama Anwarul Halimy puteri tersebut, Hj. Hikmah mengungkap kekhawatirannya dalam menentukan guru (pengajar) mengingat asrama yang diurusnya adalah asrama puteri, lebih lanjut pengurus harian yang  merupakan puteri kandung dari pemiliki asrama menjelaskan bahwa: 

Alasan dipilihnya GPAI Burhanuddin menjadi salah satu tenaga pengajar dengan berbagai pertimbangan diantaranya status keluarga dan memiliki berkepribadian yang baik. Pertimbangan tersebut untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi atau motif lain antara guru dengan santriwati. Lanjutnya, langkah awal yang dilakukan adalah harus selektif dalam memilih guru karena adanya kekhawatiran dari kami dalam menjaga amanat (kepercayaan) orangtua dari para santriwati. Wawancara, Sabtu Malam tanggal 26 Februari 2011.



Peran yang jalankan GPAI Burhanuddin merupakan adanya titik temu antara permintaan (inisiatif) pemilik asrama dengan keinginan dari GPAI Burhanuddin sendiri. Bagi GPAI Burhanuddin tentunya tidak ada alasan lain kecuali menerima permintaan keluarga disamping ada rasa senang (excite) bisa mengamalkan ilmu agama yang diperolehnya dari kampus.

Posisi dan peranan individu dalam lembaga sosial (sejenisnya) sudah dibakukan berdasarkan moral, adat, atau hukum yang berlaku. M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 66. Akan tetapi menurut  hemat penulis, melihat fenomena penunjukkan GPAI Burhanuddin sebagai tenaga pengajar di asrama puteri tersebut bukan murni berdasarkan moral, adat atau hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, melainkan lebih kuat dengan nuansa kekeluargaan. Karena sesungguhnya bila kriteria yang sudah dibakukan berdasarkan moral, adat atau hukum tentunya akan berlaku bagi semua orang dan menganggap semua orang mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan persyaratan dan kriteria dibakukan.

Selain GPAI Burhanuddin, GPAI Muharrar guru Aqidah Akhlak di kelas empat (IV), kelas lima (Vb) dan kelas enam (VI) dan GPAI Ahmad Haolani guru SKI di kelas lima (Va) juga memiliki aktifitas mengajar di asrama putera Ahmad Sanusi. Kegiatan yang diprogramkan tidak jauh berbeda dengan yang diprogramkan pada asrama puteri Anwarul Halimy.

 Peran guru PAI dalam bidang pendidikan baik di madrasah dan masyarakat. Menurut hemat penulis, pola pembelajaran di madrasah walaupun sistem klasikal akan tetapi masih sangat sederhana, monoton dan formalitas. Sedangkan pembelajaran di tengah masyarakat khususnya dalam kegiatan pendidikan lebih dekat dengan pola pembelajaran model pesantren.

		Masjid dan sejenisnya



Masjid dapat diartikan sebagai bangunan khusus yang diyakini memiliki keutamaan tertentu untuk melakukan shalat berjamaah dan shalat Jum’at serta aktifitas keagamaan yang lain. Moh. Roqib, Menggugat Fungsi Edukasi Masjid (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press bekerjasama dengan Grafindo Litera Media, 2005), hlm. 72.  Masjid, Langgar, Surau, Dayah dan segudang istilah lainnya harus multi fungsi Fungsi masjid secara rinci yaitu pertama, fungsi keagamaan, kedua, fungsi sosial, ketiga, fungsi psikologis, keempat, fungsi edukatif dan dakwah, kelima, fungsi politik, keenam, fungsi pengobatan fisik dan mental, ketujuh, fungsi peradilan, kedelapan, fungsi komunikatif, kesembilan, fungsi keamanan dan ketenangan, dan kesepuluh, fungsi estetis. Ibid, hlm 77. yang tidak sebatas sebagai sarana komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga berbagai kegiatan kemanusiaan (horizontal) bisa dipusatkan di Masjid yakni kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana belakangan ini banyak kegiatan-kegiatan Islam yang dilangsungkan di Masjid, semisal perayaan hari-hari besar Islam (PHBI). Bahkan, kegiatan TPQ dan diniyah yang belakangan ini digalakkan oleh pemerintah terkadang dipusatkan di Masjid. 

Multi fungsi Masjid seperti diungkap di atas, tidak berbeda dengan fungsi masjid-masjid (sejenisnya) yang ada di desa Sesela dan sekitarnya. Selain sebagai sarana ibadah, masyarakat juga memfungsikan masjid sebagai lembaga pendidikan dan pusat kegiatan remaja. Berikut peran yang dijalankan oleh guru PAI dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan.

		Peran sebagai petugas Jum’at 



Kegiatan keagamaan identik dengan kegiatan yang harus melibatkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang agama. Peran dalam bidang keagamaan ini banyak melibatkan para guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Keterlibatan guru PAI tersebut bukan merupakan suatu kebetulan apalagi hasil rekayasa, akan tetapi keterlibatan para guru PAI merupakan keharusan.

Salah satu guru PAI (Qur’an Hadits, Fiqih dan SKI) yang mengajar di kelas rendah (kelas tiga B) GPAI Burhanuddin, saat dimintai konfirmasi terkait dengan perannya di tengah masyarakat, guru PAI yang masih ada hubungannya dengan pendiri awal yayasan tersebut menjelaskan bahwa perannya di tengah masyarakat adalah dipercaya sebagai Muazzin Jum’at di Masjid Al-Halimy Sesela. Wawancara, ust. Burhanuddin, Jum’at tanggal 25 Februari 2011. Demikian pula dengan GPAI Ahmad Haolani, guru PAI (SKI) yang mengajar di kelas tinggi (kelas lima), kakak kandung dari GPAI Burhanuddin ini juga dipercaya untuk menjadi salah satu petugas Jum’at sebagai Muazzin di Masjid Al-Halimy secara bergantian.

Ketua remaja masjid Al-Halimy, Supratman membenarkan peran yang diemban oleh guru PAI tersebut atas permintaan masyarakat setempat karena dianggap memiliki kepribadian yang baik, lebih lanjut dikatakan:

Petugas Jum’at tentu harus selektif karena ini menyangkut masyarakat luas, Lanjutnya, GPAI Burhanuddin dan Haolani dipercaya sebagai salah satu petugas masjid karena mereka dikenal baik oleh masyarakat sehingga dipercayakan kepada mereka menjadi petugas, tetapi ini baru sebatas menjadi muazzin, sedangkan sebagai khatib masih belum berani dipercayakan kepada yang lain. Wawancara, Ketua Remaja Supratman, hari Jum’at tanggal 4 Maret 2011.



Selain GPAI Burhanuddin dan GPAI Ahmad Haolani di atas, GPAI Tirmizi menjelaskan selain kesibukannya menjadi guru dan berperan sebagai wali kelas, guru kelas dan ketua TU di madrasah, juga ditunjuk sebagai khatib di Masjid Al-Halimy dan menjadi guru ngaji bagi anak-anak tetangga di masyarakat. Waktu dimintai keterangannya, GPAI Tirmizi menjelaskan:

Peran yang dijalani di tengah masyarakat yaitu sebagai khatib di masjid Al-Halimy dan menjadi guru ngaji di rumah. Untuk peran pertama dijalaninya secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan petugas yang lainnya. Peran kedua menjadi guru ngaji bagi anak-anak sekitar rumah dan berlangsung setiap malam setelah magrib. Lebih lanjut diungkapkan dengan prinsip padi, ada kekhawatirannya menjadi seorang khatib yaitu belum sanggup mempertanggungjawabkan secara mental di tengah masyarakat disamping masih ada yang lebih pantas secara moral dan keilmuan. Wawancara, ustaz Tirmizi, hari Senin tanggal 7 Maret 2011.



Sikap selektif yang diungkap Ketua Remaja di atas memang ada benarnya, terbukti bila diperhatikan dari para petugas masjid walaupun sama-sama diberi kepercayaan oleh masyarakat setempat akan tetapi masih ada pertimbangan lain, dan ini menurut hemat penulis sebut dengan pertimbangan kematangan usia. GPAI Burhanuddin dan Ahmad Haolani yang relatif lebih muda dan belum berkeluarga ditugaskan sebagai muazzin secara bergantian, sedangkan GPAI Tirmizi yang relatif lebih dewasa dan sudah berkeluarga ditunjuk sebagai khatib.

		Peran sebagai pembina shalawatan dan Zikir Tsaman 



Multi fungsi masjid juga dijadikan sebagai pusat sarana kegiatan remaja masjid. Kegiatan yang diselenggarakan oleh remaja masjid Sesela bersama masyarakat adalah membentuk tim shalawatan dan zikir tsaman dengan melibatkan GPAI sebagai pembina. Peran ini terangkat sebagai bagian dari bahasan ini karena masih ada relevansi antara keilmuan guru PAI dengan kegiatan remaja di tengah masyarakat. Boleh dikatakan kegiatan ini sekaligus merupakan salah satu media untuk mempromosikan yayasan pondok pesantren Al-Halimy di kalangan masyarakat luas, meminjam istilah Rhoma Irama yaitu nada dan dakwah.

Belakangan ini semarak didengar dimana-mana bahkan diseluruh bagian Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur bahkan sampai Lombok Utara) shalawatan dan zikir tsaman (nyaman) melalui undangan langsung bahkan melalui kaset-kaset yang beredar. Karya ini berawal dari desa Sesela yang bernadi dari pondok pesantren al-Halimy. 

GPAI Ahmad Fikri guru PAI sekaligus sebagai pembina tim shalawatan dan zikir tsaman menjelaskan keberadaan tim shalawatan dan zikir tsaman (nyaman) yang sekarang berkembang di desa Wadon yang diketuai oleh saudara Asror dimulai dari Sesela, bahkan tim yang ada di Sesela sudah melanglangbuana ke berbagai penjuru Lombok (sebagaimana dijelaskan di atas). Wawancara, Ahmad Fikri Pembina Tim Shalawatan dan Zikir Tsaman, hari Kamis tanggal 9 Maret 2011. 

Dari penjelasan di atas, walaupun tim shalawatan dan zikir tsaman ini sudah ada puluhan tahun di desa Sesela bahkan sebagaimana pengakuan pembina sudah melanglangbuana, akan tetapi tumbuh kembangnya bahkan terkenalnya dari desa Kekait tepatnya di dusun Wadon yang diketuai oleh Asror. 

Sepanjang pengetahuan penulis sebagai salah satu anggota masyarakat di desa Kekait, memang tim yang sering dipakai adalah tim yang ada di dusun Wadon. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena jarak dusun wadon dibanding dengan desa Sesela lebih dekat dari dusun-dusun yang ada di desa Lembah Sari dan desa Kekait.

Selain keterlibatan guru PAI dalam tim shalawatan dan zikir tsaman, juga terlibat dalam kegiatan remaja masjid seperti Ratiban. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua remaja Sesela Supratman bahwa guru-guru PAI yang lainnya terlibat dalam acara kegiatan remaja seperti GPAI Muharrar yang dipercayakan sebagai ketua Ratiban di masjid yang selalu dilaksanakan setiap malam Jum’at dan disesuaikan dengan undangan masyarakat luas.



		Peran sebagai guru ngaji 



Masjid sebagai sarana edukasi difungsikan oleh GPAI Siti Maryam yaitu mengajar TPQ, diniyah dan mengajar ngaji pada malam hari (setelah magrib). Pelaksanaan TPQ dan diniyah kecuali ngaji malam terjadwal sesuai dengan kesepakatan para guru lainnya. GPAI Siti Maryam dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa mendapat jadwal mengajar pada hari Sabtu dan Ahad sore karena harus menyesuaikan dengan guru-guru lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan TPQ, diniyah dan ngaji malam diikuti oleh ratusan anak dari berbagai dusun yang ada, oleh karenanya harus pula disesuaikan dengan jumlah guru yang mengajar. Dengan alasan itu para guru sepakat untuk membentuk jadwal untuk lebih teratur. Wawancara, Siti Maryam, 19 Maret 2011. Jumlah guru TPQ, diniyah dan ngaji malam sebanyak 6 orang.

Kegiatan yang diperankan oleh GPAI Siti Maryam di atas didukung oleh suami yang sekaligus menjadi tokoh agama di desa Jeringo. Untuk lebih jelasnya bagian ini akan dieksplorasi pada bagian kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru.



Peran Ganda GPAI Keluarga dan Bukan Keluarga Tuan Guru 



Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini merupakan madrasah yang bernaung di bawah yayasan Al-Halimy. Mengingat tradisi yayasan yang sarat dengan “campur tangan” ketua yayasan beserta jajarannya. Maka dalam pembahasan ini menarik untuk di lihat dari kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru. 

		Peran GPAI keluarga dan bukan keluarga tuan guru di madrasah





Dalam sebuah yayasan pendidikan (Islam) bahkan yayasan apa saja harus diakui bahwa peran kiai atau pendiri sangat mendominasi bahkan terkadang mampu menomorduakan kualitas. Syukur masuk dan berbaur dengan golongannya sehingga dapat melejitkan karir dan jabatan, tetapi sedikit saja menentang kebijakannya maka “pencopotan” akan segera menyusul. Kentalnya nuansa nepotisme seringkali menjadi titik benturan sewaktu mengambil keputusan bahkan dalam suatu yayasan pendidikan semacam itu sangat kental intervensi ketua yayasan dalam memasuki wilayah madrasah yayasan misalnya. Sehingga tidak asing bagi kita semua mendengar istilah “yayasan keluarga” atau “madrasah keluarga”, karena alasan nepotisme di atas.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela bila diteropong menggunakan kacamata kategorisasi dari keluarga tuan guru dan bukan keluarga tuan guru maka unsur-unsur kekeluargaan terangkat kepermukaan. Teridentifikasinya hal tersebut dari pengakuan kepala madrasah yang mengakui bahwa hanya beberapa orang saja termasuk kepala madrasah sendiri yang bukan dari sorohan keluarga yayasan. Wawancara, Kepala Madrasah, hari Jumat tanggal 17 Maret 2011. Sorohan Pada masayarakat suku Sasak, selain ada kategori keluarga inti, terdapat pula keluarga luas dan keluarga di luar inti yang cakupannya lebih luas lagi disebut sorohan. Tercakup dalam istilah sorohan tersebut, menurut garis ke atas, apa yang dikenal dengan sebutan papuq, baloq (papuq adalah orang tua dari ayah dan ibu), sedangkan baloq adalah kakek atau nenek dari ayah dan ibu). Sorohan menurut garis ke samping tercakup sebutan semeton jari, (semeton jari adalah saudara-saudara, termasuk di dalamnya misan, baik dari pihak ayah atau pun dari pihak ibu). Sedangkan sorohan menurut garis ke bawah tercakup di dalamnya sebutan papuq bai (papuq adalah nenek dan bai adalah anak dari cucu). Ahmad Abd. Syakur, Islam dan Kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak, (Yogyakarta: Adab Press, 2006), hlm. 220. ini nama lain untuk menyebut bagian keluarga di luar keluarga inti (nucleus family).

Dari kategorirasi ini, hasil pembacaan penulis terlihat bahwa secara kuantitas (jumlah) guru madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela didominasi oleh sorohan tuan guru yayasan. Demikian juga dengan posisi-posisi yang dipegang memiliki nilai strategis dibanding dengan posisi yang dipegang oleh guru-guru yang bukan termasuk sorohan tuan guru. Banyaknya guru yang tidak memenuhi kualifikasi standar dan latarbelakang pendidikan yang tidak sesuai antara jurusan dengan bidang yang diajarkan, ini bisa menjadi jawaban atas kentalnya sorohan dimaksud. Kalau logikanya dibalik dalam arti tidak sorohanisme, mungkin alur dan endingnya akan berbeda. Dampak ikutannya madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah akan unggul tidak hanya secara kuantitas melainkan juga secara kualitas.

Walaupun sorohanisme, secara objektif harus diakui bahwa posisi jabatan tidak dimonopoli oleh sorohan tuan guru terbukti posisi kepala madrasah dijabat oleh GPAI Jalaluddin, bendahara dijabat oleh GPAI Pauziah bahkan GPAI Musleh pun kebagian menjabat sebagai wali kelas yang rata-rata mereka bukan berasal dari keluarga tuan guru. Tetapi keadaan ini pun tidak luput dari interpretasi penulis bahwa dijabatnya kepala madrasah oleh ustaz Jalaluddin karena memiliki beberapa kemungkinan alasan, diantaranya pertama karena beliau termasuk guru senior disamping statusnya sebagai pegawai negeri (PN) dan kedua tidak ada alternatif lain setelah GPAI Tirmizi yang telah menjabat  dua periode. Selanjutnya dijabatnya bendahara oleh GPAI Pauziah karena ada kemungkinan pertimbangan statusnya sebagai pegawai negeri (PN). Sedangkan untuk GPAI Musleh semata-mata memberikan kesempatan kepadanya karena jabatan tersebut tidak prestisius. Gambaran tersebut merasa penting penulis ungkap mengingat para guru PAI sorohan tuan guru tidak hanya memiliki jam mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah saja melainkan mereka juga memiliki jam mengajar di PAUD, madrasah tsanawiyah (MTs) bahkan madrasah aliyah (MA) Al-Halimy, bila jabatan di madrasah ibtidaiyah (MI) itu dirangkap jelas akan menghambat aktifitas mengajarnya di luar madrasah ibtidaiyah (MI).

Menomorsatukan kualitas guru seharusnya menjadi asas utama yang harus ditunjukkan dalam perekrutan tenaga guru, dan menomorsekiankan asas kekeluargaan menjadi modal awal membangun madrasah ibtidaiyah (MI) lebih maju bukan sebaliknya. Implikasi dari kategorisasi yang mengedepankan keluarga tuan guru dalam setiap lembaga termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah. Pertama, secara kuantitas, ada pembengkakan jumlah guru (belum lagi di jenjang MTs dan MA) dari kalangan sorohan. Kedua, secara kualitas “jauh panggang dari apinya” dalam arti bahwa jumlah secara kuantitas di atas tidak diiringi dengan kualitas yang dimiliki sehingga perekrutan terkesan “dipaksakan”. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut:









Tabel: 9

Kategorisasi Guru PAI keluarga dan bukan keluarga Tuan Guru 



NO

Nama 

Pendidikan Terakhir

Kategori





Jenj

Jur

Prodi

Alumni

Lulus

Sorohan

Bukan Sorohan

1

Tirmizi

S1

PAI

Tarb

STIT

2009

√



2

Pauziah

D2

PGMI

Tarb

IAIN

2004



√

3

		Sanusi



S1

PAI

Tarb

STIT

2009

√



4

		Fikri



S1

PAI

Tarb

STIT

2009

√



5

M. Husni

MA

Agama

-

Najah

1993

√



6

Hj. Kartini

S1

IPS

-

IKIP

1998

√



7

Muharrar

D2

PGPAI

Tarb

IAIN

2007

√



8

Burhanudin 

S1

PAI

Tarb

IAIN

2005

√



9

Siti Maryam

MA

PAI

-

Najah

2007

√



10

Nurhidayah

MA

IPS

-

Najah

2009

√



11

		Haolani



S1

Dakwah

KI

IAIN

2009

√



12

Siti Masitah

S1

PAI

Tarb

IAIN

2009

√





Dari tabel di atas, terlihat pembengkakan jumlah guru PAI (belum jumlah guru secara keseluruhan) terlihat jelas dan ironisnya jumlah tersebut tidak diiringi oleh kualitas. Oleh karena itu, “jauh panggang dari apinya” dapat dibuktikan dari banyaknya guru yang tidak memenuhi kualifikasi. Ada beberapa saja yang memenuhi kualifikasi S1 akan tetapi bukan sarjana pendidikan dan yang kualifikasi sarjana pendidikan sekalipun merupakan alumnus kampus cabang.



b. Peran GPAI keluarga dan bukan keluarga tuan guru di masyarakat

Dalam pergaulan luas masyarakat kharisma bukan hanya akan dirasakan oleh pemilik nama, melainkan juga keluarga dan kerabat dekat atau bahkan rekan sepergaulan akan “kecipretan” harumnya wangi kasturi. Terlebih kharisma seorang tuan guru yang memang ditokohkan menjadi figur sentral di tengah masyarakat sebagai orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas ajaran agama Islam.

Pada masyarakat Sesela sendiri terdapat banyak tuan guru yang darinya banyak juga “dilahirkan” tempat-tempat semacam pengajian. Dari kharisma itu pula banyak guru PAI yang dipercayakan menjadi petugas di masjid. Tetapi terkait dengan perannya di masjid, sama sekali bukan karena alasan keluarga tuan guru atau tidaknya melainkan guru PAI tersebut secara personal dikenal memiliki kepribadian yang baik di tengah masyarakat, kemudian persoalannya apakah kepribadiannya yang baik tersebut faktor genetik (asli) atau sekedar alasan menjaga “nama baik” keluarga tuan guru, itu persoalan lain.

Dari kategorisasi yang digunakan, peran ganda guru PAI di tengah masyarakat dapat dijelaskan walaupun tidak sepenuhnya kausalitas dari keluarga tuan guru tetapi sedikit tidak memberikan pengaruh seperti peran yang dijalankan oleh GPAI Burhanuddin, Ahmad Haolani dan Muharrar. Ketiga GPAI tersebut merupakan sorohan tuan guru yang diminta oleh tuan guru pemiliki asrama putera dan puteri untuk mengajar di sana.

Sedangkan peran yang dijalankan oleh bukan sorohan tuan guru atau sorohan tuan guru yang menikah (Sasak: merarik) ke luar desa Sesela lebih dipengaruhi oleh faktor keadaan masyarakat yang mengharuskan mengajar untuk masyarakat. Salah satu guru PAI yang bukan sorohan tuan guru adalah GPAI Pauziah yang tidak memiliki peran di tengah masyarakat karena tidak ada wadah di tengah masyarakat tempat tinggalnya. Waktu dimintai penjelasannya terkait hal tersebut, GPAI Pauziah menjelaskan:

Sepulang dari madrasah tidak ada peran tambahan yang dijalankan di tengah masyarakat, disamping tidak ada wadah yang mengakomodir hal tersebut, ada banyak kesibukan rumah tangga yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, satu-satunya peran yang dijalankan di tengah masyarakat adalah menjadi ibu rumah tangga. Wawancara, hari Senin tanggal 14 Maret 2011.



Saat penelitian ini dilakukan, penulis menemukan salah satu guru PAI sorohan tuan guru yang menikah (Sasak: merarik) ke luar desa Sesela sehingga mengharuskan penulis menelusuri ke tempat tinggalnya. Dari hasil penelusuran tersebut diketahui bahwa guru PAI tersebut mempunyai kesibukan yang luar biasa yaitu sebagai tenaga pengajar di TPA, Diniyah dan ngaji malam di Mushalla As-Siddiqy desa Jeringo. Aktifitas tersebut dijelaskan oleh suaminya, Lalu Musy’ir yang juga dianggap sebagai tokoh agama di desa Jeringo:

Masyarakat Jeringo sangat menghormati guru dan menaruh harapan besar bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pendidikan dasar dan atas permintaan masyarakat setempat, sebagai alumnus pondok pesantren (keluarga besar alumni pondok pesantren Al-Islahuddiny Kediri dan pondok pesantren Al-Halimy) diminta untuk membangun semacam TPA/Diniyah/ngaji malam. Alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat setempat hajat tersebut terpenuhi dan kegiatan tersebut berlangsung di Mushalla As-Siddiqy setiap sore dan malam. Lebih lanjut, Lalu Musy’ir menjelaskan, atas alasan itulah secara bersamaan GPAI Siti Maryam (guru PAI sekaligus isteri) Kami ikutsertakan sebagai tenaga pengajar. Wawancara, Lalu Musyiir (tokoh agama) sekaligus suami Siti Maryam Guru PAI, 19 Maret 2011. Untuk diketahui TPA yang berada di pelosok bawah kaki gunung ini memiliki anak asuh sebanyak 100 orang lebih dengan tenaga pengajar sebanyak 6 (enam) orang .



Peran ganda yang dijalankan oleh  guru PAI dari kategorisasi keluarga tuan guru dan bukan keluarga tuan guru dapat ditangkap bahwa memang ada peran yang dipengaruhi oleh faktor keluarga tuan guru tersebut tetapi tidak sepenuhnya dijadikan acuan karena disamping itu ada juga peran yang dilakukan oleh guru yang bukan berasal dari keluarga tuan guru yaitu dipengaruhi oleh ada tidaknya wadah yang tersedia di tempat tinggalnya. Mengutip pendapat Mujamil Qomar, kondisi kultur di luar madrasah juga mempengaruhi kualitas madrasah. Kondisi ini bisa berupa pandangan atau penilaian masyarakat terhadap madrasah. Selama ini madrasah dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas ekonomi, tidak bermutu, hanya mengajarkan agama semata, jurusan akhirat, tempat penampungan anak-anak orang miskin, bersistem kolot dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah umum atau perguruan tinggi umum negeri. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 83. Pernyataan pada kalimat terakhir tersebut sepertinya sudah dipatahkan dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 1975.

Sedangkan pandangan masyarakat Sesela terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah, dengan mengakomodasi pendapat TGH. Ridwan, Hj. Hikmah dan ketua remaja selaku anggota masyarakat serta didukung dengan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa apresiasi tinggi terus mengalir dari masyarakat, karena mereka masih menganggap madrasah sebagai prioritas karena ekonomi yang “pas-pasan”, Masyarakat Sesela sebagian besarnya merupakan masyarakat menengah ke bawah dengan profesi yang bermacam-macam diantaranya buruh tani 562 orang, buruh swasta 620 orang, pengrajin 3000 orang, pedagang 228 orang dan peternak sebanyak 10 orang. Disarikan dari dokumentasi pemerintah kabupaten Lombok Barat profil desa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Lombok barat. Tanggal 14 Maret 2011. hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah murid madrasah yang semakin meningkat. Lihat data jumlah murid pada bab III. Dari pihak madrasah juga berupaya untuk menggratiskan tiga stel seragam bagi para siswa. Menurut penulis, upaya yang dilakukan madrasah-madrasah belakangan ini sangat efektif untuk menjembatani corak masyarakat ekonomi lemah dengan kebutuhan mereka terhadap dunia pendidikan.



Peran Ganda GPAI berdasarkan Gender 

Persoalan gender Menurut Showalter, istilah gender mulai populer di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis London tidak lagi memakai isu-isu lama, seperti patriarchal atau sexist, tetapi menggantinya dengan wacana gender (gender discourse). Sebelum itu, istilah gender sering digunakan secara rancu dengan istilah seks. Lebih lengkapnya baca Ema Marhumah, Konstruksi Sosial Gender di Pesantren Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 4. menarik untuk diungkap mengingat penelitian ini tidak hanya “berdiam diri” di madrasah saja melainkan juga menyentuh masyarakat luas sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Gender adalah “jenis kelamin sosial” yang ungiven-tidak kodrati. Jenis kelamin tersebut dikonstruksi oleh masyarakat sendiri, dengan kesepakatan tertentu, yang selanjutnya diemban dan diperankan oleh laki-laki dan perempuan, tanpa dipandang sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan, baik oleh laki-laki maupun perempuan sendiri. Umi Sumbulah dkk, Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 7. Karena “jenis kelamin sosial” ini dipengaruhi kuat sekaligus dikonstruksi oleh masyarakat, tentunya antara masyarakat satu dengan lainnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam memberikan porsi peran terhadap perempuan sehingga memungkinkan terjadinya pembiasan gender, ketidakadilan gender dan lain-lain. 

Menurut hemat penulis, hal ini sangat potensial terjadi di masyarakat Lombok (Sasak) yang menganut sistem patriarki. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang ditulis oleh para peneliti di wilayah NTB tentang sistem kekerabatan masyarakat Sasak, dapat diketahui bahwa secara umum para peneliti cenderung berpendapat bahwa masyarakat suku Sasak adalah penganut sistem kekeluargaan partrilineal. Ahmad Abd. Syakur, Islam dan Kebudayaah, hlm. 217. Sistem patriarkal patrilineal menempatkan wanita (bangsawan) dalam posisi yang sulit dan terbatas. Bahkan jika hendak kawin, mereka harus menemukan seorang pria yang cukup kaya untuk bisa dan mau membayar sajikrama yang tinggi. Lebih lengkapnya lihat Erni Budiwanti, Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 257. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Fawaizul Umam yang menyimpulkan bahwa sebagian besar paradigma mereka dalam persoalan relasi gender adalah bersifat bias, diskriminatif dan tidak sensitif gender. Fawaizul Umam dkk, “Persepsi Tuan Guru Seputar Relasi Gender dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan di Lombok”, Jurnal Penelitian Keislaman, Lemlit IAIN Mataram, Vol. 1, No.1. Desember 2004. Biasanya sistem kekerabatan patriarkal dalam proses pernikahannya sulit (berliku-liku), pasca menikah pun bias gender kerap terjadi. 

Dalam sub bab pembahasan ini tentunya tidak berbicara panjang apa dan bagaimana gender tersebut tetapi lebih menyoroti peran guru yang dijalankan oleh guru perempuan diantara guru laki-laki baik di madrasah maupun di masyarakat. Untuk kepentingan itu, berikut guru PAI perempuan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dan peran yang dijalankan di madrasah dan masyarakat.



		Guru PAI perempuan



Secara keseluruhan, jumlah guru perempuan berjumlah 11 (sebelas) orang dari 21 (dua puluh satu) orang guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Jumlah yang ada terlihat berimbang antara guru perempuan dan laki-laki. Demikian juga dengan jumlah guru PAI terlihat berimbang yaitu enam (6) perempuan, enam (6) laki-laki. Akan tetapi, peran dalam struktur organisasi madrasah guru PAI laki-laki masih mendominasi dibanding guru PAI perempuan, sedangkan posisi bendahara dan kepala madrasah tetap menggunakan jasa perempuan dan laki-laki. Bendahara atau urusan keuangan identik dengan perempuan sedangkan tipe kepemimpinan identik dengan laki-laki, dalam hal ini menurut penulis masih menggunakan pandangan lama atau tradisional. Dengan mengutip pendapat Ritzer, Ainul Yaqin mengungkapkan bahwa pemahaman gender secara tradisional berdampak pada penempatan perempuan sebagai subordinat atau orang kedua setelah laki-laki dan berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki, selanjutnya peran kerja gender tidak pernah menguntungkan dalam setiap atmosphere kehidupan perempuan. Lihat Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 125.

Akan tetapi, karena jumlah guru PAI berimbang maka secara umum masih bisa dianggap sudah terjadi keadilan gender di madrasah. Akan tetapi madrasah bukanlah standar tepat untuk menilai hal tersebut adil atau bias gender mengingat madrasah atau institusi lainnya memiliki aturan atau standar tersendiri yang sudah diatur bila dibandingkan dengan masyarakat sesuai dengan konteks penelitian ini. 

Keseimbangan yang terjadi di madrasah paradoks dengan apa yang terjadi di masyarakat terlebih pada masyarakat Lombok (Sesela) yang masih menganut sistem patriarki serta campur tangan suami terhadap isteri dalam wilayah publik. Realitanya terlihat pada guru PAI perempuan yang menikah, notabene mereka mengaku melepas perannya di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka jalani. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan guru PAI perempuan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela.

		Nurhidayah



Nurhidayah merupakan salah satu guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela yang mengajar Qur’an Haditas, Fiqih dan Aqidah Akhlak di kelas lima (V). Statusnya sebagai isteri muda mengharuskannya tinggal di tempat tinggal suaminya dan mengurus keluarga kecilnya, dengan konsekuensi adalah meninggalkan segala kegiatan yang sebelumnya dilakukan di tengah masyarakat. Dalam sebuah wawancara, Nurhidayah menjelaskan:

Kegiatan yang dijalankan adalah mengajar anak-anak dan aktif di Majlis Ta’lim Al-Halimy di masyarakat, akan tetapi statusnya menjadi isteri maka harus tinggal di tempat suami, sehingga untuk sementara waktu kegiatan di masyarakat harus dilepas. Lanjutnya, ada keinginannya untuk mengajar anak-anak lagi tetapi masih perlu mengkondisikan dan mengkomunikasikannya dengan kepala keluarga (suami). Wawancara, Nurhidayah GPAI kelas lima (V), tanggal 27 Februari 2011.



Dari pengakuan guru PAI di atas, kesibukannya dalam mengurus keluarga barunya mengharuskan untuk menonaktifkan aktifitas yang semula dijalankan di tengah masyarakat. Hal itu akan dijalankannya kembali setelah mendapat izin dari suami. Dalam pandangan penulis berdasarkan pengalaman masyarakat sekitar, wanita yang menikah secara otomatis memutuskan sebagian aktifitasnya semula dengan dalih tinggal di rumah suami dengan aktifitas baru dan segera digantikan oleh orang lain, dan isteri yang melangkahi suaminya dinilai isteri yang tidak baik.

		Siti Masitah



Siti Masitah merupakan guru PAI yang mengajar Qur’an Hadits dan Fiqih di kelas dua (II). Guru PAI ini adalah keluarga baru dari sorohan tuan guru. Sebagai isteri muda tidak banyak aktifitas baru yang dilakukan di tengah masyarakat dan sepengetahuan penulis sebagai teman satu kuliah, sewaktu kuliah GPAI Siti Masitah menjadi anak kos (kost-kampus) begitu selesai kuliah langsung menikah. Sehingga bisa dianalisis tidak ada peran yang dijalani sebelum dan sesudah menikah di tengah masyarakat. Sebagaimana GPAI Nurhidayah di atas. Sewaktu penulis mengkonfirmasi terkait perannya di tengah masyarakat GPAI Siti Masitah menjelaskan bahwa peran yang dijalani saat ini adalah menjadi guru di Madrasah Aliyah dan Ibtidayah An-Najah. Sementara perannya di tengah masyarakat untuk sementara ini mengurus kebutuhan keluarga sebagai ibu rumah tangga dan belum ada kegiatan yang lainnya. Wawancara, GPAI Siti Masitah, tanggal 24 Februari 2011.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan statusnya sebagai sorohan tuan guru selang beberapa bulan atau tahun ke depan akan memiliki aktifitas di masyarakat baik di asrama maupun di panti asuhan (PA).

		Paoziah



Tidak jauh beda dengan penjelasan GPAI Nurhidayah dan Siti Masitah di atas, GPAI Paoziah juga memiliki kesibukan mengurus keluarga di tengah masyarakat dan dengan tegas dikatakan tidak ada peran-peran lain yang dijalaninya. Lebih lanjutnya Paoziah menjelaskan tidak ada aktifitas lain selain mengajar di madrasah, menjadi mahasiswa di kampus QH dan sekembalinya dari madrasah dan kampus sibuk mengurus kebutuhan keluarga di tengah masyarakat. Wawancara, GPAI Paoziah, tanggal 21 Februari 2011.

Dari penjelasan ketiga GPAI di atas, kesibukan masing-masing di tengah masyarakat mengurus kebutuhan keluarga sebagai bagian dari kewajibannya menjadi isteri. Dalam hal ini penulis tidak bermaksud mengatakan ada larangan suami atas peran isteri akan tetapi dalam pemahaman yang diterima masyarakat luas yang bersumber dari nash tentang ketaatan isteri terhadap suami, isteri wajib taat kepada suaminya, Dalam hal ini menarik untuk disimak sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ معلومات الرواة" أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا…

Dari Abu Hurairah bercerita, Rasulullah bersabda, “sebaik-baik perempuan (isteri) yang menyenangkan kalau dilihat, patuh kalau disuruh dan menjaga harga dan martabat dirinya dan harta suami kalau dibelakang suami”. Hadits ini dengan berbagai Sanad dan Matannya dapat dilacak selengkapnya dalam tulisan Khoiruddin Nasution, “Istri dilarang bermuka masam di depan suami?” dalam Hamim Ilyas dkk, Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”, (Yogyakarta: eLSAQ Press kerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 169-186. tetapi kewajibannya itu bukan berarti harus “memotong” kreatifitas peran yang dijalani di tengah masyarakat. 

Lebih luas lagi bila melihat peran-peran guru PAI di tengah masyarakat baik di Panti Asuhan (PA), Asrama putera dan puteri sangat tidak seimbang antara peran yang dijalankan oleh guru PAI laki-laki dengan guru PAI perempuan. Peran laki-laki sangat mendominasi atas peran perempuan. Semakin luas ruang lingkup maka semakin sempit ruang kreatifitas peran perempuan. 



Relevansi Peran Ganda Guru PAI di Madrasah dan Masyarakat



Peran ganda dikatakan relevan bila mempunyai hubungan atau keterkaitan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya di satu tempat dengan tempat lainnya, karena relevansi itu sendiri bermakna hubungan atau keterkaitan. Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 666. Pada konteks ini, peran guru disebut memiliki relevansi bila perannya di madrasah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perannya di tengah masyarakat.

Dari deskripsi peran guru PAI baik di madrasah maupun di tengah masyarakat terlihat adanya peran ganda yang dijalankan oleh guru-guru PAI tersebut, baik ganda secara internal yang bertautan dengan tugas keguruannya di madrasah, maupun ganda secara eksternal yang menunjukkan kematangannya di tengah masyarakat. Bahkan ganda untuk keduanya yaitu di madrasah dan masyarakat. Peran guru semacam itulah yang diharapkan, dinilai wajar dan seharusnya  oleh masyarakat. Ironis sekali bila guru dikenal profesional di madrasah tetapi tidak mampu membaca realitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu disegarkan kembali bahwa madrasah merupakan sistem yang refresentatif dari masyarakat. Gambar berikut menjelaskan maksud penulis yang menyebut madrasah sebagai refresentasi masyarakat.













Gambar: 2

Ilustrasi  Lokasi Peran Ganda Guru Madrasah
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Dari gambar ilustrasi di atas, madrasah dengan masyarakat merupakan “saudara kembar” yang satu diantara keduanya terlihat lebih dewasa dan matang. Satu hal yang membedakan keduanya adalah norma yang terbangun dari masing-masing sistem tersebut, sehingga terlihat beda sosok guru madrasah di masyarakat dan sebaliknya. Sebagai contoh di lapangan bahwa panggilan ‘pak guru” di madrasah dikonversi menjadi ustaz atau ustazah di tengah masyarakat Sesela. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga di berbagai masyarakat lainnya.

Pada konteks masyarakat, kategorisasi senioritas-yunioritas cenderung sulit dibedakan bahkan mengkristal menjadi satu, bila sudah berbaur dengan tokoh agama lainnya semisal kiai atau tuan guru di tengah masyarakat. Sehingga secara tidak langsung terjadi pergeseran dari guru senior di madrasah menjadi guru yunior dengan posisi di bawah kiai atau tuan guru di tengah masyarakat. Akan tetapi mereka tetap di kenal sebagai ustaz-ustazah oleh masyarakat setempat.

Pengakuan masyarakat terhadap guru menjadi harapan, modal dasar yang kuat bagi para guru memainkan peran di tengah masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
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Relevansi Peran Guru di Madrasah dan Masyarakat
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Secara umum, peran guru PAI menunjukkan peran ganda baik di madrasah maupun di tengah masyarakat. Peran ganda tersebut merupakan satu kesatuan yang mendukung antar peran. Mengingat penjelasan kepala madrasah dan TGH. Ridwan pada bagian sebelumnya, cukup mewakili sebagai pijakan awal bahwa para guru PAI menjalani peran ganda baik di madrasah maupun di tengah masyarakat.

Lebih jelasnya terkait dengan relevansi peran ganda guru di madrasah dengan perannya di tengah masyarakat, penulis melihatnya dari kategorisasi senioritas-yunioritas dan kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru.

Relevansi Peran Ganda guru PAI Senior-Yunior

Sebagian besar guru PAI senior kecuali GPAI Pauziah memiliki peran di tengah masyarakat. Sedangkan sebagian besar guru PAI yunior kecuali GPAI Nurhidayah dan Siti Masitah memiliki peran di tengah masyarakat. Peran-peran guru PAI di madrasah dengan di tengah masyarakat dapat dideskripsikan dalam gambar sebagai berikut ini:



































Gambar: 4

Peran ganda guru PAI di madrasah dan masyarakat

Peran Ganda GPAI

Fikri

Husni

Kartini

Haolani

     Masitah 

     Maryam

   Nur

     Bur

     Muharar

     Tirmizi

     Paoziah

    Sanusi



GPAI senior

GPAI senior

GPAI senior

GPAI yunior

GPAI yunior

GPAI yunior

GPAI yunior

GPAI yunior

GPAI senior

GPAI senior

GPAI senior

GPAI yunior

Guru di PA dan Pembina tim shalawa dan zikir tsaman

Pemb. Majlis ta’lim

Guru TPA/diniyah, guru ngaji

Guru Asrama Puteri Muazzin Jumat

Pengajar di Asrama Putera dan ketua ratib

Khatib jumat dan guru ngaji

Guru di Panti Asuhan Al-Halimy

Guru Asrama putera, muazzin jumat

Guru PA dan pembina tim shalawatan dan zikir tsaman





































Dari data di lapangan, terlihat adanya peran yang relevan antara peran di madrasah dengan peran di tengah masyarakat. Karena keseluruhan guru PAI dikenal sebagai guru di madrasah maka masyarakat pun meminta perannya yang dianggap sesuai oleh guru sendiri dan masyarakat. Selanjutnya di jelaskan sebagai berikut: 

		GPAI senior di madrasah dan masyarakat



		GPAI Tirmizi 



GPAI Tirmizi tergolong ke dalam guru senior dan memiliki banyak pengalaman di madrasah. Kesenioran dan pengalaman yang dimiliki menjadikan GPAI Tirmizi memiliki peran yang cukup banyak. Perannya di tengah masyarakat menjadi khatib tidak kalah berat dengan perannya di madrasah. Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa ada kekhawatirannya dalam mempertanggungjawabkan apa-apa yang disampaikan sewaktu menjadi khatib dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sangat beralasan bila mengutip pendapatnya Komaruddin Hidayat yang mengatakan bahwa menjadi penceramah agama yang dikenal masyarakat memiliki resiko tersendiri yakni beban moral-psikologis bahwa masyarakat sering begitu kejam, menuntut pada seorang penceramah agama untuk tidak boleh berbuat kesalahan. Komarudin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, hlm. 205. Apa yang dikhawatirkan oleh GPAI Tirmizi dan pendapat Komaruddin Hidayat di atas tentunya berlaku dalam skala luas. Masyarakat mana pun akan memiliki standar sama dalam menentukan seorang khatib yang salah satunya adalah harus sesuai antara ucapan dengan perbuatannya.





		Ahmad Sanusi



GPAI Sanusi, dikenal juga sebagai guru di madrasah karenanya diberikan jadwal untuk mengajar anak-anak Panti Asuhan (PA) Al-Halimy. Bahkan, GPAI Ahmad Sanusi ditunjuk sebagai sekretaris dua (II) panti asuhan (PA). Walaupun terjadwal, GPAI Sanusi terkadang mengajar anak-anak Panti Asuhan (PA) di rumahnya sendiri, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut;

Kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di tengah masyarakat sebagai guru ngaji bagi anak-anak Panti Asuhan (PA), dan terjadwal malam Senin dan Kamis di Panti, tetapi karena banyak kesibukan keluarga, jadwal yang seharusnya diisi di Panti terpaksa dipindah ke rumah. Materi yang diajarkan sesuai dengan tingkatan usia anak, kalau sudah usia dewasa kebanyakan anak-anak disuruh ngaji ke pondok khusus. Wawancara, Sanusi hari Senin tanggal 21 Maret 2011.

	

		Ahmad Fikri



Ahmad Fikri GPAI senior, aktifitasnya sebagai guru tidak sebatas di madrasah bahkan juga di tengah masyarakat tepatnya di panti asuhan (PA) Al-Halimy. Selain itu, peran tambahannya adalah sebagai pembina kegiatan remaja (tim shalawat dan zikir tsaman).

		M. Husni



M. Husni GPAI senior memiliki peran yang sama sebagaimana GPAI Ahmad Sanusi dan Ahmad Fikri di atas. Perannya sebagai guru di madrasah diiringi dengan perannya sebagai guru di panti Asuhan (PA) Al-Halimy. Bersama GPAI Ahmad Fikri, GPAI M. Husni juga sebagai pembina kegiatan remaja (tim shalawat dan zikir tsaman).

		Hj. Kartini



Satu-satunya GPAI senior perempuan yang memiliki peran sebagai pembina majlis taklim di tengah masyarakat adalah GPAI Hj. Kartini.

		GPAI yunior di madrasah dan masyarakat



Peran ganda yang memiliki relevansi antara perannya di madrasah dengan di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh guru PAI senior melainkan juga dilakukan oleh guru yunior. Selain mengajar di madrasah banyak dari mereka (yunior) juga mengajar di masyarakat sebagai guru di asrama putera dan puteri, guru diniyah bahkan ada juga sebagai ketua Ratiban dan sebagai muazzin Jumat. 

		Muharrar



GPAI Muharrar termasuk GPAI yunior yang memiliki peran penting di tengah masyarakat. Peran yang harus didukung dengan basis ilmu keguruan dijalaninya yaitu sebagai guru di asrama putera Ahmad Sanusi dan menjadi ketua Ratib untuk remaja masjid di tengah masyarakat.

		Burhanuddin



Tidak berbeda dengan peran yang dijalankan oleh GPAI Muharrar, GPAI Burhanuddin juga memiliki peran yang memerlukan basis ilmu keguruan yaitu sebagai tenaga pengajar di asrama puteri Anwarul Halimy dan menjadi muazzin Jumat.







		Siti Maryam



Satu-satunya GPAI yunior perempuan yang memiliki peran di masyarakat. Peran yang dijalankan adalah sebagai guru TPQ, diniyah dan menjadi guru ngaji malam di desa Jeringo tempat tinggal barunya bersama suaminya di masyarakat.

		Ahmad Haolani



Guru PAI yunior ini adalah guru PAI yang memiliki peran yang cukup banyak yaitu sebagai muazzin Jum’at dan tenaga pengajar di asrama putera.

Pada konteks madrasah harus dimaknai sebagai peran kreatif dalam menunjang tugasnya menjadi guru, karena peran ganda menunjukkan adanya banyak peran yang dijalani oleh satu orang guru saja. Akan tetapi, peran ganda bukan berarti tanpa harus menyaring (filter) peran-peran yang akan dijalankan. Bahkan, harus selektif dan harus mempertimbangkan keinginan dengan kemampuan. Bila memperhatikan ketiga prasyarat di atas, maka seorang guru PAI itu hanya bisa mengajar ke-PAI-an yang dalam konteks ini mata pelajaran Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI atau mata pelajaran pendukung ke-PAI-an seperti yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah yaitu praktik shalat, kaligrafi, qira’ah dan lain sebagainya.

Berbeda dengan deskripsi di tempat penelitian, peran ganda yang dijalani sebagai guru PAI banyak keluar dari ke-PAI-an, walaupun masih dalam satu wilayah pembelajaran akan tetapi menurut hemat penulis hal tersebut sudah keluar terlalu jauh kecuali bila guru PAI tersebut menjadi guru kelas di kelas rendah. Contoh konkrit, GPAI Ahmad Haolani selain mengajar PAI dan mata pelajaran pendukung ke-PAI-an lainnya juga mengajar Bahasa Inggris yang notabene paradoks dengan PAI. Terkait hal tersebut, GPAI Ahmad Haolani menjelaskan bahwa mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya PAI dan mata pelajaran pendukung lainnya, akan tetapi mata pelajaran lainnya juga seperti Bahasa Arab, Kaligrafi dan Bahasa Inggris. Wawancara, ustaz Haolani hari Selasa tanggal 15 Maret 2011. Dalam hal ini penting untuk diketahui alasan yang mendasar terkait dengan guru PAI yang mengajar mata pelajaran lain, Kepala Madrasah ustaz Jalaluddin secara objektif diungkapkan bahwa kelemahan yang masih dirasakan di madrasah adalah masalah guru, masih memakai guru-guru yang bukan bidang keahliannya, bahkan yang belum memenuhi kualifikasi standar, ada yang kualifikasi tetapi non pendidikan. Oleh karena itu, masih banyak hal yang harus dibenahi  Wawancara, Kapala Madrasah Jalaluddin hari Selasa tanggal 15 Maret 2011.

Oleh karena itu, dalam memahami relevansi peran ganda tersebut, penulis melihat dari dua sudut pandang yaitu secara khusus dan secara umum. Secara khusus peran ganda yang dijalani para guru PAI di madrasah masih belum relevan akan tetapi (masih menggunakan sudut pandang yang sama) peran ganda di tengah masyarakat justru menggambarkan kerelevanan antar peran. Sedangkan secara umum peran ganda yang dijalani para guru PAI baik di madrasah dan di tengah masyarakat menggambarkan satu kesatuan yang saling mendukung. sebagai catatan, PAI di madrasah secara mudah bisa dibedakan antara PAI Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI sehingga hitam di atas putih bila guru PAI mengajar di luar mata pelajaran tersebut. Bila itu terjadi maka sudah tidak relevan lagi antara keahlian dengan bidang mata pelajaran yang diajarkan. Berbeda dengan di tengah masyarakat jangankan guru PAI guru Fisika sekalipun akan dikenal sebagai orang yang ahli memecahkan berbagai persoalan masyarakat, pada konteks ini seorang guru PAI yang mengajar di tengah masyarakat bisa dianggap relevan dengan keterlibatannya dalam bidang keagamaan semisal menjadi petugas masjid (muazzin dan khatib).

Melihat peran yang dijalankan GPAI senior dan yunior sebagai guru di madrasah dan menjadi khatib, muazzin, guru ngaji dan lainnya di masyarakat, terlihat adanya relevansi antara peran satu dengan peran lainnya, di tempat satu dengan tempat lainnya. Setidaknya, hal inilah yang dimaksud dengan orientasi pendidikan tidaklah sekedar berorientasi melahirkan manusia pintar dan trampil, melainkan juga berorientasi juga pada mengembangkan dimensi kecerdasan emosional-spritualnya. Mahmud Arif, Menyelami Makna Kewahyuan Kitab Suci Pesan Transformatif dan Edukatif al-Qur’an untuk Kehidupan, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hlm. 54. Meskipun menjadi khatib, muazzin dan guru ngaji tidak harus dari profesi guru, tetapi pada intinya menjadi khatib, muazzin dan guru ngaji tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Hal inilah yang membedakan peran guru-guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dibanding dengan guru-guru PAI di tempat lain.

Adanya keterkaitan peran yang dijalankan di madrasah dengan peran yang dijalani di tengah masyarakat yaitu menjadi guru atau ustaz dan ustazah terlihat relevansi itu menguat sekaligus mematahkan asumsi penulis yang beranggapan tidak adanya aktifitas guru PAI di tengah masyarakat apalagi guru PAI jenjang madrasah ibtidaiyah (MI).

Satu hal yang membedakan peran yang sama (aktifitas mengajar) dilakukan antara guru PAI senior dengan guru PAI yunior adalah tempat mengajar guru PAI senior memiliki lembaga khusus dibanding guru PAI yunior hanya mengajar di asrama pribadi (dibahas pada bagian 2). 



		Relevansi peran ganda GPAI keluarga dan bukan keluarga tuan guru



Relevansi peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di madrasah dengan perannya di tengah masyarakat berdasarkan sorohan dan bukan sorohan tuan guru ditemukan data yang menarik di lapangan. Dari kategorisasi di atas ditemukan peran ganda di madrasah didominasi oleh sorohan tuan guru, sekali lagi secara umum masih adanya relevansi tersebut tetapi bila dilihat lebih khusus atau detailnya terkadang tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan. Selain itu relevansi dengan kategori di atas juga ditemukan bahwa sorohan yang paling dekat (secara nasab) seperti GPAI Burhanuddin, GPAI Ahmad Haolani beserta isteri (Siti Masitah juga guru MI) memiliki jam mengajar di madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Al-Halimy Sesela.

Peran guru dengan kategorisasi ini di tengah masyarakat sebagai pengajar tidak terlepas dari jenis tempat mengajar yang oleh penulis istilahkan bersifat “milik keluarga” dan “miliki warga”. Bersifat “milik keluarga” yang penulis maksud karena tempat mengajar (asrama Anwarul Al-Halimy dan asrama TGH. Ahmad Sanusi (alm)) adalah milik pribadi. Sedangkan bersifat “milik warga” karena nama kepemilikan tidak di monopoli oleh satu orang saja melainkan milik yayasan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dari dua status kepemilikan lembaga–untuk mengatakan wadah- dengan kategorisasi sorohan dan bukan sorohan tuan guru, ditemukan bahwa lembaga “milik keluarga” dalam program pendidikannya “ditukangi” oleh para guru PAI keluarga tuan guru, sedangkan lembaga “miliki warga” dalam program pendidikannya “ditukangi” oleh para guru PAI yang bukan dari sorohan (untuk tidak menyebut keluarga, karena keluarga masih dekat dibanding sorohan) tuan guru, meskipun masih ada tali temali dengan keluarga tuan guru biasanya dipakai sorohan yang lebih dekat. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut menggambarkan relevansi peran ganda guru PAI dengan kategorisasi sorohan dengan bukan sorohan tuan guru di madrasah dan masyarakat. 

Tabel: 10

Klasifikasi Tempat Mengajar Guru PAI di Masyarakat



NO

Nama 

Kategori

Tempat mengajar di masyarakat





Sorohan

Bukan Sorohan

Rumah Pribadi

PA

Asrama Pribadi

Masyarakat

1

Tirmizi

√



√







2

Pauziah



√

-

-

-

-

3

Sanusi

√





√





4

Fikri

√





√





5

M. Husni

√





√





6

Hj. Kartini

√









√

7

Muharrar

√







√



8

Burhanudin 

√







√



9

Siti Maryam

√









√

10

Nurhidayah

√



-

-

-

-

11

Haolani

√







√



12

Siti Masitah

√



-

-

-

-



Seperti dijelaskan sebelumnya dan diperkuat dengan tabel di atas, GPAI Tirmizi walaupun tergolong sorohan tuan guru lebih memilih mengajar di rumah sendiri daripada di tempat lain, GPAI Pauziah guru pegawai negeri (PN) yang tidak memiliki peran di tengah masyarakat karena masyarakat tempat tinggalnya tidak memiliki wadah tempat menyalurkan pengetahuannya disamping kesibukannya sebagai mahasiswa di kampus dan urusan keluarga. GPAI Siti Maryam termasuk sorohan tuan guru yang menikah keluar desa Sesela tetapi masih memiliki peran di tengah masyarakat karena didukung oleh lingkungannya termasuk oleh suaminya yang notabene sebagai tokoh agama dan masyarakat. GPAI Siti Masitah adalah anggota baru keluarga tuan guru karena ikatan pernikahan yang belum memiliki peran di tengah masyarakat. Terakhir, guru PAI lainnya yang berstatus senior mengajar di Panti Asuhan yang notabene menjadi “milik warga” dan guru PAI yunior mengajar di asrama “milik keluarga” karena merupakan keluarga tuan guru terdekat dibanding dengan yang lainnya.



Kendala-kendala yang dihadapi GPAI di Madrasah dan Masyarakat



Bukan rahasia umum bila kendala yang dihadapi merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan yang dilakukan, demikian pula dengan peran guru di madrasah apalagi menyentuh ruang lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. Tentunya ada perbedaan mendasar yang menjadi kendala kedua locus tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi baik di madrasah dan masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sub bab ini penulis berupaya mengangkat faktor-faktor yang bagi kebanyakan orang faktor-faktor tersebut belum diidentifikasi sebagai sebuah kendala. Sebaliknya, bagi penulis justru faktor-faktor ini sangat mempengaruhi peran ganda guru di madrasah dan masyarakat, sekaligus menjadi trend mark perspektif sosioedukatif yang penulis gunakan. Dalam hal ini penulis memverifikasi kendala-kendala tersebut ke dalam dua bagian yaitu pertama kendala di madrasah dan kedua kendala di masyarakat. 

		Kendala di Madrasah



Kendala yang dihadapi bisa dalam berbagai bentuk di madrasah. Madrasah merupakan sistem yang terkait dengan berbagai komponen, maka bila salah satu saja komponen tersebut tidak mendukung maka potensial menjadi kendala dalam menjalankan peran keguruan di madrasah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis sesuai dengan fakta di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menjalankan perannya di madrasah adalah:

		Faktor rekrutment tenaga edukatif dengan prioritas keluarga tuan guru



Secara keseluruhan, jumlah tenaga edukatif di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela sebanyak 22 orang. Dari 22 guru tersebut, 12 diantaranya adalah guru PAI yang sebagian besarnya adalah sorohan tuan guru. Rekrutmen tenaga guru atau pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitas. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi melalui ujian lisan, tulisan dan praktek. Suharno, Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar Bagi Para Calon Guru, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm. 23.

 Ironisnya dari keseluruhan jumlah guru PAI membidangi jurusan yang sama yaitu jurusan pendidikan agama Islam (PAI) di kampus agama baik swasta dan negeri. 

Rekrutment semacam itu menjadi kendala tersendiri bagi guru dalam menjalankan perannya di madrasah. Dalam hal ini, kendala yang dimaksud setidaknya dalam dua hal: Pertama jumlah keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah merupakan orang dalam Al-Halimy dan belum bisa menerima orang dari luar Al-Halimy Sesela, akibatnya terkesan dipaksakan. Kedua, karena “dipaksakan” sebagian besarnya memiliki jurusan yang sama, terbukti para guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah merupakan alumnus PAI sehingga bila terjadi peran ganda lintas mata pelajaran sebagaimana di lapangan, maka peran yang dilaksanakan tidak maksimal. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Arifin yang mengatakan bahwa titik lemah madrasah, pada semua jenjang terletak pada tenaga pengelolanya, karena mereka kurang berorientasi pada profesionalisme. M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 10. Profesionalis adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian, dengan ciri-ciri, pertama memiliki keahlian di bidang tersebut, kedua menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut, ketiga hidup dari pekerjaan tersebut dan keempat bukan sebagai hobi. Lebih lengkapnya baca Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

Menurut hemat penulis, langkah yang diambil oleh madrasah ibtidaiyah (MI) khususnya dalam perekrutan tenaga guru semacam itu merupakan langkah awal yang kurang tepat, padahal tujuan rekrutmen pegawai adalah menyediakan calon pegawai yang betul-betul baik (surplus of candidates) dan paling memenuhi kualifikasi (most qualified and outstanding individuals) untuk sebuah posisi, Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 21. sehingga bila sewaktu-waktu terjadi peran ganda lintas mata pelajaran, maka tidak terjadi overlapping of function. Sebaliknya bila terjadi overlapping of function tentu hal tersebut merupakan kendala bagi peran yang dijalani oleh para guru.



Faktor polarisasi pembagian peran yang kurang cermat

Melihat kenyataan di tempat penelitian masih banyak terjadi polarisasi pembagian peran yang kurang tepat. Sepertinya, dalam menentukan peran yang akan dijalani oleh guru-guru (PAI) masih sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, sehingga terjadi ketimpangan. Hal tersebut bisa dilihat dari dua kategorisasi yakni kategorisasi senior-yunior dan kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru.

Untuk kategorisasi pertama kesenioran guru PAI tidak diukur atau tidak diidentikkan dengan kompetensi yang dikuasai melainkan diukur atau diidentikkan melalui pengalaman yang dimiliki. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satu pun guru senior mengawali karirnya menjadi guru dengan memenuhi kualifikasi (S1). Ukuran pengalaman yang dipakai memiliki pengaruh tersendiri bagi guru yunior yang memiliki kompetensi melebihi guru senior, akan tetapi karena dianggap belum memiliki pengalaman yang banyak maka harus terhalang oleh guru senior. Sedangkan untuk kategorisasi kedua berpengaruh terhadap peran (jam mengajar) yang dijalankan. Satu sisi, ada  guru yang “kebanjiran” peran, di sisi lain bahkan ada guru yang “kegersangan” peran. Hal ini dapat dibuktikan bahwa guru PAI keluarga tuan guru menjalankan peran (jam mengajar) yang lebih banyak dibanding dengan peran (jam mengajar) guru PAI yang bukan sorohan tuan guru. Guru PAI keluarga tuan guru di samping mengajar di madrasah ibtidaiyah (MI) dengan jam mengajar yang cukup padat, mereka juga mengisi di jenjang madrasah lainnya seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah (MA). Dengan demikian perlu dicermati sebenarnya yang menjadi kerja sampingan tersebut apakah jam mengajar di madrasah ibtidaiyah (MI) atau di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Polarisasi semacam itu juga kuat dugaan hasil yang dicapai juga tidak maksimal, misalkan saja bila mengutip pendapat beberapa guru tentang kesiapannya mengajar, mereka rata-rata menjawab tidak memiliki kesiapan dalam arti tidak memiliki perangkat mengajar (RPP) sehingga perannya di dalam kelas hanya rutinitas sehari-hari. 

		Faktor distribusi mata pelajaran dan mismatch mata pelajaran



Faktor ini tidak terlepas dari mata pelajaran yang diajarkan dan latar belakang (background) pendidikan yang ditempuh guru PAI. Mengingat mata pelajaran yang diajarkan tidak sebatas PAI (Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI) dan ke-PAI-an melainkan juga mata pelajaran umum seperti MTK dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena status kesarjanaan guru yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela notabene adalah sarjana pendidikan agama Islam (PAI), maka tidak ada alternatif lain kecuali harus juga mengajar mata pelajaran umum. Akan tetapi tidak sebaliknya, bagi sarjana umum untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI).

Distribusi mata pelajaran yang tidak disesuaikan dengan latar belakang (background) pendidikan, pada ujungnya dapat memicu terjadinya mismatch. Hal ini dapat diperparah dengan kebijakan (policy) madrasah yang tidak sensitif terhadap distribusi mata pelajaran yang belum menyesuaikan dengan keahlian (expert) guru. Dengan kata lain bahwa kebijakan (policy) madrasah seringkali belum menempatkan guru berdasarkan ekspektasi, akan tetapi masih berdasarkan pada kultur lama yang bersifat struktural.

Seperti diungkap di atas bahwa guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela secara keseluruhannya adalah sarjana pendidikan agama Islam (PAI). Dengan distribusi mata pelajaran yang diterapkan mengharuskan mereka mengajar mata pelajaran umum. Dari kenyataan di lapangan terlihat walaupun disatu sisi dengan kebijakan (policy) yang diterapkan oleh madrasah mengakibatkan peran ganda guru PAI akan tetapi disisi lain mismatch mata pelajaran sangat mungkin terjadi. 

		Faktor kurangnya sarana dan prasarana



Sarana prasarana merupakan bagian dari komponen sistem pendidikan yang saling mendukung dengan komponen lainnya. Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 170. Pendayagunaan sarana dan prasarana (hardware) tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien melainkan lebih dari itu memunculkan citra di mata publik sebagai lembaga yang bergengsi. Usman Abu Bakar dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 106.

Kendala yang dihadapi di dalam madrasah tidak terlepas dari kondisi madrasah sendiri dan peran guru PAI, ada tarik ulur (interplay) diantara keduanya, bila madrasah memiliki fasilitas yang kuat tetapi sebaliknya peran yang dijalani oleh pelaku (dalam hal ini guru PAI) tidak maksimal maka hasilnya dapat dipastikan tidak akan maksimal. Selanjutnya, bila fasilitas tidak mendukung tetapi justru peran diupayakan semaksimal mungkin oleh guru PAI, hasilnya pun kurang maksimal. Selanjutnya bila keduanya saling mendukung maka perannya akan maksimal. Lebih jelasnya, berikut maksud dari penulis:

Gambar: 5 
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Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela bila dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat kurang bila dibanding jumlah dan jam mengajar guru, bila dikalikan dengan jumlah kelas pada waktu bersamaan tentu tidak plausible (masuk akal), bahkan banyak guru yang tidak kebagian media pembelajaran. Bila sudah demikian keadaannya tentu peran yang akan dijalani guru PAI sampai kapan pun tidak akan bisa maksimal dan menarik. Oleh karena itu, di awal penulis ungkapkan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah (MI) ini berjalan dengan sederhana, monoton dan terkesan formalitas. Hal ini pula yang dikeluhkan oleh GPAI Haolani yang menjelaskan sarana prasarana atau media pembelajaran madrasah masih kurang lengkap, sehingga kesehariannya para guru mengajar tidak didukung dengan media yang memadai, cara mengajar guru masih monoton karena hanya didukung oleh buku paket saja. Wawancara, Ahmad Haolani, hari Selasa tanggal 22 Maret 2011. 

Hal inilah yang mungkin dari pihak madrasah meminta penulis untuk menghadiahkan buku sebagai kenang-kenangan di akhir penelitian dengan alasan sebagai koleksi tambahan sebagai bahan bacaan tambahan bagi anak-anak.

		Kendala di Masyarakat



Berbeda dengan kendala peran guru di madrasah, kendala yang dihadapi di tengah masyarakat tidak sekompleks di madrasah mengingat hubungan madrasah ibtidaiyah (MI) dengan masyarakat Sesela menunjukkan hubungan yang koorporatif, saling pengertian, saling menguntungkan, saling tegur sapa, saling koreksi sehingga lebih membantu memahami kebutuhan masing-masing. Akan tetapi bukan berarti tidak ada kendala sama sekali terhadap peran yang dijalankan guru di tengah masyarakat. Secara umum, kendala-kendala yang dihadapi guru PAI di tengah masyarakat adalah sebagai berikut:







		Faktor Sosiokultural



Kendala yang cukup akut yang dihadapi pendidikan Islam demikian juga para gurunya adalah kondisi sosio-kultural yang melingkari madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini sulit ditepis bahkan tidak akan pernah bisa ditepis mengingat secara historis-filosofis kebanyakan madrasah sendiri menginduk ke masyarakat. Sekali pun demikian, masih bisa dipertanyakan kembali corak masyarakat yang bagaimana yang bisa mendukung madrasah berikut dengan para gurunya. 

Kembali pada konteks penelitian, kondisi sosio-kultural masyarakat Sesela sedikit tidak menjadi kendala tersendiri dan membatasi peran guru khususnya di tengah masyarakat. Hal itu terjadi lebih dikarenakan adanya pergeseran status guru dari senior ke yunior saat bersanding dengan tuan guru. Kesenioran guru di madrasah tidak mampu mengimbangi kharisma sosok tuan guru di masyarakat. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus pula menerima saja penilaian masyarakat terhadap dirinya sekali pun itu bukan sikap yang tepat. Sepintar apa pun guru, sedalam bagaimana pun penguasaan ilmu pengetahuan bahkan melebihi tuan guru sekali pun masyarakat tetap menempatkan tuan guru pada posisi yang lebih tinggi. 

Di pulau Lombok, ukuran-ukuran pada ranah sosial semacam itu, secara keseluruhan dapat dikatakan tampak menonjol dalam masyarakat. Misalkan, ukuran kehormatan, muncul karena orang-orang yang dihormati biasanya mempunyai jasa dalam masyarakat, atau karena mereka adalah orang-orang tua yang dikenal berperilaku baik dan berbudi luhur. Ukuran kehormatan ini sangat dirasakan, terutama pada masyarakat tradisional. Masyarakat cenderung menghormati mereka yang dipandang tua atau dituakan karena jasa-jasa besar serta perilaku baik yang mereka tunjukkan. Sedangkan berkenaan dengan ukuran ilmu pengetahuan, pada dasarnya masyarakat sangat menghargai ilmu pengetahuan. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, baik yang menyangkut ilmu umum atau pun ilmu-ilmu agama, akan menempati lapisan yang cukup tinggi dalam pelapisan sosial yang bersangkutan. Ahmad Abd. Syakur, Islam dan Kebudayaan,  hlm. 227.

Hal ini terjadi bahwa masyarakat bahkan tuan guru sekali pun belum memberikan kesempatan lebih luas bagi peran guru untuk mengajar masyarakat luas. Padahal dari perspektif Islam, secara fitrah antara guru dengan tuan guru memiliki fitrah yang sama. Karena memiliki fitrah yang sama maka tidak ada orang yang bodoh dan pintar, permasalahannya bagaimana orang tersebut mengembangkan fitrah yang sama itu ke arah yang lebih baik. Letak bedanya adalah tuan guru hanya “lebih dulu tahu” ketimbang guru. Karena tuan guru sudah melewati proses yang panjang sedangkan guru masih menjalani proses tersebut.

		Faktor Bias Gender



Implikasi yang tak terelakkan, tak terbantahkan akan tetapi belum juga disadari dari sistem patriarki yang dianut sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Lombok berpengaruh terhadap peran seseorang. Masyarakat Sesela sepertinya dihegemoni dengan sistem yang ada, akan tetapi sekali lagi hal itu belum disadari. Hal tersebut mungkin saja terjadi, dengan mengutip pendapat Siti Ruhaini Dzuhayatin bahwa konstruk budaya patriarkhi yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan bahkan diklaim sebagai “fakta alamiah”. Lihat, Siti Ruhaini Dzuhayatin “Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 11. Statement penulis dalam kalimat terakhir tersebut bukan tanpa alasan melainkan sarat dengan alasan dan data di lapangan. Alasannya adalah masyarakat Sesela dihegemoni dengan sistem patriarki akan tetapi belum disadari karena masyarakat Sesela khususnya orang-orang (para sarjana) yang bergelut sekali pun dalam dunia pendidikan masih belum mampu membaca realitas yang ada di sekitar. Sedangkan datanya bahwa lembaga pendidikan dan sosial yang berdiri kokoh di tengah masyarakat Sesela dominannya “ditukangi” oleh peran guru laki-laki bahkan peran guru perempuan hampir tidak muncul. Ironisnya di asrama puteri sekali pun, guru PAI laki-laki menjadi prioritas.

Data terlihat bahwa peran guru PAI perempuan sangat tidak berimbang di banding peran guru PAI laki-laki di lapangan. Taruh saja sebagai contoh dari 25 (dua puluh lima) jumlah tenaga pengajar di panti asuhan hanya dua orang perempuan saja yang memiliki jadwal mengajar, dan itu pun bukan dari enam guru PAI perempuan. Lebih ironisnya lagi di pondok khusus Al-Halimy jumlah tenaga guru berjumlah 40 (empat puluh guru) guru, tetapi tidak ada satu pun guru perempuan, Dokumentasi yang penulis kutip dari hasil penelitian Husnan tahun 2011. Bandingkan dengan pondok pesantren Munawir dan Maksum Krapyak yang terangkum dalam hasil penelitian Ema Marhumah bahwa Nyai di pondok tersebut memiliki peran di komplek putera. Lebih lengkapnya baca Konstruksi Sosial Gender di Pesantren, hlm.79-114. bila ada alasan yang menguatkan pondok tersebut pondok putera harus diajar oleh guru laki-laki, lalu kenapa di asrama puteri harus diajar oleh guru PAI laki-laki. Justru peran guru perempuan lebih mendominasi di Raudlatul Atfal (RA). Hal tersebut mengindikasikan adanya persoalan “bapak pergi ke kantor sedangkan ibu pergi ke pasar” di tengah masyarakat Sesela. Dari gambaran lapangan terlihat bahwa kendala yang dihadapi guru PAI adalah persoalan gender, yakni terjadi pembiasan gender di lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat.
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BAB V

PENUTUP



Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian tentang peran ganda guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Lombok Barat (perspektif sosioedukatif), dapat disimpulkan sebagai berikut:

		Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela memiliki peran ganda di madrasah dan masyarakat. Peran ganda guru PAI di madrasah diwujudkan selain sebagai tenaga pendidik (educator), guru PAI juga merangkap sebagai tenaga kependidikan. Untuk peran yang pertama penulis sebut dengan istilah peran reguler sedangkan peran yang kedua, penulis sebut dengan istilah peran periodik. Peran regular dijalani dengan sederhana, monoton dan terkesan formalitas, demikian juga dengan peran periodik masih belum otonom dalam artian masih dibantu dengan rekan guru yang lain. Sedangkan peran ganda guru PAI di masyarakat diwujudkan dalam bentuk perannya dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan dan dalam bidang ke-remaja-an (kegiatan remaja). Bentuk peran yang pertama diwujudkan sebagai tenaga pendidik (educator) di berbagai lembaga seperti asrama, panti asuhan (PA) bahkan di rumah-rumah. Sedangkan bentuk peran yang kedua diwujudkan sebagai petugas Jum’at di masjid-masjid. Terakhir, yakni bentuk peran yang ketiga sebagai pembina kegiatan-kegiatan remaja. Ketiga peran yang dijalankan di masyarakat lebih bersifat pasif (diminta) oleh masyarakat setempat. 

Untuk lebih mudah memahami relevansi peran ganda guru PAI di madrasah dengan perannya di masyarakat, maka dapat dikategorisasikan menjadi guru PAI senior dan yunior, guru PAI keluarga tuan guru dengan bukan keluarga tuan guru dan guru PAI berdasarkan jenis kelamin (gender). Kategorisasi pertama adalah melihat peran ganda dari (usia) atau lama mengajar sehingga jelas perbedaan senioritas dengan yunioritas. Peran guru PAI senior memiliki peran yang lebih banyak dan lebih strategis dengan tingkat resiko lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan peran guru PAI yunior yang memiliki peran yang lebih minimalis dan tidak beresiko tinggi. Kategorisasi kedua adalah peran guru PAI keluarga tuan guru memiliki kesempatan lebih luas menjadi guru di madrasah. Sedangkan kategorisasi tersebut di masyarakat terlihat bahwa keluarga tuan guru yang terdekat lebih mudah mengakses peran dalam bidang pendidikan sebagai tenaga pendidik (educator) di lembaga “miliki keluarga” (kepemilikan secara pribadi) sedangkan sorohan tuan guru lainnya menjalankan peran dalam bidang pendidikan sebagai tenaga pendidik (educator) pada lembaga “milik warga” (kepemilikan secara publik). Kategorisasi ketiga adalah melihat peran dari jenis kelamin (gender) guru PAI di madrasah dan masyarakat. Peran berdasarkan jenis kelamin (gender) di madrasah masih terlihat seimbang antara peran guru PAI perempuan dan laki-laki, atau dengan bahasa lain sudah terjadi keadilan/kesederajatan gender. Akan tetapi peran perempuan dengan laki-laki di masyarakat masih terjadi bias gender, terlihat dari berbagai lembaga di masyarakat sangat kurang menggunakan jasa peran perempuan. 



Kategorisasi senior-yunior lebih kuat terlihat di madrasah. Mengingat terjadinya gap peran yang cukup jauh antara peran guru PAI senior dengan yunior. Kategorisasi keluarga dan bukan keluarga tuan guru, memiliki pengaruh tersendiri di madrasah dan masyarakat. Kategorisasi ini sangat mempengaruhi kuantitas guru di madrasah, sehingga terlihat madrasah “diramaikan“ oleh keluarga tuan guru. Demikian juga di masyarakat, letak bedanya adalah lebih memprioritaskan keluarga terdekat. Sedangkan kategorisasi jenis kelamin (gender) lebih kental terlihat pada lingkup masyarakat, mengingat belum seimbangnya peran guru PAI perempuan dengan guru PAI laki-laki. Terbatasinya peran guru PAI perempuan terbentur dengan sistem patriarki yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga sebagian besar guru PAI perempuan (khususnya yang berstatus isteri) lebih banyak mengurusi kebutuhan keluarga (suami dan anak-anak).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam menjalankan perannya terbagi menjadi dua locus yaitu kendala di madrasah dan kendala di masyarakat. Kendala yang dihadapi di madrasah adalah faktor rekrutment tenaga edukatif dengan prioritas keluarga tuan guru, faktor polarisasi pembagian peran yang kurang cermat, faktor distribusi mata pelajaran dan mismatch mata pelajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan kendala yang dihadapi guru PAI di masyarakat adalah kendala sosiokultural dan bias gender.



Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi guru PAI madrasah dalam menjalankan peran ganda di madrasah dan masyarakat, sebagai berikut:

		Perlu adanya pembenahan terkait dengan pola rekrutment tenaga edukatif dengan lebih menekankan pada kebutuhan madrasah dan ekspektasi guru yang akan direkrut. Serta harus adanya sikap inklusif terhadap pihak luar guna menghindari penggunaan jasa pihak (orang) dalam yang tidak sesuai dengan kebutuhan madrasah. 

		Merekonstruksi kembali pola pembagian peran yang berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan tidak semata berdasarkan pada ukuran pengalaman. Bila perlu diintegrasikan antara kompetensi dan pengalaman tersebut. Selanjutnya pola pembagian peran harus lebih bersifat proporsional dan sebisa mungkin menghindari peran yang dimonopoli oleh satu orang sedangkan orang lain terkesan memiliki peran yang sangat kurang. 

		Peran guru di madrasah tidak terlepas dari produk kebijakan (policy) kepala madrasah, dengan melihat kenyataan peran yang dijalankan oleh guru PAI, masih terlihat timpang (tidak seimbang) antara guru satu dengan yang lainnya, ditambah lagi dengan bidang yang diajarkan tidak sesuai dengan jurusan yang ditekuni. Oleh karena itu harus adanya pembenahan ulang terkait dengan distribusi mata pelajaran guna menghindari mismatch, dengan meninjau kembali latar belakang (background) pendidikan dan kemampuan guru.

		Lembaga pendidikan merupakan sistem yang komponen satu dengan yang lainnya saling terkait. Oleh karena itu, untuk mendukung peran guru sebagai salah satu sistem komponen tersebut maka harus pula didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

		Keadaan sosiokultural masyarakat setempat yang belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat yang dianggap yunior. Perlu untuk membuka kran peran untuk kesetaraan peran senior atas yunior. selanjutnya, isu gender merupakan  isu kontemporer yang belum tersentuh oleh kalangan masyarakat desa dan kalangan yayasan seperti tempat penelitian. Oleh karena itu, secara khusus harus adanya sosialisasi atas prinsip dasar seputar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dengan perempuan guna menghindari bias gender yang berujung pada keuntungan dan kerugian salah satu jenis kelamin.
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BAB III

SETTING PENELITIAN MI AN-NAJAH SESELA



Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

Secara geografis Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah ini terletak di desa Sesela Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari. Gunungsari merupakan Kecamatan paling utara dari Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU), sedangkan bagian selatan Kecamatan ini berbatasan dengan Kota Mataram. Desa yang terkenal dengan industri ukir-ukirannya ini menjadi bagian dari Kecamatan Gunungsari yang terletak paling selatan berbatasan langsung dengan Kota Mataram yang kurang lebih satu kilometer dari bandara Selaparang Rembiga Mataram. 

Dengan letak posisi dan tapal batas di utara, selatan, timur, dan barat sebagai berikut:

		Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya yang menghubungan madrasah dengan rumah penduduk.

		Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan penduduk dan sungai yang menghubungkan desa Sesela dengan Bandara Selaparang.

		Sebelah timur berbatasan dengan asrama putera Ahmad Sanusi dan

		Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. Observasi, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011.



Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah (MI) dari empat (4) madrasah ibtidaiyah (MI) yang ada, satu  (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan lima  (5) SDN yang terletak di desa Sesela Kecamatan Gunungsari. Observasi, Lembaga Pendidikan Dasar (MI dan SDN) di desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Senin 14 Februari 2011.



Sejarah Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

Dalam perkembangan sejarahnya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini berawal dari sebuah pengajaran yang sederhana dengan sistim  (cara atau metode) yang sederhana pula. Tepatnya pada tahun 1919 yakni TGH. Abdul Halim yang memulai mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat, baik masyarakat asli desa Sesela maupun yang berasal dari luar desa Sesela. Dokumentasi, Sejarah Awal Perkembangan (cikal bakal) berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI), dikutip dari Sejarah Pondok Pesantren Al-Halimy, 14 Februari 2011. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sistim pengajaran dilaksanakan masih dalam bentuk halakah dan sistim bandongan, kalongan dan wetonan yang sekaligus merupakan ciri khas pengajaran pondok pesantren. Dalam keterangannya, TGH. Munajib Khalid, ketua yayasan menjelaskan bahwa pengajaran pada waktu itu masih dilaksanakan di beranda-beranda (jajar) masjid, mushalla bahkan di rumah-rumah. Lebih lanjut diungkapkan bahwa pelaksanaan pengajaran di tempat-tempat tersebut karena waktu itu belum adanya tempat khusus sebagai tempat pengajaran.  Wawancara, TGH. Munajib Khalid, Ketua Yayasan, 14 Februari 2011.

Melihat antusias masyarakat pada umumnya dan masyarakat Sesela pada khususnya terhadap ilmu agama Islam, TGH. Abdul Halim berkeinginan untuk mengembangkan pengajaran yang sederhana (sebagaimana disebutkan di atas) menjadi sistim madrasah atau sistim klasikal. Hal ini didukung oleh kembalinya putera beliau yakni TGH. M. Anwar dan disusul oleh cucunya yaitu TGH. Ahmad Sanusi bin Syarafuddin dari studinya di Pondok Pesantren Al-Islahudiny Kediri. Dalam perkembangannya, keinginan TGH. Abdul Halim di atas terwujud sekaligus menjadi “oleh-oleh” dari anaknya TGH. M. Anwar dan cucunya TGH. Sanusi bin Syarafuddin yakni dengan didirikannya Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah pada tanggal 8 November 1954 dengan nomor urut 84/1954 M.

Pada waktu bersamaan, seiring dengan antusiasisme masyarakat luas terhadap pengajaran pondok pesantren ditambah dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah, maka didirikan pula pondok (asrama) bagi para santri dan santriwati yang berasal luar desa Sesela. 

Berselang beberapa tahun dari didirikannya madrasah ibtidaiyah (MI), lalu didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) An-Najah yang diresmikan pada tanggal 5 Maret 1968 dengan nomor urut 377/1968 M. Dalam perjuangannya membangun dan mengembangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) An-Najah TGH. Abdul Halim meninggal dunia di Rumah Sakit Umum (RSU) Mataram pada tanggal 16 Maret 1968 M. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa perintis pertama madrasah ini yang diawalinya dari pengajaran yang sangat sederhana sejak 1919 maka, para tokoh agama dan masyarakat sepakat mendirikan yayasan pendidikan dengan nama yayasan pondok pesantren Al-Halimy sedangkan madrasah ini dinamakan “An-Najah” karena mengharapkan para siswa dan siswinya senantiasa selamat dari segala macam rintangan baik di dunia dan akhirat. Kemudian para tokoh agama dan tokoh masyarakat melaksanakan acara peresmiannya yayasan Pondok Pesantren Al-Halimy tersebut  pada tanggal 24 Januari 1984 yang bertepatan dengan tanggal satu (1) Sya’ban 1404 H, dengan akte Notaris No.71/1984 dan yayasan ini termasuk yayasan pertama di wilayah Gunungsari. Dokumentasi, Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren, 14 Februari 2011.

Pada saat ini, pendidikan formal yayasan pondok pesantren Al-Halimy selain memiliki madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah Tsanawiyah (MTs), juga telah berdiri raudlatul atfal (RA) dan madrasah aliyah (MA), pondok khusus, bahkan saat ini telah dibuka perguruan tinggi kerjasama dengan kampus Qomarul Huda Lombok Tengah. Observasi, 14 Februari 2011. 



Visi, Misi, Tujuan Madrasah

Visi, Misi dan Tujuan dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah terpajang besar di depan kelas lima (V). Visi, Misi dan Tujuan yang diusung oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah ini adalah sebagai berikut:

Visi

Visi dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini adalah sebagai berikut:

Terwujudnya anak didik yang berkualitas dalam iman, cerdas, disiplin, terampil dan berakhlak mulia.

Misi

Sedangkan misi dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini adalah sebagai berikut:

		Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam yang diwajibkan dalam bentuk sikap, perilaku, jujur dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sebagai insan muttaqin.



Menumbuhkembangkan semangat dan keinginan untuk mencapai prestasi yang tinggi

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari visi dan misi di atas adalah mencetak anak didik yang taat beribadah, berbakti kepada orangtua, masyarakat, agama, nusa dan bangsa yang mempunyai dasar-dasar ilmu yang kuat baik masalah imtaq dan iptek.Observasi, Visi Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, 16 Februari 2011.



Keadaan Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan di atas, maka dalam sebuah sistem pendidikan maka  tenaga yang berkualifikasi dan berkualitas sangat mendukung demi kelancaran proses belajar mengajar (PBM).



		Keadaan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela



Guru merupakan sumber dari segala sumber belajar lainnya karena tanpa guru, komponen-komponen proses belajar mengajar (PBM) lainnya tidak akan ada artinya. Memahami akan pentingnya guru dalam menunjang proses belajar mengajar (PBM) dalam suatu institusi pendidikan maka merupakan keniscayaan untuk mendatangkan guru, bahkan bila ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dan institusi itu sendiri maka tidak hanya sekedar asal-asalan menghadirkan guru melainkan penting juga untuk memfilter guru-guru yang akan mengajar tersebut secara kualifikasi keguruan. Madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela ini pun sepertinya memahami kebutuhan tersebut walaupun point kedua seperti penulis sebutkan di atas masih belum menyentuh secara keseluruhan. Berikut nama guru-guru di madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela.

Tabel 1Dokumentasi, Data Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, hari Rabu tanggal 16 Februari 2011.

Daftar Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Nama Guru

JK

Alamat

Jabatan

Pendidikan terakhir

Mapel 











MA

D2

S1

Lemb



1

Jalaludin, A. Ma

L

Sesela

Kemad



√



IAIN

IPA

2

Tirmizi, A. Ma

L

Midang

Sekertaris





√

STIT

Wali kelas

3

Fauziah, A. Ma

P

L.Bajur

Bendahara



√



IAIN

Wali kelas

4

A.Sanusi, S. PdI

L

Sesela

Kesiswaan





√

STIT

Wali kelas

5

Ramudin, S. PdI

L

Sesela

Wakamad



√



STIT

MTK, IPA

6

A.Fikri, A. Md

L

Sesela

-



√



STIT

PPKn,SKI

7

Johairiah, A.Ma

P

Sesela

Kurikulum



√



IAIN

Wali kelas

8

M.Husni, A. Ma

L

Sesela

Humas



√



IAIN

Quran H

9

Sulhan, S.Sos.I

P

Sesela

W. Kelas VI





√

IAIN

Wali kelas

10

Baitirohi, A. Ma

P

Midang

W. Kelas IV



√



IAIN

Wali kelas

11

Muharrar, A.Ma

L

Sesela

W. Kelas IV B



√



IAIN

Wali kelas

12

St Hafsah, A. Ma

P

Sesela

-



√



UT

MTK/IPA

13

BurhanuddinS.PdI

L

Sesela

Perlengkapan





√

IAIN

Aqidah

14

Musleh, A. Ma

L

Sesela

W. Kelas II A



√



IAIN

Wali kelas

15

		Alwi, A.Md



L

Sesela

-



√



IAIN

Aqidah

16

St.Maryam, A.Md

P

Sesela

-



√



QH

PAI

17

Sabtiah, A. Md

P

Sesela

-



√



IAIN

QH

18

Nurjannah, A. Md

P

Sesela

W. Kelas III A



√



IAIN

Wali kelas

19

Kartini, S. Pd

P

Sesela

-





√

IKIP

QH

20

Nurhidayah

P

Sesela

-

√





Najah

Fiqih

21

Haolani,S.PdI

L

Sesela

-





√

IAIN

QH

22

St Masitah, S. PdI

P

Sesela

-





√

IAIN

Aqidah



Jumlah guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, yang termasuk guru PAI (Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI) dari semua kelas (kelas rendah dan kelas tinggi) berjumlah 12 (dua belas) orang yang semuanya adalah output-output pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan tingginya di kampus-kampus agama. 

Berikut nama-nama guru PAI (Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan SKI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela:

Tabel 2

Daftar Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Nama Guru

JK

Mata Pelajaran Diajarkan

Keterangan







Q H

FIQ

AQI

SKI



1

Tirmizi, A. Ma

L



√





Kelas 1 (rendah)

2

Nurhidayah

P

√

√

√



Kelas V (tinggi)

3

Hj. Kartini, S. Pd

P

√







Kelas 1 (rendah)

4

Pauziah, A. Ma

P





√



Kelas II (rendah)

5

Siti Masitah, S. PdI

P

√

√





Kelas II (rendah)

6

Siti Maryam, A. Ma

P

√

√

√

√

Kelas III A (rendah)

7

A. Sanusi, S. PdI

L





√



Kelas III B (rendah)

8

Burhanuddin, S. PdI

L

√

√



√

Kelas III B (rendah)

9

Muharrar, A. Ma

P





√



Kelas IV, V B, VI (tinggi)

10

Ahmad Fikri, A. Ma

L







√

Kelas IV, V B, VI (tinggi)

11

M. Husni

L

√

√



√

Kelas IV, V B, VI (tinggi)

12

A. Haolani, S. Sos I

L







√

Kelas V A (tinggi)



Dari daftar guru, bila dilihat dari kualifikasi guru maka guru-guru yang ada di madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah ini masih banyak yang Diploma II dan III, bahkan hanya tamatan madrasah aliyah (MA). Disamping ada juga sarjana-sarjana non pendidikan. Tetapi guru-guru tersebut sangat merespon tuntutan Undang-Undang yang mengharuskan guru setidaknya memiliki kualifikasi S1 (strata satu), terbukti dari keseluruhan guru yang belum kualifikasi S1 (strata satu) saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di berbagai kampus bahkan banyak yang sedang menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi).

Terlihat jelas bahwa ternyata Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela tidak memakai jasa TU secara khusus melainkan tenaga guru merangkap sebagai TU. Hal ini dijelaskan pula oleh Jalaludin kepala madrasah ibtidaiyah (MI) bahwa guru-guru madrasah ibtidaiyah (MI) ini selain menjadi guru yang mempunyai tugas-tugas yang wajib dijalaninya juga sebagai administrator di kantor. Wawancara, Jalaluddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah, hari Rabu tanggal 16 Februari 2011. Akan tetapi, secara struktural ketua TU diketuai oleh GPAI Tirmizi sedangkan dalam pelaksanaan sifatnya saling mengisi (saling bantu) antara ketua TU dengan guru lainnya.

		Keadaan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Gunungsari

Sama halnya dengan guru, keberadaan murid juga suatu hal yang sangat mendasar guna membangun proses belajar mengajar (PBM). Dalam mengajar, guru membutuhkan murid dan sebaliknya dalam belajar murid membutuhkan guru sebagai pengajar. Belajar tanpa guru adalah buta dan mengajar tanpa murid adalah gila.



Oleh karenanya, keniscayaan akan keberadaan guru dan murid dalam suatu lembaga pendidikan merupakan harga mati yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Terlepas dari segi kualitas, secara kuantitas jumlah murid-murid di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela cukup banyak. Berikut data tentang keadaan murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela.

Tabel 3 Dokumentasi, Data Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, 16 Februari 2011.

Data Jumlah Murid MI An-Najah Sesela Tahun 2005-2011

NO

THN

05/2006

06/2007

07/2008

08/2009

09/2010

10/2011



KLS

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

1

I

6

9

12

33

15

18

24

18

13

14

18

14

2

II

8

10

7

8

11

31

14

20

20

13

12

17

3

III

11

10

9

13

7

7

12

25

15

20

24

15

4

IV

11

8

11

7

8

14

7

8

13

26

11

19

5

V

5

10

12

8

10

7

9

12

8

6

13

26

6

VI

9

7

6

9

12

8

11

7

11

12

5

6

J

51

53

56

76

63

85

77

90

81

90

83

97



104

135

148

167

171

180

Dari data jumlah murid di atas, terlihat ada peningkatan dari tahun 2005 sampai 2011. Peningkatan kuantitas murid yang dicapai saat ini menunjukkan trust masyarakat terhadap madrasah semakin meningkat. Jalaluddin Kepala Madrasah menjelaskan bahwa:

Pencapaian yang diraih madrasah saat ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara madrasah dengan masyarakat setempat, serta didukung pula oleh berbagai bantuan pemerintah salah satunya dengan memberikan bantuan seragam secara gratis kepada para murid yang dicairkan dari dana bantuan sekolah (BOS). Wawancara, Jalaluddin Kepala Madrasah, tanggal 16 Februari 2011.



Jumlah murid yang terus meningkat tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh para guru. Strategi ini mungkin tidak diterapkan oleh madrasah yang lain. Menurut hemat penulis, ada dua strategi yang diterapkan sekaligus membedakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah dengan madrasah yang lain, yaitu strategi pertama membangun kerjasama intensif antara madrasah dengan Raudlatul Atfal (RA) yakni dengan menjaring lulusan Raudlatul Atfal (RA) untuk mendaftar atau melanjutkan pendidikannya di madrasah. Strategi kedua adalah membangun kerjasama dengan para guru madrasah setempat dengan cara menganjurkan atau mengharuskan-untuk tidak mengatakan mewajibkan- para guru untuk mendaftarkan anak-anak mereka di madrasah.

Kedua strategi di atas cukup efektif terbukti dari jumlah murid yang terus meningkat dan para guru selain menjadi orangtua kedua sekaligus tetap menjadi orangtua pertama mengingat banyak anak-anak mereka yang terdaftar di madrasah tersebut.



Sarana Prasarana

Proses belajar mengajar (PBM) juga harus ditunjang oleh lingkungan (suasana) belajar yang kondusif, demikian pula sarana dan prasarana harus mencerminkan kesiapan madrasah tersebut sebagai penyelenggara pendidikan. Mengingat dari sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di atas yang berawal dari sarana-sarana yang sangat sederhana ke satu level lebih modern. Konversi dari sarana-sarana yang sangat sederhana ke sarana prasarana yang cukup memadai ini menunjukkan kesiapan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dalam melaksanakan pendidikan Islam (PI)  jenjang madrasah ibtidaiyah (MI).

Sarana dan prasarana madrasah sangat mempengaruhi kelancaran dari proses belajar mengajar (PBM) di madrasah tersebut baik berupa kelengkapan dan media pengajaran semua ini dapat menunjang kinerja guru sebagai tenaga pengajar dan murid sebagai pembelajar. Tata ruang dan taman madrasah, kebersihan madrasah dan keramahan komponen di dalamnya menjadi lokomotif penggerak kegiatan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar (PBM) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Observasi, Ruangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Gunungsari, hari Kamis tanggal 17 Februari  2011.

Jenis Ruangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Jenis Ruangan

Jumlah

Keterangan

1

Ruang Belajar

8 Ruang

Layak pakai

2

Ruang Kepala Madrasah

1 Ruang

Layak pakai

3

Ruang Wakamad

1 Ruang

Layak pakai

4

Ruang Tata Usaha

1 Ruang

Layak pakai

5

Ruang Dewan Guru

1 Ruang

Layak pakai

6

Ruang Perpustakaan

1 Ruang

Layak pakai

7

Ruang Laboratorium

1 Ruang

Layak pakai

8

Ruang Komputer

1 Ruang

Layak pakai

9

Ruang Koordinator BP

1 Ruang

Layak pakai

10

Ruang Data

1 Ruang

Layak pakai

11

Ruang Ibadah

1 Ruang

Layak pakai

12

Ruang Gudang

1 Ruang

Layak pakai

13

Ruang/Kamar Mandi/WC

2 Ruang

Layak pakai

14

Kantin

1 Buah

Layak pakai



Dari data ruangan madrasah di atas, fasilitas ruangan berdasarkan jenis yang dimiliki bisa dikatakan lengkap untuk ukuran madrasah swasta. Bahkan, ruang belajar murid terlihat ada penambahan ruangan belajar. Hal tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah murid dari tahun ke tahun. 









Tabel 5 Observasi, Keadaan Meubleair madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, hari Kamis tanggal 17 Februari 2011.

Keadaan Meubelair Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Meja Kursi Siswa

180 Stel

Layak pakai

2

Meja Kursi Guru

8 Stel

Layak pakai

3

Papan Tulis

8 Stel

Layak pakai

4

Almari

1 Buah

Layak pakai

5

Rak Buku

1 Buah

Layak pakai

6

Papan Absent Kelas

8 Buah

Layak pakai

7

Filling Kabinet

8 Buah

Layak pakai

8

Kursi Tamu

1 Stel

Layak pakai



Berbeda dengan jenis ruangan yang dimiliki, keadaan meublelair madrasah secara umumnya masih kurang, idealnya harusnya lebih dari standar. Madrasah belum mengambil langkah antisifasi (belum mengantisifasi) kerusakan-kerusakan yang diluar dugaan. Bila dugaan tersebut terjadi secara kebetulan, secara langsung siswa (diantaranya) tidak memiliki tempat duduk dan menulis hingga proses perbaikan atau pergantian meja atau kursi selesai. 

Tabel 6  Observasi, Alat-Alat Peraga madrasah ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, hari Kamis 17 Februari 2011.

Alat-Alat Peraga Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Globe

1 Buah

Layak pakai

2

Peta Indonesia

1 Buah

Layak pakai

3

Peta Dunia

1 Buah

Layak pakai

4

Rangka Manusia

1 Buah

Layak pakai

Tabel 7 Observasi, Alat-Alat Olahraga madrasah ibtidaiyah (MI) An-najah Sesela, hari Kamis 17 Februari 2011.

Alat-Alat Olahraga Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela

No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Bola Kaki

3 Buah

Layak pakai

2

Bola Volley

2 Buah

Layak pakai

3

Pingpong

1 Buah

Layak pakai

4

Lapangan Badminton

   1 Lokasi

Layak pakai

5

Lembing

 1 Buah

Layak pakai



Hal yang sama juga terlihat pada alat-alat peraga dan olahraga yang dimiliki masih sangat kurang. Sekurang-kurangnya madrasah harus menyediakan alat-alat peraga sesuai dengan jumlah kelas. Dengan jumlah alat-alat peraga yang dimiliki, tidak mengherankan penulis melihat kinerja para guru dalam menjalankan perannya dengan cara yang monoton, sederhana dan terkesan formalitas semata. Demikian juga dengan jumlah alat-alat olahraga, dengan jumlah yang dimiliki akan menyebabkan anak-anak menganggur pada saat praktik penjas misalkan, karena harus bergiliran dengan antrian yang panjang sampai mendapat giliran.



Struktur Organisasi Madrasah

Untuk mendukung kinerja para tenaga baik tenaga edukatif maupun administratif dalam menjalankan fungsi dan tujuan serta mengetahui wewenang masing-masing dengan jelas, maka yang sangat penting disusun adalah suatu struktur yang merupakan kerangka kerja dari suatu institusi (lembaga). Terkait pentingnya makna suatu struktur organisasi maka suatu keharusan bagi penulis untuk mengemukakan struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela. Berikut bentuk struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela Gunungsari.

Gambar 1Dokumentasi, Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela, hari Kamis tanggal 17 Februari 2011. 
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Dari gambar struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela di atas, dalam pengamatan penulis masih sangat bersifat struktural dalam arti dalam operasionalnya cenderung mengatasbawahi atau menghegemoni satu sama lain. Sifat struktural semacam ini biasanya atasan akan membonsai bawahan tanpa memberikan ruang saran apalagi kritikan dari arus bawah. Menurut hemat penulis, sebaiknya dalam membangun struktur organisasi harus bersifat fungsional dan sebisa mungkin menghindari sifat struktural. Sifat fungsional ini akan memberikan ruang dialektik antara atasan dengan bawahan, sedangkan saran dan kritik merupakan harapan dari atasan yang terlahir dari bawahan dan bukan merupakan suatu “tabiat buruk” dari bawahan. Dengan demikian, bila menganut struktur fungsional akan terlihat garis yang bersifat mutualisme atasan dengan bawahan dan mengikutsertakan wali murid dan para murid dalam setiap mengambil keputusan.



Keadaan Masyarakat sekitar Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah ini tepatnya berada di dusun Sesela Kebun Indah Kecamatan Gunungsari yang sebagian besar masyarakatnya sebagai buruh tani, buruh swasta, pegawai negeri (PN), pedagang dan peternak di samping juga ada sebagiannya sebagai kusir cidomo (Jawa: andong) dan sebagai pengrajin ukir-ukiran yang belakangan ini terjadi penurunan pasca terjadinya bom Bali. Wawancara, Jalaludin Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI), hari Kamis tanggal 17 Februari 2011. Keberadaan madrasah ibtidaiyah (MI) berikut dengan yayasan Al-Halimy ini telah menata dan memberikan warna kepada kehidupan masyarakat desa Sesela sehingga menjadi masyarakat yang aman, damai sosialis dan agamis. Observasi, Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI), tanggal 14-18 Februari 2011.

Dari segi keberagamaan, di pulau Lombok dikenal dengan beberapa varian Islam yang sudah tidak asing lagi bagi para peneliti agama dan budaya baik level Lokal, Regional, Nasional  bahkan Internasional. Varian Islam  yang dimaksud yaitu Islam “Waktu Lima” dan Islam “Wetu Telu”. Masyarakat Sesela sendiri merupakan masyarakat yang taat menganut Islam “Waktu Lima” dan tidak sedikit pun mengarah ke praktik Islam “Wetu Telu”. Bahkan, dari keseluruhan jumlah penduduk desa Sesela tidak satu pun anggota masyarakatnya yang beragama di luar agama Islam. Jumlah penduduk desa Sesela berjumlah 10. 676 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam) orang. Dokumentasi dari Profil Desa dikutip tanggal 14 Maret 2011. Sehingga menjadi pemandangan yang biasa bila ada perayaan-perayaan hari-hari besar Islam selalu dimeriahkan oleh masyarakat yang dikenal dengan desa industri kerajinan ini.

Dari segi organisasi keagamaan, pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid (The Island of One Thousand Mosques), sebutan ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya jumlah masjid dan mushalla yang terdapat di pulau tersebut. Penulis sendiri sebagai orang asli Lombok membenarkan jargon tersebut bila yang dimaksud adalah jumlah secara kuantitas tetapi masih menyangsikan bila yang dimaksud adalah jumlah secara kualitas terkait praktik keagamaan pelaku. Sepertinya jargon di atas tidak diiringi dengan jumlah organisasi keagamaan yang ada, mayoritas penduduk pulau Lombok berafiliasi ke arah organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan (NW) gagasan dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan (NW) yang berpusat di Pancor Lombok Timur ini mendominasi dibanding dengan organisasi lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Rabithah.

Masyarakat Sesela sendiri tidak cenderung ke salah satu organisasi keagamaan di atas, tetapi bila dilihat dari sejarah pendirian Al-Halimy yang dulunya menginduk ke Al-Islahudiny Kediri Lombok Barat. Ada kecenderungan mengarah ke Rabithah tetapi ini pun tidak mencolok. Pada intinya masyarakat Sesela tidak berpihak ke Nahdlatul Wathan (NW) dan Muhammadiyah tetapi ini bukan berarti menunjukkan “perlawanan”.

Dari segi status sosial, hampir dapat dipastikan bahwa di dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan derajat dan kedudukan, baik di kalangan mereka yang cara pikirnya masih sederhana atau pun yang sudah maju. Di antara mereka ada yang dipandang berkedudukan tinggi, dan ada pula yang dianggap berkedudukan rendah. Perbedaan kedudukan antara individu di dalam masyarakat tersebut, akan menjadi dasar dan pangkal terbentuknya pelapisan masyarakat atau yang juga disebut stratifikasi sosial. 

Stratifikasi sosial juga dikenal di tanah Sasak yang menggambarkan posisi masyarakat berdasarkan kebangsawanan. Stratifikasi sosial semacam ini masih berlaku di beberapa wilayah tertentu di pulau Lombok seperti sebagian kecil di wilayah Bayan Lombok Utara, sebagian kecil di wilayah Lombok Barat, sebagian kecil di wilayah Lombok Tengah dan sebagian kecil di wilayah Lombok Timur. Tetapi sebagian besarnya sudah melakukan konversi dengan mengugurkan atau meleburkan gelar tersebut dengan alasan-alasan tertentu termasuk alasan pernikahan.

Gelar kebangsawanan yang ada di Lombok diantaranya ada yang disebut “Raden” untuk laki-laki, “Lale” untuk perempuan, untuk gelar dibawahnya ada yang disebut “Lalu” untuk laki-laki, “Baiq” untuk perempuan, selanjutnya kelas terbawah semacam penulis biasa disebut keturunan “amaq kangkung” atau “inaq kangkung”.

Pada konteks ini, masyarakat Sesela termasuk masyarakat yang terlepas dari tingkatan kasta di atas, tidak ada embel-embel seperti Raden/Lale atau pun Lalu/Baiq, keseluruhannya merupakan keturunan orang biasa (amaq kangkung dan inaq kangkung) sehingga hal ini sangat berdampak positif dalam pergaulan sehari-hari. Kasta Kasta yang penulis maksud di sini adalah sekedar kategorisasi bukan kasta dalam arti level stratifikasi,semisal kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra dalam agama Hindu. Bukan pula kasta dalam arti stratifikasi sosial seperti Raden, Lale, Lalu dan Baiq dalam masyarakat Sasak Lombok, karena kasta tuan guru sesungguhnya tidak ada di Lombok. Kasta untuk makna kategorisasi untuk kepentingan metodologi dan artistik kalimat saja. di luar kasta di atas yang tidak bisa dibantah adalah kasta keluarga tuan guru dengan yang bukan keluarga tuan guru, tetapi perlu dipertegas ini tidak memberikan dampak sebagaimana pada kasta peninggalan kerajaan di atas. Pada konteks-konteks tertentu kasta semacam ini hanya akan terbaca bila melirik managemen yayasan, akan tetapi hal ini suatu yang lazim terjadi dan bukan karena alasan keluarga tuan guru tidaknya. Kalau sudah mampu mendirikan yayasan secara otomatis sudah mempunyai wewenang untuk memonopoli dan selanjutnya serba mono.

Dari segi politik atau partai politik, masyarakat Sesela termasuk masyarakat pemilih pasif dan tidak condong ke partai tertentu, fenomena Kiai berpolitik belakangan ini semakin semarak, sebagai contoh gubernur NTB sekarang dikenal sebagai Kiai muda dari organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan (NW), gubernur yang tersohor dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) ini menjadi gubernur termuda se Indonesia dari salah satu partai politik, tetapi masyarakat Sesela yang demikian terkenal memiliki banyak tuan guru tersebut tidak memiliki basis partai tertentu atau tidak memiliki anggota masyarakat yang memiliki partai tertentu. Apalagi bila dikaitkan dengan para guru PAI madrasah ibtidaiyah (MI), mereka nol besar disamping ketidaktertarikannya mungkin juga karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung.

Akan tetapi, bukan menjadi rahasia umum lagi tentang pencalonan ketua yayasan Al-Halimy pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2009-2014 kemarin. Perlu dicatat bahwa pencalonan dirinya itu bukan atas permintaan sendiri melainkan atas permintaan pasangannya yaitu Bapak S, sebagai calon Bupati. Lebih menariknya lagi, majunya pasangan yang berjargon SMS tersebut dari jalur independent, kendati demikian pasangan tersebut mampu bertarung sampai putaran ke II.

Paparan ini terkesan keluar dari apa yang harus digambarkan dalam bagian ini tetapi ini sedikit usaha untuk menggambarkan atau mem back up bahwa secara khusus para guru PAI Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah tidak memiliki peran dalam dunia politik, kecuali sebagai pemilih biasa.

Dari segi ekonomi masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat sekitar Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela adalah masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, namun demikian kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama memacu masyarakat desa Sesela untuk senantiasa memberikan dukungan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Najah Sesela untuk lebih maju baik secara moril maupun materil.

Hal ini terbukti sebagaimana dituturkan oleh Akhyarudin Ketua Komite madrasah ibtidaiyah (MI) yang menjelaskan bahwa pada waktu madrasah ibtidaiyah (MI) tersebut melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, maka dengan segala daya dan upaya baik secara langsung maupuan tidak langsung masyarakat senantiasa menunjukkan kebersamaannya untuk senantiasa bergotong royong sebagai wujud swadaya masyarakat. Begitu juga dari segi kependidikan kalau dilihat dari data tenaga pengajar di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) bahkan dari Raudlatul Atfal (RA) sampai Madrasah Aliyah (MA), sebagian besar dari mereka merupakan putera dan puteri desa Sesela sekaligus alumni Al-Halimy sendiri yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik Diploma maupun Sarjana. Dari segi murid dapat dilihat bahwa sumber murid terbesar adalah berasal dari wilayah desa Sesela sendiri yang semua ini berarti menunjukkan bahwa begitu besar dukungan masyarakat desa Sesela demi kelangsungan dan kemajuan pendidikan di lingkungan madrasah ibtidaiyah (MI) dan jenjang pendidikan lainnya yang dimiliki yayasan Al-Halimy. Wawancara, Akhyarudin, Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah (MI), hari Jumat tanggal 18 Februari 2011.

Sebagai bentuk solidaritas sesama, yayasan Al-Halimy juga membangun Panti Asuhan (PA) untuk mewadahi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi yang berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dibangun pula berbagai macam usaha sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lembaga sosial, pendidikan dan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat Sesela ini cukup banyak sebagai berikut: Pertama, lembaga sosial Panti Asuhan (PA) Al-Halimy. Kedua, lembaga pendidikan pondok khusus Al-Halimy. Ketiga, asrama putera TGH. Ahmad Sanusi (alm) dan asrama puteri TGH. Ridwan Anwar. Keempat, diadakannya berbagai kegiatan keagamaan guna memberikan kesuburan spiritual bagi masyarakat. Kelima, kegiatan remaja yang selalu mengiringi perayaan hari-hari besar.



